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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan 

Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD 

diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjaga kesinambungan 

pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat kerangka ekonomi daerah, 

prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program 

strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah yang disusun menggunakan 

empat pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan 

bawah-atas, serta dilakukan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan 

Spasial (THIS). Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan 

dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai 

tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan 

dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis 

dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam 

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama 

dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan 

hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang 

dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga 

nasional. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah 

berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu 

kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan 

Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
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(RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan demikian 

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:  

1. Merupakan Instrumen pelaksanaan RPD; 

2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan 

SKPD dan/atau lintas SKPD;  

3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPD;  

4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; dan 

5. Menjadi Pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang 

APBD. 

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan 

nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara 

penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan 

evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang - undangan.  Pelaksanaan pembangunan daerah 

diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan 

pembangunan.  

Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2026 ini, mengacu 

pada Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah. Pada hakekatnya tahun 2026 merupakan tahun pertama dari RPJMD 

Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, Dokumen RKPD Kabupaten Karimun Tahun 

2026 memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2025-2029 serta 

berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karimun tahun 2025-2045 dengan 

memperhatikan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 dan RPJMN 

2025-2045 serta RKP Nasional 2026. 
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Dokumen RKPD Kabupaten Karimun ini disusun dengan tahapan sebagai 

berikut: 

a. Persiapan penyusunan; 

b. Penyusunan Rancangan Awal; 

c. Penyusunan Rancangan; 

d. Pelaksanaan Musrenbang; 

e. Perumusan Rancangan Akhir; dan 

f. Penetapan. 

Dokumen perencanaan pembangunan daerah selanjutnya digunakan 

sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, 

rancangan APBD sampai menjadi APBD yang berbasis elektronik melalui Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dengan 

menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan 

dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan–
undangan. 

Adapun prinsip penyusunan RKPD adalah sebagai berikut : 

1. Proses perencanaan dilakukan melalui keterpaduan pendekatan diantaranya 

melalui pendekatan politik, technocratic, participatory, comprehensiveness, 

serta proses bottom up dan top down planning. Proses top down planning 

merupakan langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh Pemerintah 

Pusat mengenai prioritas pembangunan nasional dan usulan kebutuhan dana 

kepada Kementerian/Lembaga maupun dari Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Sedangkan proses bottom up planning berarti Pemerintah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi keleluasaan untuk merancang kegiatan-

kegiatan pembangunan demi tercapainya sasaran pembangunan kepada 

Pemerintah Pusat; 

2. Prioritas dan sinergitas kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, 

baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terdistribusikan dengan 

mempertimbangkan prioritas dan menciptakan sinergitas antara Kabupaten, 

Provinsi dan Nasional melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan; 

3. Mempertimbangkan  kemampuan  fiskal daerah. Proses  penyusunan RKPD 

Tahun 2023 juga merupakan proses penyatuan persepsi Perangkat Daerah 

(PD) Kabupaten tentang prioritas pembangunan daerah dengan 
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mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;dan 

4. Mempertimbangkan kondisi eksternal. Tidak kalah pentingnya adalah 

mempertimbangkan kondisi eksternal yang memberikan pengaruh cukup kuat 

terhadap proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah seperti kondisi 

politik, hukum, ekonomi, serta budaya. 

 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Penyusunan dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2026 didasarkan pada dasar hukum 

penyusunan suatu perencanaan pembangunan yakni: 

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan 

Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181), 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 
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5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6987);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

11. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan 

Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 359);  

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);  
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13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1312);  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali, terakhir dengan 

Keputusan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  900.1.15.5-3406 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Tahun 2020 

Indonesia Nomor 1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1419); 

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyusunan RKPD Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 435); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1,  
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Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 

43); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 69); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 

2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2045 

(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1); 

26. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan 

Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karimun 

Tahun 2018 Nomor 46); 

27. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis 

(Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita 

Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76); 

28. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi 

dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 

2022 Nomor 99); 

29. Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 33). 
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1.3. Hubungan Antar Dokumen 

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Karimun yang dituangkan 

dalam Dokumen RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2026 ini, menggambarkan dan 

memiliki keterkaitan serta sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam 

berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan 

pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dan dokumen perencanaan Kabupaten 

Karimun. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun 

berdasarkan RPJMD. RKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. 

Dengan demikian, RKPD berfungsi sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD, 

memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun selaras 

dengan tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. 

RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada 

RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan 

untuk tahun 2026 mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah yang 

telah ditetapkan. Dengan demikian, hubungan antara RKPD dan RPJMD Kabupaten 

Karimun adalah hubungan hirarkis dan fungsional, di mana RPJMD memberikan 

arah strategis jangka menengah, dan RKPD menjabarkannya ke dalam rencana 

kerja tahunan yang operasional. 

Selain itu, RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2026 juga memperhatikan 

perencanaan jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan yaitu Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun Tahun 2025-

2045. Selain itu RKPD Kabupaten Karimun ini mengacu pada RPJMN dan RPJMD 

Provinsi Kepulauan Riau melalui penyelarasan program dan kegiatan dengan 

pembangunan daerah provinsi serta prioritas pembangunan nasional, yang 

mencakup daerah kabupaten/kota, wilayah perbatasan antar kabupaten/kota 

dan/atau wilayah perbatasan antar negara seperti yang terdapat di Kabupaten 

Karimun. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2026 mempedomani 

kebijakan pembangunan pada RKP Nasional tahun 2026 dan program strategis 

nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

Sebagai kawasan perbatasan yang ditetapkan dalam RPJMN sebagai lokasi 
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prioritas, KPBPB Karimun memiliki peran strategis dalam memperkuat kedaulatan 

negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi baru. RKPD Kabupaten 

Karimun secara konsisten mengintegrasikan arah kebijakan nasional dengan 

kebutuhan lokal, melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan, penguatan UMKM 

dan pariwisata bahari, serta peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat. 

Dengan demikian, pembangunan di Karimun tidak hanya mendukung agenda 

nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan. 

 Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD dengan dokumen 

perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan  

sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004 

 

Gambar I- 1 

Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 
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1.4. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun 

Tahun 2026 dimaksudkan untuk : 

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 

dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan 

dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi 

berbagai sumber daya pembangunan daerah; 

2. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholders) pembangunan daerah Kabupaten Karimun dalam 

pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2026. 

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Karimun Tahun 2026 adalah sebagai berikut : 

1. Tersedianya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; 

2. Tersedianya dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten 

Karimun Tahun 2026 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

Kabupaten Karimun Tahun 2026; 

3. Tersedianya pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2026. 

 

1.5. Sistematika Dokumen RKPD 

Sistematika penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2026 

berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 adalah sebagai berikut:  

BAB I   PENDAHULUAN 

● Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD, yang meliputi : 

 Pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan 

RKPD tahun rencana dalam periode dokumen perencanaan pembangunan 

serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 

● Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang 

berskala nasional, maupun lokal yang memuat ketentuan/peraturan 

perundang-undangan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD. 
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● Hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta 

penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti : 

RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, RKP/Program Strategis Nasional, dan 

RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten/kota. 

● Tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang 

bersangkutan. 

● Sistematika penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab 

serta garis besar isi setiap bab.  

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Bagian ini menjelaskan secara logis tentang : 

● Gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan 

demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 

● Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi 

RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJPD, 

dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan 

acuan. 

● Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum 

permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas 

pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan 

dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan 

tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan 

ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah 

daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah 

meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

Menjelaskan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah 

berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 

tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, 

identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan 

kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. 

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang 
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disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun 

rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Perubahan 

RPJMD. 

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan 

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci 

(IKK) pada akhir tahun perencanaan. 

BAB VII PENUTUP 

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam 

rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah 

Kabupaten Karimun. 

 



 

II - 1 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

 

2.1. KONDISI UMUM DAERAH 

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah  

   A. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari 

pulau besar dan kecil. Kabupaten Karimun saat ini terdiri dari 251 buah pulau, dimana 

semua pulau sudah bernama. Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan 

sentra ekonomi adalah Pulau Karimun dan Kundur. Pulau Terluar di Kabupaten Karimun 

adalah Pulau Karimun Anak dan Pulau Iyu Kecil (Karimun Dalam Angka 2024 BPS 

Karimun). Secara keseluruhan total luas daratan dan perairan Kabupaten Karimun kurang 

lebih 7.986 Km2, dengan persentase luas daratan dan lautan masing-masing 19,09 

persen dan 80,91 persen.  

Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun 

berbatasan dengan : 

- Sebelah Utara  : Berbatasan   dengan  Selat   Philips  (Philips  Channel),  Selat    

   Malaka dan Semenanjung Malaysia;             

- Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Kota Batam; 

- Sebelah Selatan : Berbatasan    Dengan    Kecamatan    Kateman    (Kabupaten   

    Indragiri Hulu) dan Kecamatan  Senayang (Kabupaten Lingga);  

- Sebelah Barat  : Berbatasan    dengan    Kecamatan    Rangsang,   Kecamatan   

     Tebing Tinggi (Kabupaten Kepulauan Meranti), dan Kecamatan 

     Kuala Kampar (Kabupaten Pelalawan). 
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Gambar II-1 Peta Administrasi Kabupaten Karimun 

Berdasarkan pembagian wilayah administrasi, Kabupaten Karimun pada tahun 

2023 terdiri dari 14 Kecamatan dimana ada 2 (dua) pembentukan Kecamatan baru yaitu 

Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Sugie Besar. Pembentukan Kecamatan Selat 

Gelam dan Kecamatan Sugie Besar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun 

Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan 

Sugie Besar. Dengan terbentuknya Kecamatan sebagaimana pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2022 maka wilayah administrasi Kabupaten Karimun 

menjadi 14 (empat belas) Kecamatan meliputi :  

1. Kecamatan Karimun.  

2. Kecamatan Meral.  

3. Kecamatan Tebing.  

4. Kecamatan Kundur.  

5. Kecamatan Moro.  

6. Kecamatan Durai.  

7. Kecamatan Buru.  

8. Kecamatan Kundur Utara.  

9. Kecamatan Kundur Barat.  

10. Kecamatan Meral Barat.  

11. Kecamatan Belat.  

12. Kecamatan Ungar.  

13. Kecamatan Selat Gelam, dan  
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14. Kecamatan Sugie Besar 

B. Kondisi Geografis 

Kabupaten Karimun terletak pada koordinat 00º24’36” LU sampai 01º13’12” LU 
dan 103º13’12” BT sampai 104º00’36” BT dengan wilayah laut yang berada dalam batas 

wilayah empat mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah 

perairan kepulauan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 1999 dan Undang- Undang Nomor 5 tahun 1983. Kabupaten Karimun 

termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan 

ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia 

dan Singapura, serta hanya disatukan dengan perairan Selat Singapura (Phillip channel). 

Selain itu, wilayah administrasi Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kota Batam, 

sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan aspek 

geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten 

yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas (KPBPB atau Free Trade Zone/FTZ).  

Tiga kawasan KPBPB lainnya adalah Sabang, Bintan, dan Batam. Batas-batas 

Kabupaten Karimun, yaitu:  

● Utara : Selat  Singapura  (Philip  Channel), Selat  Malaka  dan  Semenanjung  

Malaysia.                                

● Selatan : Kecamatan  Kateman  (Kabupaten  Indragiri  Hilir)   dan  Kabupaten 

Lingga. 

● Barat :  Kecamatan    Rangsang,    Kecamatan     Tebing   Tinggi   (Kabupaten   

Kepulauan   Meranti)   dan   Kecamatan   Kuala  Kampar  (Kabupaten  

Pelalawan). 

● Timur : Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam). 

Topografi di Kabupaten Karimun memiliki keragaman, yakni datar, berombak, 

bergelombang, berbukit dan bergunung. Ketinggian tempat (altitude) di Kabupaten 

Karimun berkisar 0 sampai 478 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan puncak 

tertinggi Gunung Jantan. Topografi Kabupaten Karimun berupa dataran hingga landau 

berada pada ketinggian 0 sampai 25 meter dpl. Topografi yang bergelombang berada 

pada ketinggian 25 sampai 200 meter dpl.  
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Topografi berupa lereng berbukit berada pada ketinggian 25 sampai 300 meter 

dpl. Topografi berupa bukit bergunung berada pada ketinggian hingga 478 meter yang 

terletak di gunung jantan, gunung betina, dan gunung papan. Berdasarkan hasil 

interpretasi dan analisis peta topografi skala 1:50.000, kondisi topografi di Kabupaten 

Karimun dapat dilihat pada tabel II.1 berikut : 

 

Tabel II-1 Kondisi Topografi di Kabupaten Karimun 

No Topografi Luas (Ha) Luas (Km2) 

1 >300 mdpl 49,89 0,5 

2 200-300 mdpl 479,95 4,8 

3 100-200 mdpl 3.107,16 31,07 

4 500-100 mdpl 6.988,14 69,88 

5 25-50 mdpl 10.222,52 102,23 

6 10-25 mdpl 48.363,67 483,64 

7 0-10 mdpl 24.576,55 245,77 

Sumber : Perda Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW  
                Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041 

 

Berdasarkan data kontur dasar perairan Pusat Penelitian Geologi Kelautan (tahun 

1995), kondisi kedalaman laut di wilayah Kabupaten Karimun termasuk ke dalam 

perairan dangkal, yakni pada kedalaman nol sampai 40 meter dibawah permukaan air 

laut. Titik kedalaman paling dalam berada di Selat Durian dengan kedalaman 40 meter 

dibawah permukaan air laut, sedangkan kondisi batimetri paling dangkal berada pada 

pantai-pantai tepi pesisir kepulauan berada pada kedalaman nol sampai 15 meter di 

bawah permukaan air laut. Persebaran lokasi kedalamannya disajikan pada tabel berikut: 

Tabel II-2 Kedalaman Dasar Perairan Kabupaten Karimun 

No Kawasan Laut Kabupaten Karimun Kedalaman Laut (m) 

1 Selat Malaka mendekati Pulau Karimun Besar dan 
Pulau Karimun Kecil ke Selatan Tenggara 

20-30 

2 Selat Durian  20 - 30 – 35 – 40 

3 Laut tepi pantai-pantai kepulauan  2 – 5 – 10 – 15 

4 Selat di antara gugus pulau :   

Selat Gelam  10 – 20 

Selat pada gugus pulau; Pulau Papan, Pulau Parit, 
Pulau Buru, Pulau Belat dan Pulau Kundur 

5 – 20 

5 Selat di antara pulau-pulau :   

  Selat Combol 20-35 
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No Kawasan Laut Kabupaten Karimun Kedalaman Laut (m) 

  Selat Sulit  12-20 

  Selat Sugi  14 – 35 

6 Kedalaman laut di pantai Pulau Combol, Pulau Sugi 
dan Pulau Moro/ Pulau Durian 

10 – 15 - 23 -30 

7  Laut di seputar gugus Pulau Sanglar, Pulau Durai  10 – 15 – 20 – 30 

Sumber : Pusat Penelitian Geologi Kelautan (PPGL, 1995) dalam Perda Kabupaten  
   Karimun   Nomor  3  Tahun   2021  tentang  RTRW   Kabupaten  Karimun 

              Tahun 2021-2041                 

Tekstur tanah di Kabupaten Karimun dibedakan menjadi tekstur halus (liat), 

tekstur sedang (lempung), dan tekstur kasar. Berdasarkan jenis tanahnya, dapat 

dibedakan menjadi lima macam jenis tanah yang terdiri dari organosol, glei humus, 

podsolik merah kuning, latosol, dan alluvial.  

1) Tanah organosol : tanah ini tersebar di pulau-pulau kecil dan dijumpai di pesisir pantai 

Kabupaten Karimun;  

2) Glei humus : mempunyai solum kurang dari satu meter dengan warna umum kelabu 

kelam sampai hitam;   

3) Tanah podsolik merah kuning : jenis tanah ini terdapat di Pulau Sugi. Tanah ini cocok 

untuk kegiatan pertanian dan perkebunan;   

4) Tanah latosol : jenis  tanah  ini  dijumpai  di  Pulau Karimun Besar, Pulau Kundur, dan 

Beberapa   pulau   kecil  sekitarnya  dan   sebagian  besar   gugus   pulau  yang  ada 

di Kecamatan Moro;dan 

5) Tanah alluvial : jenis tanah ini terdapat di Pulau Karimun Besar dan Pulau  Kundur. 

Pulau-pulau kecil di Kabupaten Karimun memiliki daya tangkapan air berbeda-

beda sesuai dengan luas penampang dan bentukan cekungan pulau. Pulau Karimun 

merupakan pulau dengan catchment area yang baik karena mempunyai daerah resapan 

yang optimal dengan luas pulau yang cukup besar sehingga mampu menampung dan 

menyimpan air lebih banyak dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Kenampakan 

morfologi di sebelah utara Pulau Karimun merupakan perbukitan yang berfungsi sebagai 

kawasan penyangga yang dapat menopang kawasan di bawahnya sebagai penyedia 

sumber daya air.   

Masyarakat di Kabupaten Karimun memanfaatkan sumber daya air yang berasal 

dari berbagai sumber air untuk berbagai keperluan domestik, irigasi atau pertanian, 

pelayaran, industri, wisata dan lain-lain. Sumber air yang dimanfaatkan berasal dari air 

permukaan dan air bawah permukaan (air tanah). Air di dalam sistem sungai, sistem 

irigasi, sistem drainase, waduk, danau/kolong termasuk ke dalam air permukaan. 



 

II - 6 

 

Sedangkan air tanah/sumur dan mata air termasuk ke dalam air bawah permukaan atau 

air tanah.  

Dari hasil pemantauan Stasiun Meteorologi dan Geofisika Tanjung Balai Karimun, 

selama tahun 2023 suhu udara rata-rata 28,000 C, dengan suhu minimum sebesar 

23,200 C, sedangkan suhu maksimum 33,30o C. Rata-rata harian kelembaban udara 

selama tahun 2023 adalah 82,30 persen. Kelembaban udara minimum yaitu 73,80 

persen, sedangkan maksimum mencapai 92,80 persen.  

Rata-rata curah hujan di tahun 2023 sebesar 240,40 mm3, dimana curah hujan 

terendah terjadi di bulan September, yaitu 85,70 mm3 sedangkan tertinggi terjadi di 

bulan November sebesar 374,10 mm3. Kabupaten Karimun termasuk ke dalam tipe iklim 

basah karena sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin yang melintas. Berdasarkan 

arahnya, angin berasal dari arah Utara, Timur Laut, Barat Laut, Tenggara, Selatan, dan 

sebelah Barat Laut Kabupaten Karimun. Pada puncak musim penghujan, yaitu bulan 

Desember dan Januari, kecepatan rata-rata angin di Kabupaten Karimun mencapai titik 

maksimum sampai lima knot per-hari.  

Dapat disimpulkan bahwa di kabupaten Karimun rata-rata sepanjang tahun 2023 

dalam setiap bulannya terjadi hujan mulai dari intensitas jarang/sedikit pada bulan 

Januari dan bulan April, intensitas sedang bulan Februari, Maret, Mei, Juli, September, 

Oktober, Desember dan puncaknya pada bulan Agustus, Oktober Desember, serta 

intensitas tinggi pada bulan Agustus dan Oktober. 

Tabel II-3 Rata – Rata Penyinaran Matahari, Curah Hujan dan Jumlah Hari,  

                      Curah Hujan di Tanjung Balai Karimun per Bulan Tahun 2024 
 

 

Bulan 

Month 

Jumlah 

Curah Hujan 

(mm/tahun) 

Number of 
Precipitation 
(mm/year) 

Jumlah 

Hari Hujan 

(hari) 

Number of 
Rainy Days 
(day) 

Penyinaran 

Matahari    

(jam) 

Duration of 
Sunshine 
(hour) 

Januari/January 142,2 23 106,2 

Februari/February 48,7 15 158,5 

Maret/March 96,0 13 179,2 

April/April 394,6 19 154,2 

Mei/May 170,4 18 123,4 

Juni/June 183,8 20 120,4 

Juli/July 138,4 13 160,6 

Agustus/August 242,9 20 126,1 
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Bulan 

Month 

Jumlah 

Curah Hujan 

(mm/tahun) 

Number of 
Precipitation 
(mm/year) 

Jumlah 

Hari Hujan 

(hari) 

Number of 
Rainy Days 
(day) 

Penyinaran 

Matahari    

(jam) 

Duration of 
Sunshine 
(hour) 

September/September 225,4 19 103,7 

Oktober/October 408,7 18 102,2 

November/November 178,7 27 101,9 

Desember/December 21,9 10 117,4 

Jumlah/Total 
Rata-rata/Average 

2.251,7 
187,6 

215 
18 

1.553,8 
129,5 

Sumber : Stasiun Meteorologi & Klimatologi, Geofisika Kabupaten Karimun. 

              (BPS-Karimun Dalam Angka 2025)  

 

Dalam konteks pengembangan Kabupaten Karimun sistem pusat kegiatan sangat 

dibutuhkan untuk membentuk struktur kota yang tersambung dengan prasarana dan 

sarana yang ada yang berorientasi dari pusat kegiatan yang satu  dan lainnya sehingga 

seluruh bagian wilayah berkembang dengan baik. Secara teknis kebutuhan 

Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai 

berikut : 

● Mengoptimalkan jangkauan pelayanan yang dapat diberikan kepada semua 

penduduk, khususnya pada kawasan-kawasan yang letaknya jauh dari pusat 

perkotaan. 

● Terjadinya pemerataan pelayanan di pusat-pusat pertumbuhan. 

● Mendorong pemerataan pembangunan ke semua bagian wilayah kota dengan 

tersedianya pusat-pusat pelayanan di berbagai bagian wilayah kota. 

Adanya perbedaan karakteristik wilayah di Kabupaten Karimun, akan  menjadi 

pertimbangan dalam perumusan rencana struktur pemanfaatan ruang pada masa yang 

akan datang. Selain kondisi fisik yang berbeda antara wilayah di bagian barat dan di 

bagian timur, beberapa komponen lain yang membentuk struktur pemanfaatan ruang di 

Kabupaten Karimun, antara lain : 

● Jaringan jalan kolektor, merupakan jalan provinsi dan jalan kabupaten yang 

menghubungkan keseluruhan pusat-pusat permukiman yang berada di 

wilayah Pulau Karimun dan Pulau Kundur. Sedangkan pusat-pusat kegiatan 

lainnya dilayani oleh jaringan jalan lokal. 
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● Ketersedian prasarana dan sarana wilayah seperti jaringan jalan, 

terminal,pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih, fasilitas pendidikan, 

kesehatan, perdagangan, peribadatan. 

● Konsentrasi penduduk dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang 

bervariasi. 

● Fungsi dan peranan pusat permukiman yang ada. 

Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah 

peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan 

laut. Ruang lingkup ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke 

arah laut sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai. Menurut Royle, ada dua 

faktor yang menyebabkan pulau-pulau menjadi suatu hal yang istimewa, yakni 

keterisolasian (isolation) dan keterbatasan (boundedness). Untuk itu, pengembangan 

kawasan kepulauan seperti Kabupaten Karimun memiliki prioritas pembangunan utama 

yaitu membuka keterisolasian dengan mengembangkan infrastruktur konektivitas 

berupa pelabuhan, bandara dan jalan. Serta peningkatan kemandirian untuk 

meningkatkan kualitas hidup dengan penyediaan dan pemenuhan infrastruktur dasar 

seperti akses air bersih, akses sanitasi dan rumah layak huni. 

Hubungan antara hirarki perkotaan dengan sistem transportasi di Kabupaten 

Karimun memiliki kekhasan tersendiri, antara pusat pelayanan tidak selalu dapat 

dihubungkan dengan jaringan jalan, namun memerlukan penyebrangan laut (ASDP). 

Secara umum interaksi/ hubungan antar pusat pelayanan dalam satu pulau sudah 

dihubungkan dengan jalan kolektor, tetapi untuk interaksi diluar pulau utama 

memerlukan koneksi dengan pelabuhan. Dari hasil pengamatan tidak semua hirarki 

terhubung dengan hirarki lainnya. Untuk itu, tidak hanya penyediaan dermaga saja 

tetapi juga penyediaan pelayanan penyeberangan sehingga dapat mengurangi tingginya 

biaya perjalanan yang saat ini hanya dengan perahu motor pribadi/ sewa untuk 

mengakses wilayah tersebut diantaranya PKL Moro - PKL Kundur, PKL Moro - PPK Kundur 

Barat, PKL Moro - PPK Durai. Berikut Konsep Pengembangan pusat- pusat kegiatan 

Kabupaten Karimun yang terbagi dalam empat gugusan pulau. Selain mendorong 

peningkatan konektivitas antar pulau dalam gugusan juga membuka peluang yang lebih 

luas untuk meningkatkan konektivitas pada pusat kegiatan di luar wilayah Kabupaten 

Karimun, bila secara kepentingan modal dan manusia terdapat hubungan.  

 



 

II - 9 

 

 

 

Gambar II-2 Konsepsi Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan 

 

2.1.1.2 Kondisi Demografi 

Berdasarkan struktur penduduk meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi 

penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut 

disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), 

dan migrasi penduduk (Mantra, 2003). Penduduk Kabupaten Karimun tahun 2025 

berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim sebanyak 266.009 jiwa. Sedangkan pada 

tahun 2024 yaitu 263.344 jiwa yang terdiri atas 135.057 jiwa penduduk laki-laki dan 

128.287 jiwa penduduk perempuan. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 105 ini berarti 

dalam setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 105 penduduk laki-laki. Jumlah 

penduduk terbanyak pada 2025 berada di Kecamatan Karimun sebesar 20,34 persen. 
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Tabel II-4 Jumlah Penduduk, laju pertumbuhan penduduk sesuai Kecamatan di  

Kabupaten Karimun (ribu jiwa), 2025 
 

Kecamatan 

District 
Laki-

Laki 

Male 

Perempuan 

Female 
Jumlah 

Total 

Laju Pertumbuhan 
Penduduk per Tahun 

2020–2025 (%) 
Annual Population 

Growth Rate 2020–
2025 (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Moro 9,71 8,78 18,49 -0,05 

Durai 3,03 2,87 5,90 -0,32 

Kundur 15,71 15,77 31,49 0,75 

Kundur Utara 6,96 6,55 13,51 1,43 

Kundur Barat 10,04 9,52 19,56 0,85 

Ungar 3,16 3,09 6,26 2,14 

Belat 3,71 3,37 7,08 2,32 

Karimun 27,48 26,62 54,10 1,16 

Buru 5,12 4,68 9,80 0,17 

Meral 27,31 25,56 52,87 1,66 

Tebing 15,65 14,90 30,55 0,66 

Meral Barat 8,50 7,90 16,40 1,94 

Kabupaten 
Karimun 
Karimun 
Regency 

136,40 129,61 266,01 1,08 

Sumber : Kabupaten Karimun dalam angka tahun 2025 

 

Bila melihat pada tabel diatas, Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun pada Tahun 

2025 terbanyak berada di Kecamatan Karimun dengan persentase penduduk sebesar 

54,10% dan kepadatan penduduk di Kecamatan Karimun sebesar 90,92 km2. 

Sedangkan Kecamatan Durai menjadi kecamatan dengan jumlah persentase 

penduduknya berada di angka 5,9% dan kepadatan penduduknya di angka 109,29 km2.   

 

Tabel II - 5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 
Tahun 2025 

Kelompok Umur 

Age Groups 

Jenis Kelamin/Sex 

Laki-laki 

Male 
Perempuan 

Female 
Jumlah 

Total 

(1) (2) (3) (4) 

0–4 11.260 10.849 22.109 

5–9 11.778 11.338 23.116 

10–14 11.643 10.826 22.469 

15–19 9.701 8.991 18.692 

20–24 10.245 10.093 20.338 

25–29 10.351 10.145 20.496 

30–34 10.100 9.654 19.754 

35–39 10.023 9.869 19.892 
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Kelompok Umur 

Age Groups 

Jenis Kelamin/Sex 

Laki-laki 

Male 
Perempuan 

Female 
Jumlah 

Total 

(1) (2) (3) (4) 

40–44 9.664 9.596 19.260 

45–49 9.662 8.982 18.644 

50–54 8.610 7.795 16.405 

55–59 7.289 6.732 14.021 

60–64 6.316 5.663 11.979 

65–69 4.382 3.949 8.331 

70–74 2.814 2.478 5.292 

75+ 2.559 2.652 5.211 

Kabupaten Karimun 
Karimun Regency 

136.397 129.612 266.009 

Sumber : Kabupaten Karimun dalam angka tahun 2025 

Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Karimun tercatat sebanyak 

266.009 jiwa, terdiri dari 136.397 laki-laki dan 129.612 perempuan. Penduduk usia muda 

(0–14 tahun) mencapai sekitar 25,5%, menunjukkan tingkat kelahiran yang masih cukup 

tinggi. Sementara itu, kelompok usia produktif (15–64 tahun) mendominasi dengan 

sekitar 69,3%, mencerminkan potensi bonus demografi. Penduduk lanjut usia (65 tahun 

ke atas) berjumlah 7,1%, yang belum terlalu tinggi namun tetap perlu diperhatikan dalam 

layanan sosial. Secara umum, jumlah laki-laki lebih banyak di hampir semua kelompok 

umur. Komposisi ini menunjukkan peluang besar bagi pengembangan ekonomi daerah 

jika ditunjang dengan kebijakan yang tepat di bidang pendidikan, tenaga kerja, dan 

kesehatan.’ 

Potensi bonus demografi untuk mengubah penduduk usia produktif menjadi modal 

manusia (human capital) yang berkualitas dan berdaya saing, fokusnya adalah 

menciptakan tenaga kerja yang terampil dan adaptif dengan menyesuaikan kurikulum 

sesuai kebutuhan industri, memperkuat pendidikan vokasi, mengembangkan pendidikan 

karakter, pemerataan akses pendidikan serta penguatan kualitas perguruan tinggi.  

Dari aspek kepadatan penduduk, kondisi geografi dan demografi yang berada 

pada daerah kepulauan, menjadikan sebaran dan kepadatan penduduk di Kabupaten 

Karimun terkosentrasi pada kecamatan – kecamatan besar seperti terlihat pada gambar 

berikut : 
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Gambar II.3 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2025 
(Sumber: BPS Karimun 2025) 

Berdasarkan gambar di atas pada tahun 2025, kepadatan penduduk di Kabupaten 

Karimun bervariasi antar kecamatan, mencerminkan distribusi penduduk yang tidak 

merata di wilayah tersebut. Kecamatan Karimun dan Meral memiliki kepadatan penduduk 

yang sangat tinggi, masing-masing 905,29 orang/km² dan 913,92 orang/km², yang 

mencerminkan konsentrasi penduduk yang tinggi di wilayah pusat pemerintahan dan 

ekonomi. Sebaliknya, kecamatan Moro memiliki kepadatan paling rendah, yaitu hanya 

41,28 orang/km², akibat dari luas wilayah yang sangat besar dan jumlah penduduk yang 

relatif sedikit. 

Kecamatan Kundur dan Tebing memiliki kepadatan yang lebih moderat, dengan 

376,04 orang/km² dan 400,13 orang/km², menunjukkan populasi yang cukup besar 

namun tersebar di wilayah yang lebih luas. Sedangkan kecamatan Durai dan Kundur 

Utara memiliki kepadatan yang rendah, dengan 93,68 orang/km² dan 55,00 orang/km², 

mengindikasikan populasi yang lebih sedikit dan wilayah yang lebih luas. 

Kecamatan Ungar dan Belat juga menunjukkan kepadatan yang lebih rendah, 

masing-masing 112,73 orang/km² dan 64,75 orang/km², menunjukkan bahwa meskipun 

jumlah penduduk cukup besar, distribusinya lebih merata di wilayah yang lebih luas. Pola 

kepadatan penduduk ini mencerminkan tantangan dalam merencanakan pembangunan 

dan layanan publik yang merata di seluruh wilayah. Wilayah dengan kepadatan tinggi 

seperti Karimun dan Meral membutuhkan perhatian lebih pada penyediaan infrastruktur 

dan layanan dasar, sementara kecamatan dengan kepadatan rendah seperti Moro dan 

Kundur Utara memerlukan kebijakan yang mendukung aksesibilitas dan pembangunan 

berkelanjutan. 
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2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 

      A. Pertumbuhan Ekonomi 

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan 

ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Keberhasilan 

pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari 

capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta 

seni budaya dan olahraga. 

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi idealnya 

dilakukan terhadap indikator – indikator yang menunjukan dampaknya terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Seperti indikator laju pertumbuhan ekonomi yang menjadi 

indikator makro untuk melihat sejauh apa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun 

dalam perekonomiannya.   

Secara umum, Kabupaten Karimun mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang 

stabil dan positif, meskipun ada fluktuasi pada beberapa tahun, terutama yang 

dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi dan perubahan harga komoditas 

global.  

 

 

Gambar II.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun 2020 -2024 
                                   Sumber: BPS, Karimun Dalam Angka 2025 

 

Berdasarkan gambar di atas laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun 

menunjukkan pemulihan yang signifikan setelah penurunan tajam pada tahun 2020 

akibat pandemi. Pada 2020, ekonomi mengalami kontraksi sebesar -3,59%, namun mulai 
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bangkit pada 2021 dengan pertumbuhan 2,37%. Pemulihan ini terus berlanjut, dengan 

laju pertumbuhan mencapai 4,38% pada 2022 dan 5,5% pada 2023. Pada 2024, ekonomi 

Kabupaten Karimun diperkirakan tumbuh lebih pesat dengan laju 6,45%, mencerminkan 

momentum positif yang kuat seiring dengan stabilitas dan peningkatan sektor-sektor 

ekonomi utama seperti industri dan perdagangan. 

Besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di 

Kabupaten Karimun dapat diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai 

18.330,90 miliar rupiah dan atas dasar harga konstan (2010=100) tahun 2024 sebesar 

10.940,58 miliar rupiah. 

 Dalam menilai PDRB atas dasar harga berlaku, digunakan data harga tahun 2024, 

sedangkan untuk menilai PDRB atas dasar harga konstan 2024 data yang digunakan 

adalah harga tahun 2010. Dengan menggunakan data harga pada tahun dasar 

diharapkan bisa memantau pertumbuhan ekonomi secara riil tanpa dipengaruhi oleh 

perubahan harga atau inflasi 

 Pada tahun 2024 sektor-sektor yang menjadi andalan dalam perekonomian di 

Kabupaten Karimun adalah sektor konstruksi sebesar 18,74 persen, perdagangan besar 

dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,68 persen, industri pengolahan 

sebesar 14,40 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,84 persen, serta 

pertambangan dan penggalian sebesar 10,18 persen. 

   

Gambar II-5 PDRB ADHB Lapangan Usaha (Rp Miliar)  

Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024 
(Sumber: BPS, Karimun Dalam Angka) 
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Data PDRB Kabupaten Karimun menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari 

tahun 2020 hingga 2024, baik pada PDRB ADHB Lapangan Usaha (atas dasar harga 

berlaku) maupun PDRB ADHK Lapangan Usaha (atas dasar harga konstan). PDRB ADHB, 

yang mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan harga saat 

ini, mengalami peningkatan signifikan, dimulai dari Rp 13.310 Miliar pada 2020 hingga 

mencapai Rp 18.330 Miliar pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya 

pertumbuhan dalam sektor-sektor ekonomi utama Kabupaten Karimun, seperti industri, 

perdagangan, dan jasa. Sementara itu, PDRB ADHK, yang mencerminkan pertumbuhan 

ekonomi riil atau tanpa pengaruh inflasi, juga menunjukkan tren kenaikan yang stabil 

dari Rp 9.117 Miliar pada 2020 menjadi Rp 10.940 Miliar pada 2024. Kenaikan ini 

mencerminkan peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi 

Kabupaten Karimun, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan PDRB ADHB. Secara 

keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa ekonomi Kabupaten Karimun mengalami 

pemulihan dan pertumbuhan yang signifikan, yang didorong oleh perkembangan sektor-

sektor utama ekonomi daerah tersebut. 

   

Gambar II.6 PDRB ADHB dan ADHK Pengeluaran (Rp Juta)  
Kabupaten Karimun  Tahun 2020 – 2024 

(Sumber: BPS, Karimun Dalam Angka 2025) 

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa PDRB ADHB Pengeluaran (Atas Dasar 

Harga Berlaku) dan PDRB ADHK Pengeluaran (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten 

Karimun mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. PDRB 

ADHB Pengeluaran menunjukkan tren pertumbuhan yang jelas dari Rp 13.310 Juta pada 

2020 menjadi Rp 18.330 Juta pada 2024. Kenaikan ini menggambarkan peningkatan nilai 

ekonomi berdasarkan harga yang berlaku di pasar, yang terpengaruh oleh fluktuasi harga 

barang dan jasa. Pertumbuhan yang terus meningkat ini mencerminkan adanya aktivitas 
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ekonomi yang berkembang, baik di sektor industri, perdagangan, maupun sektor-sektor 

lainnya yang turut berkontribusi dalam perekonomian Kabupaten Karimun. 

Sementara itu, PDRB ADHK Pengeluaran, yang mengukur pertumbuhan ekonomi 

riil tanpa dipengaruhi oleh inflasi, juga menunjukkan kenaikan stabil dari Rp 9.117 Juta 

pada 2020 menjadi Rp 10.940 Juta pada 2024. Meskipun lebih rendah daripada PDRB 

ADHB, angka ini menunjukkan bahwa perekonomian riil Kabupaten Karimun juga 

mengalami pertumbuhan yang positif. Kenaikan PDRB ADHK ini mengindikasikan adanya 

peningkatan produktivitas dan output barang serta jasa yang lebih akurat karena dihitung 

dengan harga konstan, tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Secara keseluruhan, 

kedua indikator ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di 

Kabupaten Karimun, baik dalam aspek nominal (PDRB ADHB) maupun riil (PDRB ADHK), 

yang mencerminkan kondisi ekonomi yang semakin membaik dan memperkuat daya 

saing daerah di masa depan. 

B. Indeks Gini 

Bila melihat Indeks Gini yang merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi 

pendapatan masyarakat. Data Indeks Gini untuk Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan 

Riau, dan Nasional menunjukkan dinamika ketimpangan pendapatan dari tahun 2021 

hingga 2024. Di Kabupaten Karimun, Indeks Gini mengalami penurunan yang signifikan, 

dari 0,31 pada 2021 menjadi 0,28 pada 2024, yang menandakan bahwa ketimpangan 

pendapatan di daerah tersebut semakin berkurang, dengan distribusi pendapatan yang 

semakin merata.  

Sementara itu, di tingkat Provinsi, Indeks Gini sedikit berfluktuasi, dengan 

penurunan dari 0,339 pada 2021 menjadi 0,325 pada 2022, namun kembali meningkat 

menjadi 0,34 pada 2023 dan 2024, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di 

Provinsi relatif lebih tinggi dan tidak stabil. Di tingkat Nasional, Indeks Gini cenderung 

stabil dengan sedikit penurunan dari 0,314 pada 2021 menjadi 0,308 pada 2024, 

mencerminkan penurunan kecil dalam ketimpangan pendapatan secara nasional. Lebih 

jelas dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar II -7 Indeks Gini Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional  

Tahun 2021-2024 
Sumber : BPS Karimun dan Nasional 

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya penurunan ketimpangan 

pendapatan di Kabupaten Karimun yang lebih signifikan dibandingkan dengan Provinsi 

dan Nasional, meskipun ketimpangan masih menjadi tantangan di tingkat yang lebih luas. 

C. Tingkat Kemiskinan 

Dari aspek garis kemiskinan Kabupaten Karimun tahun 2024 adalah 492.654 

rupiah dan jumlah penduduk miskin adalah 5,78 persen atau sebanyak 13,99 ribu orang. 

Indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,99 dan indeks keparahan kemiskinan 0,21. 

Tabel II - 6 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Karimun, 2021-2024 

 
Tahun 

Year 

Garis Kemiskinan 

(rupiah/kapita/bulan) 

Poverty Line 
(rupiah/capita/month) 

Jumlah Penduduk Miskin 

(ribu) 

Number of Poor People 
(thousand) 

(1) (2) (3) 

2021 422.961 16,28 

2022 466.856 16,44 

2023 468.332 14,33 

2024 492.654 13,99 

           Sumber: BPS, Karimun dalam Angka 2025 
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Gambar II-8 Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  
Kabupaten Karimun  Tahun 2021 – 2024 

Sumber: BPS, Karimun dalam Angka 2025 

 

Berdasarkan data di atas menunjukkan perkembangan garis kemiskinan, 

persentase penduduk miskin, dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karimun dari 

tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 422.961 

per kapita per bulan, dengan persentase penduduk miskin mencapai 6,85% atau sekitar 

16,28 ribu penduduk miskin. Pada 2022, garis kemiskinan meningkat menjadi Rp 

466.856, dengan sedikit kenaikan dalam persentase penduduk miskin menjadi 6,87% 

dan jumlah penduduk miskin menjadi 16,44 ribu. Namun, pada 2023, meskipun garis 

kemiskinan hanya sedikit meningkat menjadi Rp 468.332, persentase penduduk miskin 

turun menjadi 5,95%, dengan jumlah penduduk miskin yang berkurang menjadi 14,33 

ribu. Di tahun 2024, meski garis kemiskinan kembali naik menjadi Rp 492.654, persentase 

dan jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, dengan persentase 5,78% 

dan jumlah penduduk miskin sebesar 13,99 ribu. Secara keseluruhan, meskipun garis 

kemiskinan terus meningkat, terdapat penurunan dalam persentase dan jumlah 

penduduk miskin, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi 

masyarakat Kabupaten Karimun. 

Adapun penyebab Kemiskinan di Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut : 

a. Pendidikan rendah: Tingkat pendidikan yang rendah dapat berdampak pada 

produktivitas dan daya saing masyarakat, yang berujung pada sulitnya 

mendapatkan pekerjaan layak. 
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b. Keterbatasan sumber daya manusia: Ini mencakup rendahnya tingkat kesehatan 

dan pendapatan, yang sering kali berkaitan erat dengan pendidikan yang rendah. 

c. Kurangnya lapangan kerja: Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia di wilayah 

tersebut dapat membuat penduduk kesulitan mendapatkan penghasilan tetap. 

d. Keterbatasan modal: Kesulitan mengakses modal bisa menghambat masyarakat 

dalam memulai atau mengembangkan usaha mereka. 

e. Pertumbuhan ekonomi yang lambat: Pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan 

akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

f. Kenaikan harga kebutuhan pokok: Kebijakan seperti kenaikan harga BBM dapat 

memicu inflasi yang berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok, sehingga 

daya beli masyarakat menurun.  

D. Indeks Pembangunan Manusia 

Dalam indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran 

perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. 

IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan 

untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara 

berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari 

kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk 

dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, 

pendidikan, dan sebagainya.  

 

 

Gambar II-9 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karimun 

Tahun 2021-2024 
Sumber : Kabupaten Karimun dalam angka, 2025 

 

71,7

72,65

74,7

75,49

2021 2022 2023 2024



 

II - 20 

 

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua 

      A. Usia Harapan Hidup 

Untuk indikator Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penting 

dalam pembangunan manusia, yang menunjukkan estimasi rata-rata usia yang dapat 

dicapai oleh seseorang sejak lahir, jika tren kematian tetap konstan. UHH juga 

mencerminkan kualitas kesehatan, gizi, pelayanan kesehatan, serta lingkungan hidup. 

 

 

Gambar II-10 Usia Harapan Hidup (UHH) 

 

Terjadi penurunan dari 70,91 tahun (2020) menjadi 70,71 tahun (2021). 

Penurunan ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang meningkatkan angka kematian 

dan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Mulai tahun 2022, tren kembali positif. 

Kenaikan tajam dari 70,71 menjadi 71,53 tahun menandakan pemulihan sistem 

kesehatan dan membaiknya pelayanan publik. Tren terus meningkat hingga mencapai 

72,20 tahun di tahun 2024, mencerminkan perbaikan signifikan dalam kualitas hidup 

masyarakat. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dinilai berhasil meningkatkan Usia 

Harapan Hidup secara konsisten setelah dampak pandemi mereda. Hal ini menunjukkan 

keberhasilan dalam Penguatan pelayanan kesehatan dasar, Peningkatan gizi masyarakat 

dan sanitasi, Perbaikan sistem perlindungan sosial. Usia Harapan Hidup dipengaruhi tidak 

hanya oleh sektor kesehatan, tetapi juga oleh lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan 

sosial. Kinerja ini menjadi refleksi positif dari sinergi antar-OPD dalam mencapai target 

pembangunan manusia. 
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B. Indeks Keluarga Sehat (IKS) 

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator yang mencerminkan tingkat 

pencapaian status kesehatan suatu keluarga, berdasarkan sejumlah indikator seperti: 

keikutsertaan BPJS Kesehatan, akses air bersih dan sanitasi, imunisasi anak, pemantauan 

ibu hamil, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 

 

       Gambar II-11 Indeks Keluarga Sehat (IKS) 

Dari 2020 ke 2023, IKS meningkat dari 0,16 menjadi 0,22. Peningkatan ini 

menandakan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat secara bertahap, terutama dalam 

aspek pelayanan kesehatan dasar dan perilaku keluarga. Meskipun peningkatan awal 

antara 2020–2021 hanya 0,01 poin, lonjakan lebih tajam terjadi pada periode 2021–2022 

dan terus meningkat pada 2023, menunjukkan bahwa intervensi pemerintah mulai 

efektif. Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dinilai berhasil meningkatkan akses dan 

kualitas layanan dasar seperti imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, dan penyuluhan PHBS. 

Program seperti revitalisasi Posyandu, pemberdayaan kader kesehatan, dan pelayanan 

jemput bola memberi dampak terhadap kenaikan IKS ini. 

Meskipun ada tren positif, angka IKS 0,22 masih tergolong rendah, artinya 

sebagian besar keluarga belum memenuhi seluruh kriteria keluarga sehat. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih ada tantangan signifikan dalam pemerataan akses dan 

kualitas kesehatan keluarga, terutama di daerah pinggiran atau terpencil. 

       C. Prevalensi Stunting 

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi 

kronis, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Indikator ini penting dalam 

menilai kualitas gizi dan layanan kesehatan dasar suatu daerah. Lonjakan dari 0% ke 

2020 2021 2022 2023

Indeks Keluarga

Sehat
0,16 0,17 0,2 0,22

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25



 

II - 22 

 

17,6% mencerminkan dimulainya pelaporan yang lebih akurat atau peningkatan 

pengukuran setelah sistem surveilans gizi diperkuat, bukan peningkatan kasus secara 

aktual dari nol. 

 

Gambar II-12 Prevalensi Stunting 

Bisa juga disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi 

ketersediaan pangan, layanan kesehatan, dan pengasuhan. Perbaikan pada 2022 Terjadi 

penurunan signifikan ke 13,3%, yang mengindikasikan upaya serius dalam intervensi 

gizi dan kesehatan ibu-anak, seperti: Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), 

Penguatan posyandu dan pemantauan pertumbuhan, Kampanye 1.000 HPK dan gizi 

seimbang. Kenaikan Kembali di 2023 Kembali naik menjadi 17,9%, yang 

mengkhawatirkan, karena menunjukkan Ketidakkonsistenan program. Artinya belum 

sepenuhnya berhasil menurunkan stunting secara berkelanjutan Intervensi masih 

bersifat sektoral, belum terintegrasi lintas dinas (kesehatan, pendidikan, sosial, 

pertanian). 

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata 

      A. Rata-Rata Lama Sekolah 

Dari segi hal Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator 

pembangunan pendidikan yang mencerminkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh 

penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Indikator ini 

digunakan untuk menilai capaian akses dan keberlanjutan pendidikan di daerah. 
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Gambar II-13 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

Terjadi tren peningkatan yang stabil setiap tahun dari 8,17 tahun (2020) menjadi 

8,91 tahun (2024), atau meningkat 0,74 tahun selama lima tahun. Hal ini menunjukkan 

akses dan partisipasi pendidikan di Kabupaten Karimun semakin membaik, serta 

menandakan penurunan angka putus sekolah. Peningkatan yang lebih tajam terjadi 

sejak 2022, yang bisa dikaitkan dengan Program wajib belajar 12 tahun, Peningkatan 

sarana prasarana Pendidikan, Program beasiswa, bantuan pendidikan, atau pendidikan 

non-formal bagi warga dewasa. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dapat dinilai berhasil mendorong capaian 

pendidikan yang merata dan berkelanjutan. Kemajuan ini juga mencerminkan 

keberhasilan koordinasi antarinstansi seperti dinas pendidikan, dinas sosial, dan lembaga 

pendidikan non-formal. Peningkatan RLS berdampak langsung terhadap peningkatan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena pendidikan yang lebih lama memberikan 

peluang ekonomi yang lebih baik dan penguatan literasi masyarakat. 

       B. Harapan Lama Sekolah (HLS) 

Harapan Lama Sekolah (HLS) mengukur rata-rata jumlah tahun sekolah yang 

diharapkan dapat dijalani oleh anak-anak yang baru masuk usia sekolah. Indikator ini 

mencerminkan proyeksi akses pendidikan ke depan dan menjadi bagian penting dalam 

penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
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Gambar II-14 Harapan Lama Sekolah (HLS) 

HLS meningkat dari 12,42 tahun (2020) menjadi 12,62 tahun (2024) — 

peningkatan 0,20 tahun dalam lima tahun. Tren ini menunjukkan peningkatan akses 

pendidikan bagi anak usia sekolah, termasuk perluasan program pendidikan menengah 

dan peluang pendidikan tinggi. 

Nilai HLS di atas 12 tahun menunjukkan bahwa anak-anak di Kabupaten Karimun 

diproyeksikan bisa menyelesaikan hingga tingkat SMA/SMK, yang merupakan sinyal baik 

terhadap pembangunan manusia di bidang pendidikan. Kenaikan HLS mencerminkan 

keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam menyediakan dan 

memperluas layanan pendidikan, baik melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, 

rekrutmen guru, hingga program wajib belajar 12 tahun. Program bantuan seperti 

beasiswa pendidikan dan pendidikan gratis juga berkontribusi dalam menjaga 

keberlanjutan pendidikan anak. HLS bersifat proyeksi. Artinya, keberhasilan capaian ini 

menunjukkan bahwa masyarakat semakin melihat pentingnya pendidikan, dan 

pemerintah daerah berhasil menciptakan iklim pendidikan yang kondusif. 

      C. Angka Literasi/Numerasi 

Indikator Rerata Kemampuan Literasi SD digunakan untuk mengukur tingkat 

pemahaman membaca siswa sekolah dasar (SD), khususnya pada aspek mengenali kata, 

memahami teks bacaan, dan berpikir kritis terhadap informasi tertulis. Ini adalah salah 

satu indikator kunci dalam menilai mutu pendidikan dasar. 
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Gambar II- 15  Rerata Kemampuan Literasi dan Numerasi SD Kabupaten 

Karimun 

Pada tahun 2021 menjadi awal pelaksanaan asesmen, dengan skor awal 50,28. 

Nilai literasi meningkat secara stabil tiap tahun 2021 ke 2022: +3,11 poin dan 2022 ke 

2023: +4,30 poin dan pada tahun 2024 mencapai 59,90 atau meningkat +2,21 poin. Ini 

menunjukkan peningkatan kompetensi dasar siswa dalam membaca, yang merupakan 

hasil dari Implementasi program literasi sekolah, Pelatihan guru, Penyediaan bahan 

bacaan yang relevan dan menarik, Pembelajaran yang lebih fokus pasca-pandemi. 

Kabupaten Karimun dinilai berhasil dalam membangun fondasi pendidikan dasar, 

khususnya kompetensi literasi siswa SD. Ini menunjukkan keberhasilan kebijakan dan 

program Dinas Pendidikan dalam mendampingi sekolah dasar untuk meningkatkan 

kemampuan literasi sejak dini. Literasi merupakan fondasi dari pencapaian akademik di 

jenjang lebih tinggi dan berkaitan langsung dengan produktivitas SDM ke depan. 

Untuk kemampuan Numerasi SD menunjukkan perkembangan rerata 

kemampuan numerasi di tingkat Sekolah Dasar (SD) dari tahun 2021 hingga 2024. Pada 

tahun 2021, rerata kemampuan numerasi tercatat sebesar 35,15, yang menunjukkan 

tingkat kemampuan dasar dalam matematika di kalangan siswa SD. Angka ini meningkat 

pada tahun 2022 menjadi 38,95, mencerminkan adanya perbaikan dalam pemahaman 

numerasi di tahun kedua. Pada tahun 2023, rerata kemampuan numerasi semakin 

meningkat menjadi 43,91 yang kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 sebesar 

52,02, ini menunjukkan bahwa kemampuan numerasi siswa SD terus berkembang 

dengan baik. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya peningkatan yang 

konsisten dalam kemampuan numerasi siswa, yang menunjukkan keberhasilan dalam 

program pendidikan atau intervensi yang dilaksanakan untuk memperbaiki keterampilan 

matematika di tingkat dasar. 
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Indikator Rerata Kompetensi Literasi SMP mengukur kemampuan siswa jenjang 

Sekolah Menengah Pertama dalam memahami, menafsirkan, dan menggunakan 

informasi tertulis secara efektif. Ini merupakan indikator penting dalam menilai mutu 

pendidikan menengah pertama dan kesiapan siswa menghadapi jenjang pendidikan 

selanjutnya. 

  

Gambar II-16  Rerata Kompetensi Literasi dan Numerasi SMP Kabupaten 
Karimun 

 

Skor awal cukup tinggi di 61,79, menunjukkan bahwa kompetensi dasar literasi 

siswa SMP sudah cukup baik sejak awal pemantauan. Peningkatan literasi dari 2021 ke 

2023 adalah sebesar +7,64 poin, dengan kenaikan kembali terjadi pada 2024 sebesar 

+5,34 menjadi 74,77. Ini menunjukkan bahwa intervensi literasi di jenjang SMP berjalan 

efektif, seperti: Penerapan Kurikulum Merdeka atau kurikulum dengan pendekatan 

literatif, Pelatihan guru berbasis literasi, Program membaca dan penulisan kreatif di 

sekolah. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 

berhasil mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat SMP, khususnya 

dalam aspek literasi. Ini penting karena kemampuan literasi yang baik berkontribusi 

langsung terhadap kesiapan siswa menghadapi tantangan pendidikan dan dunia kerja. 

Data mengenai rerata kompetensi numerasi di tingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun 2021 hingga 2023. 

Pada tahun 2021, rerata kompetensi numerasi siswa SMP tercatat 53,95, yang 

menunjukkan dasar kemampuan matematika yang cukup baik. Angka ini sedikit 

meningkat pada tahun 2022 menjadi 54,24, mencerminkan adanya perbaikan kecil 

dalam kemampuan numerasi siswa. Kemudian, pada tahun 2023, terjadi lonjakan yang 

signifikan dengan rerata mencapai 61,91, yang menunjukkan peningkatan yang cukup 

pesat dalam keterampilan numerasi siswa SMP. Pada tahun 2024 kemampuan numerasi 
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siswa SMP Kabupaten Karimun kembali meningkat pada skor 64,72.  Secara 

keseluruhan, data ini menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten dalam kompetensi 

numerasi di tingkat SMP, dengan peningkatan yang lebih tajam pada tahun 2023, yang 

disebabkan oleh program pendidikan atau perubahan kurikulum yang lebih efektif dalam 

meningkatkan kemampuan matematika siswa. 

       D. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator yang mengukur 

perkembangan literasi masyarakat secara umum, termasuk kemampuan baca-tulis, 

akses terhadap bahan bacaan, infrastruktur pendukung literasi (perpustakaan, taman 

baca), dan partisipasi dalam aktivitas literasi. Turun drastis sebesar 15,08 poin (dari 

74,56 ke 59,48). Hal ini menandakan penurunan signifikan dalam aktivitas literasi 

masyarakat atau berkurangnya dukungan infrastruktur seperti perpustakaan desa, 

taman baca, atau kegiatan literasi komunitas. 

 

 

Gambar II-17 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 

Bisa jadi juga menunjukkan berkurangnya intervensi program pemerintah atau 

anggaran untuk bidang ini. Stagnasi dan Penurunan Lanjutan di 2024: Angka kembali 

turun ke 59,01, menandakan belum ada pemulihan atau peningkatan berarti dalam 

pembangunan literasi masyarakat. Hal ini menjadi indikasi bahwa aspek literasi 

masyarakat kurang mendapat perhatian yang berkelanjutan dalam pelaksanaan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Penurunan IPLM menunjukkan bahwa belum 

berhasil menjaga kesinambungan pengembangan literasi masyarakat, meskipun aspek 

literasi sekolah (SD & SMP) membaik. Ketimpangan antara peningkatan literasi formal 

di sekolah dengan rendahnya literasi masyarakat umum menunjukkan kesenjangan 
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pembangunan SDM secara luas. Berkurangnya program kampung literasi, taman baca 

masyarakat, dan rendahnya pendanaan untuk perpustakaan daerah menjadi penyebab 

utama. 

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif 

      A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengukur persentase tenaga 

kerja yang tercakup dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (seperti BPJS 

Ketenagakerjaan). Indikator ini penting sebagai refleksi perlindungan kerja, keamanan 

sosial, dan kesejahteraan buruh.  

 

Gambar II-18 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Terjadi peningkatan tajam dalam dua tahun pertama, dari 19,34% ke 29,80% 

(+10,46 poin). Ini menunjukkan upaya masif pemerintah daerah dalam memperluas 

perlindungan sosial tenaga kerja, kemungkinan melalui: Sosialisasi program BPJS 

Ketenagakerjaan, Kerja sama dengan perusahaan dan sektor informal, Penerbitan 

regulasi daerah atau surat edaran kewajiban pendaftaran pekerja. Stabilisasi dan 

Perlambatan 2023–2024: Pertumbuhan melambat menjadi hanya +0,26 poin dari 2023 

ke 2024. Hal ini bisa mengindikasikan Tantangan menjangkau sektor informal, 

Keterbatasan data dan sistem pelaporan, Resistensi dari sebagian pelaku usaha atau 

pekerja nonformal. Kabupaten Karimun berhasil mendorong peningkatan signifikan 

dalam cakupan perlindungan tenaga kerja di paruh awal periode. Ini menunjukkan 

keberhasilan koordinasi lintas sektor: Dinas Tenaga Kerja, BPJS, dan lembaga pengawas 

ketenagakerjaan. 
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2.1.2.5 Keluarga berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif 

 A. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (i-Bangga) 

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (i-Bangga) adalah ukuran komposit yang 

menilai kualitas keluarga dari berbagai aspek seperti ketahanan ekonomi, pendidikan 

keluarga, akses terhadap layanan dasar, keikutsertaan dalam program KB, hingga peran 

serta dalam masyarakat. Indeks ini mencerminkan kesejahteraan dan ketangguhan 

keluarga sebagai unit sosial terkecil. 

 

 

Gambar II-19  Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (i-Bangga) 

Skor meningkat signifikan dari 55,73 (2021) ke 65,98 (2024), dengan total 

kenaikan 10,25 poin dalam tiga tahun. Ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup 

keluarga, termasuk dalam hal: Akses terhadap pendidikan dan Kesehatan, Partisipasi 

dalam program keluarga berencana dan perlindungan sosial, Kemandirian ekonomi dan 

peran aktif dalam pembangunan komunitas. Peningkatan tertinggi terjadi antara 2022–

2023 (+5,6 poin), lalu sedikit melambat pada 2024 namun tetap tumbuh, menandakan 

bahwa intervensi kebijakan berjalan efektif dan mulai mencapai hasil nyata. Pemerintah 

Daerah Kabupaten Karimun berhasil dalam mengintegrasikan pendekatan berbasis 

keluarga ke dalam pembangunan daerah, melalui sinergi program dari Dinas P2KBP3A, 

Dinsos, dan Dinkes. Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB/SDGs): i-Bangga berkontribusi langsung pada tujuan SDGs, terutama: SDG 1 

(Tanpa Kemiskinan), SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan), SDG 5 (Kesetaraan 

Gender), SDG 16 (Perdamaian dan Keadilan). 
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B. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 

Selanjutnya terkait indeks ketimpangan gender (IKG) Kabupaten Karimun tahun 

2020 – 2024 dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

Gambar II-20  Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur sejauh mana perbedaan capaian 

antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, 

pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Semakin rendah nilai indeks, semakin baik 

(lebih setara) kondisi kesetaraan gender di suatu daerah. Terjadi penurunan 

ketimpangan dari 0,43 ke 0,25, menunjukkan perbaikan signifikan dalam kesetaraan 

akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peran publik. Indeks kembali 

meningkat ke 0,42 (2023) dan 0,51 (2024). Ini menandakan penurunan kesetaraan 

gender, dan menjadi perhatian serius karena ketimpangan bahkan lebih besar dari tahun 

awal RPJMD. Ketidakstabilan Implementasi Program Kesetaraan Gender: Fluktuasi tajam 

menandakan bahwa program pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial, atau 

partisipasi politik perempuan tidak dijalankan secara konsisten. Kemungkinan juga 

terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, menurunnya keterwakilan 

perempuan dalam jabatan publik, atau hambatan partisipasi ekonomi akibat kondisi 

sosial/kultural. IKG tahun 2024 adalah yang tertinggi, artinya ketimpangan gender 

semakin melebar, bertentangan SDGs (khususnya SDG 5: Kesetaraan Gender). 
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C. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

Untuk pembangunan gender Kabupaten Karimun terus berupaya meningkatkan 

pemerataan sumber daya manusia berbasis gender. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 

Gambar II- 21  Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karimun  

Tahun 2020-2024 

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan 

perkembangan yang stabil dan sedikit meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada 

tahun 2020, IPG tercatat 90,91, yang menunjukkan bahwa ketimpangan antara laki-laki 

dan perempuan dalam akses terhadap pembangunan masih ada, meskipun relatif kecil. 

Pada tahun 2021, IPG meningkat menjadi 91,25, yang mencerminkan adanya sedikit 

perbaikan dalam kesetaraan gender. Pada 2022, meskipun ada penurunan kecil menjadi 

91,12, angka ini masih menunjukkan bahwa ketimpangan gender tidak berubah secara 

signifikan. Pada tahun 2023 dan 2024, IPG tetap stabil di angka 91,33, menunjukkan 

bahwa selama periode tersebut, tidak ada perubahan besar dalam tingkat kesetaraan 

gender, dan indeks ini tetap berada pada angka yang relatif tinggi. Secara keseluruhan, 

data ini menggambarkan adanya perbaikan kecil namun konsisten dalam pembangunan 

gender, dengan peningkatan yang stabil di hampir setiap tahun. 

D. Indeks Pembangunan Pemuda 

Kemudian dalam aspek kesejahteraan masyarakat salah satu elemen penting 

dalam pembangunan daerah adalah pembangunan sektor kepemudaan yang 

memastikan pelibatan pemuda dalam ruang lingkup kebijakan daerah. Dapat dilihat dari 

indeks pembangunan pemuda sebagai berikut : 
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Gambar II-22 Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Karimun  

Tahun 2023-2024 

Berdasarkan Data Indeks Pembangunan Pemuda menunjukkan peningkatan yang 

signifikan dalam kualitas pembangunan pemuda dari tahun 2022 hingga 2024. Pada 

tahun 2022, indeks ini tercatat 53, yang menggambarkan bahwa pembangunan pemuda 

pada tahun tersebut masih pada tahap yang sedang berkembang. Pada tahun 2023, 

indeks meningkat menjadi 54,3, menunjukkan adanya sedikit perbaikan dalam 

pengembangan potensi dan partisipasi pemuda di berbagai sektor. Namun, lonjakan 

terbesar terjadi pada tahun 2024, dengan indeks mencapai 69,23, yang menunjukkan 

peningkatan yang cukup besar dalam pembangunan pemuda, baik dalam hal partisipasi 

sosial, pendidikan, ekonomi, maupun kapasitas kepemimpinan. Secara keseluruhan, 

data ini mencerminkan adanya kemajuan yang pesat dalam pembangunan pemuda, 

dengan fokus pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup generasi muda. 

 

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia 

A. Angka Ketergantungan 

Aspek daya saing daerah dapat mengukur tingkat kemampuan ekonomi suatu 

daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dengan tetap terbuka pada 

persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, domestik, 

atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, 

fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) adalah angka yang menyatakan 

perbandingan  antara  banyaknya  penduduk  usia  non  produktif  (penduduk  usia 

dibawah  15  tahun/penduduk  muda  dan  penduduk  usia  65  tahun  atau 

0

10

20

30

40

50

60

70

2022 2023 2024

53 54,3

69,23

Indeks Pembangunan Pemuda



 

II - 33 

 

lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15  

sampai  64  tahun).  Rasio  ketergantungan  menunjukkan  beban  yang  harus 

ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. 

Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka akan semakin tinggi beban yang harus 

ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. 

Begitupun sebaliknya, semakin rendah rasio ketergantungan maka akan semakin rendah  

pula  beban  penduduk  produktif  untuk menanggung  penduduk  usia  non produktif. 

 

Gambar II-23  Dependency Ratio Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024 

Sumber : BPS Kabupaten Karimun 2023 

Data Rasio Ketergantungan menunjukkan tren peningkatan dari 64,73 pada 

tahun 2020 menjadi 66,71 pada tahun 2024. Rasio ketergantungan mengukur jumlah 

penduduk yang tidak aktif secara ekonomi (seperti anak-anak dan lansia) dibandingkan 

dengan penduduk yang aktif bekerja. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan sebesar 

64,73 mengindikasikan bahwa ada sekitar 65 orang non-produktif untuk setiap 100 

orang yang bekerja. Selama periode 2021 hingga 2024, rasio ini terus meningkat, 

meskipun tidak signifikan dalam setiap tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa 

proporsi penduduk non-produktif terhadap penduduk yang bekerja semakin besar, yang 

dapat menjadi tantangan untuk pembangunan ekonomi. 

Dengan rasio ketergantungan yang terus naik, perlu diwaspadai Kabupaten 

Karimun akan menghadapi beban sosial yang lebih tinggi, karena lebih banyak orang 

bergantung pada penduduk yang aktif bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja 

yang dapat mengurangi ketergantungan dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja 

sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 
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2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi 

A. PDRB 

Pada tahun 2024 sektor-sektor yang menjadi andalan dalam perekonomian di 

Kabupaten Karimun adalah sektor konstruksi sebesar 18,74 persen, perdagangan besar 

dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,68 persen, industri pengolahan 

sebesar 14,40 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,84 persen, serta 

pertambangan dan penggalian sebesar 10,18 persen. 

Tabel II - 7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun Atas Dasar 
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2021-2024 

 
Lapangan 
Usaha/Industry 

2020 2021 2022 2023* 2024** 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A Pertanian, 
Kehutanan, dan 
Perikanan/Agricultur
e, Forestry, and 
Fishing 

 
2.197,11 

 
2.160,76 

 
2.286,35 

 
2.462,3

7 

 
2.537,09 

B Pertambangan dan 
Penggalian/ 
Mining and Quarrying 

1.136,10 1.686,58 1.847,31 1.955,0
0 

1.865,95 

C Industri Pengolahan/ 
Manufacturing 1.691,85 1.766,05 1.894,58 2.097,8

3 
2.640,56 

D Pengadaan Listrik dan 
Gas/ 
Electricity and Gas 

35,35 35,42 39,80 45,98 51,92 

E Pengadaan Air; 
Pengelolaan 

Sampah, Limbah, 
dan Daur 
Ulang/Water 
Supply; Sewerage, 
Waste 
Management, and 
Remediation 
Activities 

 
 

5,25 

 
 

5,32 

 
 

5,63 

 
 

5,70 

 
 

6,13 

F Konstruksi/Constructio
n 

2.620,18 2.842,05 3.102,08 3.236,5
7 

3.434,45 

G Perdagangan Besar 
dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda 
Motor/Wholesale and 
Retail Trade; Repair 
of Motor Vehicles and 
Motorcycles 

 

 
2.423,39 

 

 
2.499,05 

 

 
2.849,88 

 

 
3.214,6

8 

 

 
3.424,77 

H Transportasi dan 
Pergudangan/ 
Transportation and 
Storage 

384,31 367,07 461,70 583,98 624,03 

I Penyediaan 
Akomodasi dan 

Makan 
Minum/Accommodat
ion and Food 
Service Activities 

 
243,45 

 
250,23 

 
328,26 

 
394,26 

 
441,49 
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Lapangan 
Usaha/Industry 

2020 2021 2022 2023* 2024** 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

J Informasi dan 
Komunikasi/ 
Information and 
Communication 

413,46 428,95 453,35 572,64 612,45 

K Jasa Keuangan dan 
Asuransi/ 
Financial and 
Insurance Activities 

227,82 232,62 243,94 267,45 288,57 

L Real Estat/Real Estate 
Activities 

410,64 426,13 446,29 479,47 510,74 

M,N Jasa 
Perusahaan/Business 
Activities 

2,30 2,44 2,70 3,30 3,40 

O Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan, dan 

Jaminan Sosial 

Wajib/Public 
Administration 
and Defence; 
Compulsory Social 
Security 

 

 
610,74 

 

 
554,04 

 

 
571,85 

 

 
619,82 

 

 
726,61 

P Jasa 
Pendidikan/Education 

490,94 499,56 529,55 562,71 595,90 

Q Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial/ Human 
Health and Social Work 
Activities 

252,01 274,03 287,51 267,99 290,67 

R,S,T,U Jasa Lainnya/Other 
Services Activities 

165,74 16544 203,73 247,23 276,15 

Produk Domestik Regiona 

l Bruto/Gross                                 13.310,63      14.195,74      15.554,50     17.016,97           18.330,9 
Regional Domestic Product 

 

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten 

Karimun didominasi oleh lima lapangan usaha, diantaranya Konstruksi; Perdagangan 

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan; Industri Pengolahan; serta Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat 

dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB 

Kabupaten Karimun 

Tabel II -8 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga 
Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2021 – 2024 
 

Lapangan Usaha/Industry 2021 2022 
2023

* 
2024** 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

A Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan/Agriculture, 
Forestry, and Fishing 

 
2.197,11 

 
2.160,76 

 
2.286,35 

 
2.462,37 

B Pertambangan dan 
Penggalian/Mining and 
Quarrying 

 
1.136,10 

 
1.686,58 

 
1.847,31 

 
1.955,00 
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Lapangan Usaha/Industry 2021 2022 
2023

* 
2024** 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

C Industri Pengolahan/ 
Manufacturing 

1.691,85 1.766,05 1.894,58 2.097,83 

D Pengadaan Listrik dan Gas/ 
Electricity and Gas 

35,35 35,42 39,80 45,98 

E Pengadaan Air; 
Pengelolaan Sampah, 

Limbah, dan Daur 
Ulang/Water Supply; 
Sewerage, Waste 
Management, and 
Remediation Activities 

 
 

5,25 

 
 

5,32 

 
 

5,63 

 
 

5,70 

F Konstruksi/Construction 2.620,18 2.842,05 3.102,08 3.236,57 

G Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor/Wholesale and 
Retail Trade; Repair of Motor 
Vehicles and Motorcycles 

 
 

2.423,39 

 
 

2.499,05 

 
 

2.849,88 

 
 

3.214,68 

H Transportasi dan 
Pergudangan/ 
Transportation and Storage 

384,31 367,07 461,70 583,98 

I Penyediaan Akomodasi dan 
Makan 
Minum/Accommodation and 
Food Service Activities 

 
243,45 

 
250,23 

 
328,26 

 
394,26 

J Informasi dan Komunikasi/ 
Information and 
Communication 

 
413,46 

 
428,95 

 
453,35 

 
572,64 

K Jasa Keuangan dan Asuransi/ 
Financial and Insurance 
Activities 

 
227,82 

 
232,62 

 
243,94 

 
267,45 

L Real Estat/Real Estate 
Activities 

410,64 426,13 446,29 479,47 

M,
N 

Jasa Perusahaan/Business 
Activities 

2,30 2,44 2,70 3,30 

O Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan, dan Jaminan 

Sosial Wajib/Public 
Administration and 
Defence; Compulsory 
Social Security 

 

 
610,74 

 

 
554,04 

 

 
571,85 

 

 
619,82 

P Jasa Pendidikan/Education 490,94 499,56 529,55 562,71 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial/Human Health and 
Social Work Activities 

 
252,01 

 
274,03 

 
287,51 

 
267,99 

R,
S,
T,
U 

Jasa Lainnya/Other Services 
Activities 

165,74 165,44 203,73 247,23 

 Produk Domestik 

Regional Bruto/Gross 
Regional Domestic 
Product 

 
13.310,63 

 
14.195,74 

 
15.554,50 

 
17.016,97 

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2025 
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Pada tahun 2024 sektor-sektor yang menjadi andalan dalam perekonomian di 

Kabupaten Karimun adalah sektor Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, 

Konstruksi,  Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan,  Akomodasi Makan dan 

Minum. 

Terlihat bahwa berbagai sektor di Kabupaten Karimun mengalami perkembangan 

yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Sektor Industri Pengolahan menunjukkan 

peningkatan yang tajam, dari Rp 1.691,85 Miliar pada 2020 menjadi Rp 2.640,56 Miliar 

pada 2024. Hal ini menandakan bahwa sektor manufaktur menjadi pendorong utama 

pertumbuhan ekonomi daerah, mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan daya 

saing industri pengolahan. Sektor Pertambangan dan Penggalian juga mengalami 

kenaikan meski dengan fluktuasi lebih kecil, dari Rp 1.136,10 Miliar pada 2020 menjadi 

Rp 1.865,95 Miliar pada 2024, yang menunjukkan peran penting sektor ini dalam 

ekonomi daerah, meskipun dipengaruhi oleh kondisi pasar komoditas global. 

Sektor Konstruksi menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dari Rp 2.620,18 Miliar 

pada 2020 menjadi Rp 3.434,45 Miliar pada 2024, mencerminkan keberhasilan dalam 

pembangunan infrastruktur yang mendukung ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, 

sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan yang lebih 

moderat, dari Rp 2.197,11 Miliar pada 2020 menjadi Rp 2.537,09 Miliar pada 2024, 

menunjukkan peran penting sektor ini dalam ketahanan pangan dan potensi ekspor 

daerah, meskipun tidak sepesat sektor lain. 

Sektor Perdagangan mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dari Rp 

2.423,39 Miliar pada 2020 menjadi Rp 3.424,77 Miliar pada 2024, yang menandakan 

pertumbuhan konsumsi dan permintaan pasar yang meningkat, baik domestik maupun 

internasional. Begitu juga dengan sektor Akomodasi Makan dan Minum, yang mengalami 

peningkatan yang cukup pesat, mencerminkan kebangkitan sektor pariwisata dan 

peningkatan fasilitas umum di daerah tersebut. Secara keseluruhan, peningkatan di 

berbagai sektor ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karimun mengalami pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan, dengan sektor industri, konstruksi, dan perdagangan 

menjadi motor utama yang memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

         B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Untuk mendukung daya saing daerah tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 

indikator pendukung guna menunjukkan komitmen masyarakat dalam meningkatkan 
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daya saing daerah dalam bidang ketenagakerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar II-24  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karimun  
Tahun 2020-2024 

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2025 

 

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Karimun 

menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan 

bertahap dari 59,76% pada tahun 2020 menjadi 68,25% pada tahun 2024. TPAK 

mengukur proporsi penduduk usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan 

ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. 

Pada tahun 2020, TPAK berada di angka 59,76%, yang menunjukkan bahwa 

hampir 60% penduduk usia kerja aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja. Kemudian, 

pada tahun 2021, TPAK sedikit meningkat menjadi 60,86%, meskipun perubahan ini 

tidak terlalu signifikan. Namun, pada tahun 2022, TPAK mengalami sedikit penurunan 

menjadi 60,46%, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti dampak 

ekonomi dari pandemi atau kurangnya peluang kerja di beberapa sektor. 

Namun, pada tahun 2023, terjadi lonjakan signifikan di TPAK menjadi 64,79%, 

yang menunjukkan adanya pemulihan dan peningkatan peluang kerja di daerah 

tersebut. Pada 2024, TPAK terus naik menjadi 68,25%, yang merupakan angka tertinggi 

dalam lima tahun tersebut, mencerminkan peningkatan besar dalam aksesibilitas 

lapangan kerja dan partisipasi angkatan kerja. Secara keseluruhan, data ini 

menunjukkan bahwa Kabupaten Karimun berhasil meningkatkan partisipasi angkatan 

kerjanya, yang bisa dikaitkan dengan perkembangan sektor-sektor ekonomi seperti 

industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Peningkatan TPAK ini juga 

59,76

60,86
60,46

64,79

68,25

2020 2021 2022 2023 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
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menunjukkan adanya perbaikan dalam kesempatan kerja dan kontribusi terhadap 

perekonomian daerah. 

C. Indeks Inovasi Daerah 

Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Karimun turut berupaya 

meningkatkan daya saing daerah dengan berupaya melakukan inovasi – inovasi di 

berbagai sektor. Inovasi daerah Kabupaten Karimun terus mengalami peningkatan 

sebagaimana terlihat pada gambar berikut : 

 

Gambar II-25  Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karimun  
Tahun 2021-2024 

Sumber : Kabupaten Karimun 2025 

 

Data Indeks Inovasi Daerah menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan 

dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, indeks inovasi daerah tercatat sebesar 

32,09, yang menunjukkan tingkat inovasi yang masih tergolong rendah. Namun, pada 

2022, angka ini meningkat tajam menjadi 46,97, yang mencerminkan adanya upaya 

atau kebijakan yang berhasil dalam mendorong inovasi di daerah tersebut. 

Pada 2023, meskipun ada sedikit penurunan menjadi 46,76, angka tersebut masih 

mencerminkan keberlanjutan dalam pengembangan inovasi. Penurunan kecil ini 

mungkin disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau internal, namun tetap dalam 

rentang yang positif. Kemudian, pada 2024, indeks inovasi daerah kembali meningkat 

menjadi 54,32, yang menunjukkan bahwa daerah ini semakin mengedepankan inovasi 

dalam pembangunan ekonomi dan sosialnya. Secara keseluruhan, peningkatan Indeks 

Inovasi Daerah selama empat tahun terakhir mencerminkan adanya kemajuan yang 

signifikan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, baik di sektor 

industri, teknologi, maupun kebijakan publik. Hal ini berpotensi meningkatkan daya saing 

daerah dan mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berbasis teknologi. 
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2.1.3.3 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 

A. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak 

Tentunya untuk mendukung daya saing daerah pemerintah Kabupaten Karimun 

terus berupaya mendorong meningkatkannya rumah tangga dengan akses hunian layak 

yang terlihat pada gambar berikut ini :  

 

Gambar II-26  Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak 
Kabupaten Karimun 2020-2024 

Data ini menunjukkan persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di 

Kabupaten Karimun dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, sekitar 70,48% 

rumah tangga sudah memiliki akses ke hunian yang layak. Persentase ini terus 

meningkat setiap tahunnya, mencapai 71,89% pada tahun 2021, 73,29% pada tahun 

2022, dan 74,70% pada tahun 2023. Pada 2024, angka ini diperkirakan akan mencapai 

76,10%. Peningkatan yang konsisten ini menunjukkan adanya perbaikan infrastruktur 

perumahan dan aksesibilitas terhadap hunian yang layak bagi masyarakat. Hal ini 

mencerminkan upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama 

dalam menyediakan tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan dan 

kenyamanan. 

2.1.4   Aspek Pelayanan Umum 

Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib, focus layanan 

urusan pilihan dan urusan penunjang. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi : 

Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman,ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat dan Sosial. Urusan Wajib yang tidak berkaitan Pelayanan Dasar meliputi : 

70,48
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73,29

74,70

76,10

67,00

68,00

69,00

70,00

71,00

72,00

73,00

74,00

75,00

76,00
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Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, 

Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, 

Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan 

Kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan di Pemerintah Kabupaten Karimun antara lain 

adalah : Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian. 

2.1.4.1 Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang mendukung pencapaian 

tujuan pembangunan berkelanjutan, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk 

dimanapun, dan sebagai salah satu target yang menjamin bahwa semua laki-laki dan 

perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki akses yang sama 

terhadap pelayanan dasar. Indikator untuk mengukur daya serap sistem pendidikan 

terhadap penduduk usia sekolah diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan 

Angka Partisipasi Murni (APM). Berikut Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka 

Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2022-

2023 dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel II  - 9 

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten 
Karimun Menurut Jenjang Pendidikan 

Tahun 2022-2024 

 

Jenjang Pendidikan 

Angka Partisipasi Murni 

(APM) 

Angka Partisipasi Kasar 

(APK) 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

SD/MI/Sederajat 99,33 99,28 - 108,81 - -  

SMP/MTs/Sederajat 76,52 81,54 - 89,29 - -  

SMA/SMK/MA/Sederajat 75,03 67,89 - 92,01 -  - 

Sumber: BPS Karimun, 2024 

Selama dua tahun terakhir, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi 

Murni (APM) tingkat SD/MI/Sederajat terdapat selisih. Hal tersebut kemungkinan 

disebabkan banyaknya anak dibawah 7 Tahun yang telah memasuki Sekolah Dasar (SD), 
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sementara penegakan aturan minimal masuk SD baru ditetapkan secara efektif di Tahun 

2017. 

Kesenjangan APK dan APM juga ditemukan di jenjang pendidikan SMP/MTs 

sedrajat di tahun 2022. Rendahnya APM SMP Sederajat diantaranya disebabkan karena 

terdapat anak usia 13-15 tahun yang sudah bersekolah di jenjang pendidikan menengah, 

dan adanya anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah. 

Angka Putus Sekolah untuk jenjang pendidikan dasar menunjukkan 

kecenderungan tetap, sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.22 berikut. 

Tabel II - 10 
Angka Putus Sekolah Kabupaten Karimun Tahun 2020-2022 menurut Kelompok Umur 

Kelompok Umur Sekolah 

Partisipasi Sekolah 

Tidak sekolah 

2020 2021 2022 

7-12 0 0 0 

13-15 2,47 0 0 

16-18 22,34 0 22,5 

19-24 83,98 0 83,9 

Total 7-24 18,54 25,38 31 

Sumber: BPS Karimun, 2024 

Berdasarkan data 3 tahun terakhir dapat dilihat bahwa tingkat putus sekolah 

berdasarkan kelompok umur sangat tinggi di tahun 2020, ini disebabkan oleh adanya 

pandemic covid-19. Dimana gejolak ekonomi yang tinggi sangat berpengaruh kepada 

kehidupan masyarakat di Kabupaten Karimun. Namun pada kelompok umur 16-24 tahun 

juga tidak kalah pentingnya, banyak hal yang membuat anak usia 16 sampai 24 tahun 

tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, antara lain yaitu motivasi 

anak untuk bersekolah yang rendah, peran dan perhatian orang tua terhadap anak atas 

pentingnya pendidikan, budaya dan faktor ekonomi orang tua siswa. 

Tabel II- 11 

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan 
Kabupaten Karimun 

No Indikator SPM Pendidikan Capaian 

2021 

Capaian 

2022 

Capaian 

2023 

Capaian 

2024 

1 
Jumlah anak usia 5-6 tahun yang 
berpartisipasi dalam pendidikan anak usia 
dini (APS) 

59,62 53,15 59,68 68,82 
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No Indikator SPM Pendidikan Capaian 
2021 

Capaian 
2022 

Capaian 
2023 

Capaian 
2024 

2 
Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang 
berpartisipasi dalam pendidikan dasar 
(APS) 

99,25 98,86 98,41 98,17 

3 
Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang 

berpartisipasi dalam pendidikan 
kesetaraan (Paket A/B/C) (APS) 

9,48 13,02 25,65 26,81 

4 Rerata kemampuan Literasi SD 

berdasarkan Asesmen Nasional 
50,28 53,39 57,69 59,50 

5 Rerata kemampuan Numerasi SD 

berdasarkan Asesmen Nasional 
35,15 38,95 43,91 52,02 

6 Rerata kompetensi Literasi SMP 
berdasarkan Asesmen Nasional 

61,79 64,05 69,43 74,77 

7 Rerata kompetensi Numerasi SMP 

berdasarkan Asesmen Nasional 
53,95 54,24 61,91 64,72 

8 
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan 
PAUD yang Mendapatkan Minimal 
Akreditasi B 

57,22 54,00 55,00 60,78 

9 
Pertumbuhan Pendidik PAUD yang 
Memiliki Kualifikasi Akademik Paling 

Rendah D-IV/S1 

70,37 66,21 72,60 72,60 

10 Indeks Iklim Keamanan SD 71,56 85,00 74,42 77,49 

11 Indeks Iklim Kebinekaan SD 64,15 89,56 73,34 74,09 

12 Indeks Inklusivitas SD 69,10 76,81 56,47 60,58 

13 Indeks Iklim Keamanan SMP 80,39 83,03 72,43 74,81 

14 Indeks Iklim Kebhinekaan SMP 64,42 85,89 75,55 74,09 

15 Indeks Inklusivitas SMP 68,02 77,95 58,96 61,96 

 

B. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 

Indikator aspek kesehatan yang digunakan untuk mengukur kinerja bidang 

kesejahteraan sosial adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan 

Angka Kematian Balita (AKBa). 

AKI, AKB, dan AKBa di Kabupaten Karimun selama periode 5 tahun terakhir 

cenderung fluktuatif. Di tahun 2020 angka kematian untuk ibu, dan bayi mengalami 

peningkatan, dimana peningkatan tertinggi terjadi untuk kematian ibu. Kondisi tersebut 

disebabkan oleh hampir seluruh fasilitas kesehatan tidak dapat menyediakan layanan 

kesehatan secara optimal karena persebaran covid-19. Selain itu, masyarakat juga 

cenderung enggan untuk mengakses sebagian besar layanan kesehatan tersebut karena 

khawatir tertular. Kondisi tersebut menunjukkan penyediaan layanan kesehatan 

khususnya untuk ibu hamil serta deteksi dan penanganan komplikasi kehamilan dan 

persalinan belum optimal. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar 

Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis 

pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang 

kesehatan sebagai berikut :  

● Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  

● Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  

● Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir  

● Pelayanan Kesehatan Balita 

● Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  

● Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif  

● Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  

● Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi  

● Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  

● Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat  

● Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB  

● Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV  

Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Karimun yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Tabel II -12 

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 

Kabupaten Karimun Tahun 2019-2024 

NO INDIKATOR SPM 
CAPAIAN  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 86 87,22 86,05 89,26 82,56 74,46 

2 Pelayanan Kesehatan Ibu 
Bersalin 

89 91,2 89,84 89,05 91,59 89,98 

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 
Lahir 

91 95,99 91,76 91,78 92,00 93,37 

4 Pelayanan Kesehatan Balita (1-
59 bulan) 

75 49,63 76,28 87,05 85,46 83,75 

5 Pelayanan Kesehatan pada Usia 
Pendidikan Dasar 

105 10,63 34,16 89,17 91,48 98,48 

6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia 

Produktif 
26 91,9 37,3 85 75,91 78,40 

7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia 

Lanjut 
73 38,29 59,06 56,02 42,78 48,70 
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NO INDIKATOR SPM 
CAPAIAN  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

8 Pelayanan Kesehatan Penderita 
Hipertensi 

71 65,04 48,93 81,41 84,64 80,00 

9 Pelayanan Kesehatan Penderita 

Diabetes Mellitus 
96 95,04 54,45 83,74 89,03 88,49 

10 Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 
100 99,05 92,64 102,98 100,41 111,07 

11 Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Terduga TB 
32 100 58,97 85,5 114,66 85,70 

12 

Pelayanan Kesehatan Orang 
dengan Risiko Terinfeksi Virus 
yang Melemahkan Daya Tahan 

Tubuh Manusia 

91 102,86 90,68 85,28 100 100 

 

Indikator Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 

standar merupakan salah satu indikator SPM Bidang Kesehatan dengan target 100% 

setiap tahunnya atau dengan kata lain semua bayi baru lahir harus mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar. Pada tahun 2022 angka capaiannya hanya 91,78%. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti kelengkapan sarana dan 

prasarana penanganan kegawatdaruratan penyakit pada bayi, pengelolaan manajemen 

laktasi yang belum maksimal, dan keterampilan tenaga kesehatan dalam menangani 

kasus kegawatdaruratan. 

Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar 100%, yang merupakan salah satu 

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan bagi masyarakat 

khususnya balita (0-60 bulan). Indikator cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai 

standar merupakan indikator berstatus upaya keras. Tahun 2020 mencapai 49,63% dan 

tahun 2021 naik menjadi 76,28%. Pelayanan terhadap balita tidak maksimal disebabkan 

pandemi Covid-19 sehingga kegiatan posyandu dibatasi. Kemudian s.d 2022 capaian 

pelayanan Kesehatan balita sesuai standar sebesar 87,05% balita sudah mendapat 

pelayanan kesehatan balita sesuai standar. 

Tahun 2021 dengan adanya pandemi Covid-19 pelaksanaan pelayanan Kesehatan 

pada usia Pendidikan dasar tidak maksimal sehingga hanya mencapai 34,16%. Pada 

tahun 2022, persentase anak usia pendidikan dasar yang Mendapat pelayanan 

kesehatan sesuai standar sudah mencapai 89,17%. Dan pada tahun 2023 persentase 

anak usia pendidikan dasar yang Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sudah 

mencapai 91,48%. 

Persentase orang usia 15-59 dan usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining 
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kesehatan sesuai standar merupakan indikator SPM Bidang kesehatan dimana targetnya 

adalah 100% yang artinya bahwa semua warga negara usia 15-59 tahun dan 60 tahun 

ke atas wajib mendapatkan skrining kesehatan. Dari tahun 2019 hingga tahun 2022 

belum semua sasaran mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, hal ini 

dikarenakan yang mendapatan skrining kesehatan baru sasaran yang datang ke fasilitas 

kesehatan yang dilayani skrining kesehatan, sedangkan yang tidak mengunjungi fasilitas 

kesehatan belum mendapatkan skrining kesehatan, di tahun 2021 dengan adanya 

pandemic Covid-19 membuat warga enggan untuk pergi ke fasilitas Kesehatan untuk 

memeriksakan dirinya. 

Untuk Data Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi dan DM baru dapat 

diperoleh mulai tahun 2017 karena pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan baru 

diimplementasikan mulai tahun 2017. Jumlah penderita hipertensi dan DM yang 

mendapatkan pelayanan sesuai standar masih sangat kecil pada awalnya, dikarenakan 

data yang diperoleh hanya berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

belum termasuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dan Fasilitas Kesehatan Swasta.  

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat dilaksanakan berdasarkan Permenkes 

tentang SPM Bidang Kesehatan dan dimulai tahun 2019 dengan capaian sudah 

memenuhi target 100%. Indikator persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar merupakan indikator 

berstatus upaya keras dimana pada tahun 2022 capaiannya sebesar 102,98%. Namun, 

pada tahun 2022 capaian yang melebihi angka 100% tersebut didukung oleh beberapa 

faktor seperti telah dilaksanakan deteksi dini khususnya di lingkungan sekolah dan 

masyarakat, pengobatan yang dilakukan telah sesuai standar, sosialisasi yang dilakukan 

kepada masyarakat, mengadakan bimtek kepada puskesmas terkait capaian kinerja, dan 

adanya advokasi terhadap para stakeholder di tingkat kabupaten. 

Indikator persentase orang terduga TBC merupakan salah satu indikator SPM 

(Standar Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan dimana targetnya sebesar 100% yang 

artinya semua orang terduga TB wajib menerima pemeriksaan penunjang TB sesuai 

standar. Capaian SPM Bidang Kesehatan dengan Indikator Persentase Orang Terduga 

TBC Tahun 2023 sebesar 114,66% yang berarti bahwa capaian indikator ini sudah 

memenuhi target 100%. 

Indikator Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang 

Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia terus ditingkatkan dengan berbagai macam 

kegiatan yang sangat mendukung, di tahun 2023 capaian indikator Pelayanan Kesehatan 
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Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia 

adalah sebesar 100%. 

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 

2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan 

Bidang Perumahan Rakyat merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar 

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kinerja urusan pekerjaan 

umum dan penataan ruang diukur dengan aspek fasilitas dan infrastruktur wilayah 

dengan komponen: kapasitas air baku, daerah irigasi (DI) dalam kondisi baik, jalan 

kondisi baik, jembatan kondisi baik, dan rasio tingkat pelayanan ruas jalan. 

Perkembangan kinerja aspek ini ditampilkan pada tabel berikut ini: 

Tabel II - 13 
Aspek Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Karimun 

NO BIDANG INDIKATOR 

PERSENTASE  REALISASI  CAPAIAN  SPM 

(%) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 PEKERJAAN UMUM 

1 

Penyediaan 

Kebutuhan 

Pokok Air 

Minum Sehari-

hari 

25 75 92,04 93,46 90,28 

2 

Penyediaan 

Pelayanan 

Pengolahan 

Air limbah 

Domestik 

0 100 99,95 86,78 82,08 

INDEKS  PENCAPAIAN  SPM BIDANG  

PEKERJAAN  UMUM 
12,5 87,5 95,995 90,12 86,18 

 

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Pemukiman 

Penyediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang layak huni menjadi 

prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Gambaran capaian kinerja 

urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 

disajikan dalam tabel berikut : 
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Tabel II -14 

Gambaran Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman 

NO BIDANG INDIKATOR 

PERSENTASE  REALISASI  CAPAIAN  

SPM (%) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 PERUMAHAN 

RAKYAT 

1 Penyediaan & 

Rehabilitasi 

Rumah yang 

Layak Huni Bagi 

Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 

0 0 0 0 0 

2 

Fasilitasi 

Penyediaan 

Rumah Yang 

Layak Huni Bagi 

Masyarakat Yang 

Terkena Relokasi 

Program 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

0 0 0 0 0 

 

Dari Hasil SPM diatas dapat dilihat tingkat capaian dalam kurun waktu 5 Tahun 

yaitu 0%. Ini disebabkan karena Tidak Terjadi Bencana yang ditetapkan oleh pemerintah 

dan Kabupaten Karimun bukan termasuk daerah yang berdampak pada relokasi program 

pemerintah. 

E. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum 
dan Perlindungan Masyarakat 

Dalam rangka pencapaian target sasaran Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat, program-program dilaksanakan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) dan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat diimplementasikan oleh Satpol PP dan Damkar dengan 1 (satu) 

indikator sasaran dan 8 (delapan) indikator program. 

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

diimplementasikan oleh BPBD dengan 1 (satu) indikator sasaran dan 9 (sembilan) 

indikator program. Kinerja Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel II - 15  

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Ketenteraman, 
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karimun Tahun 2023 

NO BIDANG INDIKATOR 

PERSENTASE  REALISASI  CAPAIAN  

SPM (%) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 TRANTIBUMLI 

NMAS 

1 Pelayanan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

(TRANTIBUM) 

100 100 0 90 100 

  

TRANTIBUMLINMAS  

(POLPP)           

1 
Pelayanan Informasi 

Rawan Bencana 

(KEBENCANAAN) 

0 0 0 100 97,71 

2 Pelayanan Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan 

Terhadap 

Bencana 

(KEBENCANAAN) 

0 0 0 81,67 94,54 

3 Pelayanan 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana 

(KEBENCANAAN) 

0 0 0 81,67 97,41 

  

KEBENCANAAN  

(BPBD)           

1 Pelayanan 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Kebakaran (DAMKAR) 

0 0 93,75 100 100 

  
DAMKAR  (BPBD) 

          

INDEKS  PENCAPAIAN  SPM BIDANG  

TRANTIBUM LINMAS 

20 20 18,75 90,668 97,932 

 

 Stabilitas keamanan, sosial, dan politik yang stabil dapat mendorong percepatan 

pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah. Permasalahan di Bidang 

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terjadinya Refocusing 

anggaran serta adanya Pandemi Covid-19, sehingga anggaran mengalami pengurangan, 

sedangkan sarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja sangat kurang memadai 

sehingga kurang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong 

Praja. Maka solusi dari permasalahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan 
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Perlindungan Masyarakat perlunya penambahan sarana dan prasarana yang mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi, begitu juga kapasitas dan kemampuan SDM Satuan Polisi 

Pamong Praja perlu lebih ditingkatkan. 

F. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 

 Kebijakan mengenai SPM mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai 

pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dengan kebijakan ini SPM Bidang Sosial yang ditetapkan 

berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 

Terdapat 5 (lima) Jenis Pelayanan Dasar bidang Sosial di Kabupaten, antara lain: 

a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti; 

b) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Panti;  

c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti;  

d) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis 

di luar Panti;  

e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat 

Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota. 

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan 

Sosial Kabupaten Karimun yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Tabel II - 16 

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial  
Kabupaten Karimun Tahun 2019-2023 

NO BIDANG INDIKATOR 

PERSENTASE  REALISASI  CAPAIAN  SPM 

(%) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 SOSIAL 1 Rehabilitasi Sosial 

Dasar Penyandang 

Disabilitas Terlantar 

di Luar Panti 

100 100 5 100 100 

2 Rehabilitasi Sosial 

Dasar Anak 

Terlantar di Luar 

Panti 

100 50 5 100 100 

3 Rehabilitasi Sosial 

Dasar Lanjut Usia 

Terlantar di Luar 

Panti 

100 0 0 100 100 



 

II - 51 

 

NO BIDANG INDIKATOR 

PERSENTASE  REALISASI  CAPAIAN  SPM 

(%) 

2019 2020 2021 2022 2023 

4 Rehabilitasi Sosial 

Dasar Tuna Sosial 

Khususnya 

Gelandangan dan 

Pengemis di Luar 

Panti 

100 100 0 100 100 

5 

Perlindungan dan 

Jaminan Sosial Pada 

Saat Tanggap dan 

Pasca Bencana Bagi 

Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 

100 100 61,3 100 100 

INDEKS  PENCAPAIAN  SPM BIDANG  

SOSIAL 
100 70 14,26 100 100 

 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu 

masalah sosial yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Adanya 

gelandangan, pengemis, wanita rawan sosial ekonomi, anak terlantar dan anak jalanan 

menunjukkan masih banyaknya kemiskinan di daerah. Hal ini merupakan pekerjaan 

rumah yang harus segera dicarikan solusinya guna mewujudkan kesejahteraan sosial. 

Berbagai strategi penanggulangan PMKS ditetapkan Pemerintah Kabupaten Karimun 

baik dalam bentuk pelayanan, bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial 

maupun perlindungan sosial. 

Permasalahan di Bidang Sosial ada beberapa kegiatan yang di Recoffusing 100% 

sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dijalankan sama sekali, ada beberapa kegiatan 

yang baru akan dijalankan tetapi di pertengahan tahun anggaran dari kegiatan tersebut 

juga di recoffusing sehingga kegiatan tidak berjalan dengan sempurna / mengalami 

kendala, kurangnya dukungan dari beberapa Kecamatan dalam hal data penerima 

bantuan karena ada beberapa penerima bantuan yang diusulkan Kecamatan tetapi tidak 

termasuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Karimun. Maka solusi 

dari permasalahan diatas, diharapkan semua kegiatan yang sudah dianggarkan tidak di 

recoffusing agar bantuan yang diberikan untuk masyarakat dapat terealisasi sesuai 

target, dan agar pihak Kecamatan dapat bekerjasama dengan lebih optimal yaitu dengan 

mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada masyarakat yang 

dibutuhkan. 
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2.1.4.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

1. Tenaga Kerja 

Pertumbuhan jumlah penduduk angkatan kerja harus disikapi oleh Pemerintah 

Daerah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja. 

Keterbatasan lapangan pekerjaan mengakibatkan tingkat pengangguran di daerah 

semakin meningkat. Masalah pengangguran juga terkait dengan kesenjangan antar 

pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia, disamping permasalahan kompetensi 

pencari kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk itu, pelaksanaan pelatihan 

berbasis kompetensi dan keterampilan perlu terus didukung. Jumlah angkatan kerja lebih 

banyak dari pada kesempatan/peluang kerja dan pengurangan tenaga kerja pada 

beberapa perusahaan juga berdampak pada tingkat pengangguran. Disamping itu, 

masih diperlukan pembinaan yang baik kepada para perusahaan agar pelanggaran 

perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan pekerja dapat dikurangi. 

Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan peluang untuk 

berwiraswasta/menciptakan lapangan kerja merupakan isu yang perlu diperhatikan 

dalam rangka pembangunan bidang ketenagakerjaan kedepan. 

Untuk menekan angka pengangguran, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 

telah melakukan upaya-upaya diantaranya meningkatkan dan mengembangkan usaha 

produktif bagi tenaga kerja mandiri sektor informal, meningkatkan potensi 

ketenagakerjaan yang produktif dan kompetitif, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja 

melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. 

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

diarahkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan 

perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam 

pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender, 

peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan 

dan perlindungan anak. 

Pembangunan sosial di Kabupaten Karimun juga memperhatikan partisipasi aktif 

kaum perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator keterlibatan kaum 

perempuan di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas 

terhadap sumber daya ekonomi tercermin dalam Indeks pemberdayaan Gender (IPG). 

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama 
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seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan 

gender dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPG terdiri tiga dimensi yakni 

keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan 

perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, 

manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator 

persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan. 

Berikut IPG lima Tahun terakhir: 

 
Tabel II - 17 

Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2019-2023 
 

No Komponen 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Kabupaten Karimun 64,17 64,05 63,89 63,47 57,07 

2. Provinsi Kepri 61,59 62,02 58,97 59,05 58,83 

3. Nasional 75,24 75,57 91,27 91,63 91,85 

    Sumber: BPS Nasional 

Disamping capaian kinerja tersebut, masih terdapat beberapa isu yang perlu 

perhatian dari Pemerintah Daerah, diantaranya: masih ditemukannya kasus kekerasan 

perempuan dan anak, perlu terus mendorong Kabupaten Layak anak, peningkatan 

kualitas hidup keluarga, peningkatan partisipasi perempuan dalam legislatif, peningkatan 

Indeks Pembangunan Gender, peningkatan fasum berbasis gender, dan mendorong 

manajemen usaha bagi perempuan dalam berwirausaha. 

3. Pangan 

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan fokus kepada peningkatan 

ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kabupaten Karimun 

memiliki program dalam rangka pemerataan distribusi, penganekaragaman konsumsi dan 

keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Pemerintah 

Kabupaten Karimun telah melakukan upaya - upaya dalam rangka meningkatkan 

ketersediaan pangan utama, khususnya padi-padian, daging, telur, dan ikan. Berikut data 

indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan, indeks pemanfaatan dan indeks ketahanan 

pangan kabupaten karimun sebagai berikut: 
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Tabel II - 18 

Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan 
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Karimun 

 

 

 
Indeks 

Tahun 

2021 2022 2023 

1 Ketersediaan 0 0 0 

2 Keterjangkauan 88,88 91,16 91,81 

3 Pemanfaatan 78,65 78,53 88,56 

4 Komposit 58,12 58,76 62,97 

 

Permasalahan umum yang dihadapi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan 

di Kabupaten Karimun masih seputar pencapaian 3 pilar ketahanan pangan yaitu 

ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Pemenuhan ketersediaan 

pangan di dominasi minimnya produksi pangan dalam wilayah kabupaten karimun 

sehingga ketergantungan pangan dari daerah lain sangat tinggi. Ketersediaan stok pangan 

strategis hanya berkisar 1- 4 minggu saja. Dari sisi akses pangan, pendapatan penduduk 

dan transportasi mendominasi permasalahan. Sedangkan dari sisi pemanfaatan, 

kurangnya konsumsi bahan pangan dari umbi- umbian, buah-buah, sayur-sayuran 

menjadi pemicu ketidakseimbangan gizi masyarakat. Beberapa permasalahan lainnya 

antara lain: masalah peningkatan produktivitas pengelolaan lahan pertanian, upaya 

pengembangan pengelolaan sumber pangan lokal, peningkatan semprotan berupa pupuk 

dan bibit unggul,dan peningkatan produktivitas pengelolaan pangan sektor hortikultura. 

4. Pertanahan 

Kewenangan bidang pertanahan terdapat dalam Keppres Nomor 34 Tahun 2003 

tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan 

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan 

Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Yang 

Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 serta menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, 

kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang 

dimutakhirkan dengan Kepmen Nomor 050-3708 tentang hasil verifikasi dan validasi 

pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan 

keuangan daerah terdapat 9 sub urusan bidang pertanahan namun hanya 8 sub urusan 
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bidang pertanahan yang menjadi kewenangan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota yakni: 

1. Izin lokasi; 

2. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; 

3. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk 

Pembangunan; 

4. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah 

Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; 

5. Penetapan Tanah Ulayat; 

6. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong; 

7. Izin Membuka Tanah; 

8. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten. 

Sedangkan kewenangan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat. Untuk di Kabupaten Karimun, kewenangan bidang 

pertanahan yang selama ini dilaksanakan adalah Izin lokasi, Penyelesaian sengketa tanah 

Garapan, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta kerugian tanah kelebihan 

maksimum dan tanah absentee dan perencanaan tanah wilayah kabupaten. 

Saat ini yang masih akan menjadi isu permasalahan terkait dengan bidang 

pertanahan adalah penataan tanah, legalisasi aset tanah/sertifikasi aset tanah Pemerintah 

Kabupaten Karimun dan adanya sengketa tanah yang berkelanjutan baik itu terhadap 

tanah garapan masyarakat maupun adanya aset tanah Pemerintah Kabupaten Karimun 

yang digarap/dikelola oleh masyarakat/pihak lain. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun telah ada Program PTSL dan Reforma 

Agraria serta Landreform dari Kementerian ATR/BPN, namun hal tersebut belum optimal 

pelaksanaannya karena dipengaruhi banyak faktor, antara lain keterbatasan anggaran dan 

kurangnya kerjasama antara masyarakat pemilik tanah yang masih enggan 

mensertifikatkan tanahnya. Selain itu penataan tanah yang belum bersertifikat selama ini 

belum pernah dilakukan pemetaan secara kadastral sehingga berpotensi besar 

menimbulkan masalah pertanahan. 

Untuk program yang berkaitan dengan sertifikasi tanah aset Pemerintah Daerah, 

fasilitasi sengketa tanah dan penataan tanah merupakan program yang harus ditingkatkan 

oleh Pemerintah Daerah, sehingga tercapai tujuan nasional untuk mencapai sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat dan tertib administrasi aset. 
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Terkait dengan kewenangan dalam Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan 

Santunan Tanah Untuk Pembangunan sampai saat ini belum pernah dilaksanakan karena 

belum ada permasalahan terkait dengan hal tersebut, namun hal tersebut merupakan hal 

baru yang perlu mendapatkan perhatian karena semakin kompleksnya permasalahan 

tanah di Kabupaten Karimun, terutama terkait dengan lahan untuk pembangunan yang 

tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah. 

5. Lingkungan Hidup 

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong Pemerintah 

Daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, 

harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang 

sehat dan berkelanjutan. 

Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendalian 

pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan 

yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam mewujudkan 

lingkungan hidup yang sehat. Terkait dengan capaian kinerja bidang Lingkungan Hidup, 

masih terdapat berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah 

dan masyarakat, diantaranya: perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, masalah 

pengelolaan sampah, peningkatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, 

pengawasan limbah B3, dan masalah pencemaran udara dan air. 

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menciptakan 

tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan informasi kependudukan yang 

akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil. Berikut adalah tabel jumlah penduduk berktp dan berakte kelahiran: 

Tabel II - 19 

Jumlah Penduduk Ber KTP dan Ber AKTE Kelahiran 
 

No Uraian 
Tahun 

2021 2022 2023 

1 
Jumlah Penduduk Wajib 
BerKTP 

184.782 192.712 197.419 

2 
Jumlah Orang Ber Akte 

Kelahiran 
133.980 142.011 148.549 

Sumber: Disdukcapil Semester II, 2023 
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Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Karimun 

dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan, hal ini 

menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP semakin 

baik. Begitu pula dengan masyarakat yang memiliki akte kelahiran juga mengalami 

peningkatan, dalam arti bahwa masyarakat Kabupaten Karimun dari tahun ke tahun sudah 

semakin peduli dengan pentingnya memiliki identitas kependudukan. 

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitas 

kerjasama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa serta 

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa 

yaitu, perlunya peningkatan pelayanan pemerintahan desa baik secara administrasi 

maupun secara IT dengan melaksanakan pembinaan-pembinaan secara khusus untuk 

aparatur desa, meningkatkan kapasitas kelembagaan desa, meningkatkan partisipasi dan 

keswadayaan masyarakat membangun desa, juga meningkatkan usaha ekonomi desa 

serta meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. 

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui 

penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di 

masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan 

meningkatkan kualitas keluarga. Jumlah penduduk Kabupaten Karimun tiap tahun 

mengalami peningkatan disebabkan oleh salah satunya adalah perpindahan penduduk dari 

luar ke Kabupaten Karimun. 

Di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana masih dihadapkan kepada 

beberapa isu, diantaranya: cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB aktif yang 

masih rendah, angka Total Fertility Rate yang masih tinggi, kesadaran masyarakat ber- 

KB yang masih kurang, unmet need masih cukup tinggi, dan indeks ketahanan keluarga 

masih perlu dioptimalkan. 

9. Perhubungan 

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi memberikan kemudahan dalam 

distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan 

kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Karimun, harus diiringi dengan 
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pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan 

jasa dapat berjalan dengan lancar. Salah satu indikator di bidang berhubungan adalah 

jumlah uji KIR mobil penumpang umum, mobil bus dan mobil barang, pelaksanaan uji KIR 

mobil penumpang umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas 

keamanan dan kelayakan kendaraan angkutan umum, bus maupun mobil barang. 

Mengingat wilayah Kabupaten Karimun merupakan kepulauan yang terhubung satu 

dengan lainnya, peran pelabuhan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi maupun 

mobilitas sosial dan perdagangan sangatlah besar. 

Permasalahan di Kabupaten Karimun bidang Perhubungan adalah masih minimnya 

sarana prasarana perhubungan yang layak, sehingga memerlukan perhatian khusus dari 

pemerintah daerah itu sendiri. Untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan bidang 

perhubungan Pemerintah Daerah masih perlu memperhatikan isu terkait: keterjangkauan 

pulau berpenghuni melalui transportasi laut regular, pelayanan Pelabuhan, dan 

sarana/prasarana fasilitas LLAJ. 

10. Komunikasi dan Informatika 

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan 

derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai 

dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem. Teknologi Informasi dan 

Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh 

instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di 

semua bidang. 

isu-isu strategis yang berkembang adalah: 

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Kabupaten 

Karimun; 

2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet 

Pemerintah Kabupaten Karimun; 

3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Kabupaten Karimun; 

4. Pengembangan aplikasi layanan publik berbasis android; 

5. Pengembangan penyediaan layanan informasi website online; 

6. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman; 

7. Penataan sistem informasi, aplikasi dan database yang terintegrasi dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten Karimun; 

8. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh 

masyarakat dengan mudah dan cepat; 
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9. Pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika 

Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun yang menguasai teknologi informasi. 

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Peningkatan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan 

langkah strategis yang dilakukan daerah dalam meningkatkan peran ekonomi kerakyatan. 

Pertumbuhan koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah, dapat meningkatkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi, usaha kecil, dan 

menengah di tengah masyarakat, merupakan wadah untuk berinovasi dan memberikan 

nilai tambah bagi produk – produk unggulan yang ada di daerah masing-masing, sehingga 

dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten dan penyerapan tenaga kerja. 

Namun demikian, pembangunan di bidang KUKM masih menghadapi beberapa 

kendala diantaranya menyangkut jumlah pelaku usaha, jumlah produk, dan keterbatasan 

modal pada pelaku usaha Ekonomi Kreatif, pengembangan UMK yang belum optimal, dan 

sarana-prasarana pasar tradisional yang perlu ditingkatkan. Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) merupakan basis usaha rakyat yang secara mengejutkan mampu bertahan 

ditengah krisis ekonomi tahun 1997. Pada saat itu banyak usaha besar yang mengalami 

gulung tikar didera krisis. Pada saat yang bersamaan pula, perbankan pun tidak mampu 

lagi membantu usaha besar karena mereka sendiri memiliki permasalahan keuangan juga. 

Di masa yang sulit ini masyarakat (pelaku usaha home industry atau UMKM) berlomba-

lomba untuk mencari suatu lembaga pembiayaan untuk memperoleh suatu pinjaman guna 

memperkuat modal usahanya. Hal tersebut tidak mudah karena di tengah keadaan 

ekonomi dunia yang sedang goyah akibat dilanda krisis global, lembaga peminjam modal 

melakukan sedikit pengetatan terhadap peminjam modal. Bank pun tak jauh berbeda, 

banyak bank kecil yang mengalami masalah keuangan akibat krisis global ini. 

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang 

besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi nasional, termasuk 

menyediakan keperluan barang dan jasa dalam negeri. Usaha kecil termasuk salah satu 

pilar pembangunan ekonomi yang dibina langsung dan dilindungi oleh pemerintah. Usaha 

kecil mempunyai potensi untuk berkembang sehingga sanggup terjun ke arah ekonomi 

global. Adanya ketangguhan dan kemandirian usaha, ekonomi rakyat ini mempunyai 

prospek dalam persaingan pasar bebas kelak jika dilakukan pembinaan yang serius oleh 

pemerintah. 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sedang menemukan dunianya namun memang 

sedikit terkendala masalah krisis saat ini. Dibandingkan dengan usaha-usaha lain, usaha 
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home industry atau sejenisnya lebih dapat bertahan dibandingkan dengan usaha lain yang 

lebih besar. Beberapa alasan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu bertahan 

karena memiliki kekuatan yang berbeda dengan jenis usaha lainnya. Adapun kekuatan 

yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Penyedia lapangan kerja. 

2. Sumber wirausaha baru. 

3. Memiliki segmen pasar unik. 

4. Melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar. 

5. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar. 

6. Memiliki potensi untuk berkembang 

12.  Penanaman Modal 

Peningkatan penanaman modal di daerah dapat menjadi tolak ukur adanya 

perkembangan perekonomian daerah, yang dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk 

menjelaskan bahwa suatu wilayah itu mampu secara finansial atau sejahtera. Investasi 

atau penanaman modal adalah motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, sementara 

itu pembangunan di dalam era otonomi daerah sekarang ini, pada intinya adalah berupa 

pemberdayaan daerah. Oleh karena itu daerah harus mampu mengatur, mengurus, dan 

mengelola kepentingan serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Pemberdayaan daerah 

perlu dilakukan oleh semua komponen, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. 

Sejalan dengan adanya desentralisasi pemerintahan, Pemerintah Daerah dituntut 

untuk mampu mengembangkan dan mengelola potensi daerah masing-masing. Upaya 

yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan investasi atau penanaman modal 

di daerah baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman 

Modal Asing (PMA). Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan barang dan jasa untuk 

memperluas kesempatan berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya, yang 

pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. 

Dalam rangka meningkatkan investasi di daerah, perlu upaya untuk meningkatkan 

daya tarik investasi. Dalam rangka menarik investor, perlu dirumuskan kebijakan yang 

berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan 

terhadap masyarakat. Situasi makro ekonomi yang kondusif, pengembangan sumber daya 

manusia dan infrastruktur dalam artian luas juga perlu diupayakan daerah. Kemampuan 

daerah dalam menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing 
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perekonomian daerah terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya 

meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan 

Aktivitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktivitas lainnya, seperti 

penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan 

pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah 

dan lintas sektor. Selain itu adanya penanaman modal dan investasi di Kabupaten Karimun 

memberikan dampak/efek pengganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari kegiatan 

investasi tersebut yang akan menghidupkan roda perekonomian masyarakat yang terkecil. 

 

13.   Kepemudaan dan Olahraga 

Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi 

daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah 

tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur sipil semata, akan tetapi organisasi 

kepemudaan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah 

yang merata dan berkesinambungan. Selain itu, aktivitas olahraga juga merupakan wadah 

bagi masyarakat, khususnya pemuda untuk menyalurkan minat dan bakat serta 

menumbuhkembangkan kreativitas di tengah masyarakat. Untuk itu, pembangunan 

prasarana dan sarana yang mendukung aktivitas kepemudaan dan olahraga menjadi 

penting dan strategis bagi daerah untuk dikembangkan. 

Salah satu upaya pembentukan generasi yang tangguh adalah olahraga, yang 

merupakan salah satu media strategis bagi pembentukan karakter bangsa, karena dalam 

olah raga selalu ditanamkan semangat kerjasama dan sportivitas. Dua karakter inilah yang 

menjadi dasar utama dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 

Dengan olahraga dapat membentuk karakter bangsa karena bangsa yang sehat adalah 

bangsa yang kuat dan produktif. 

Undang–undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa 

untuk membangun pemuda diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi 

pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara 

berdasar Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Dalam Undang - Undang itu pula 

mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan 

penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan 

kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah 

masing-masing. Pemerintah Kabupaten Karimun telah merespon arti penting pemuda dan 
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olah raga ini menjadi bagian dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan daerah. 

Berfluktuasinya jumlah atlet olahraga berprestasi di Kabupaten Karimun sangat 

dipengaruhi oleh jumlah event olahraga dan cabang olahraga prestasi yang 

dipertandingkan serta jumlah atlet yang mengikuti event. Namun demikian, terkait 

Kepemudaan dan Olahraga masih dihadapkan beberapa permasalahan, diantaranya: 

sarana prasarana, pembinaan dan jumlah atlet yang berprestasi masih sangat terbatas, 

perlu upaya peningkatan manajemen organisasi kepemudaan dan peran pemuda sebagai 

motivator pembangunan. 

14.   Kebudayaan 

Budaya adalah hasil dari usaha perjuangan masyarakat pada alam serta zaman 

yang memberikan bukti kemakmuran dan kejayaan hidup. Usaha perjuangan inilah yang 

mampu menghadapi serta menyikapi berbagai kesulitan dalam mencapai kemakmuran 

dan kebahagiaan hidup masyarakat tersebut. Melestarikan budaya baik itu budaya benda 

maupun non benda adalah merupakan salah satu fungsi yang melekat pada pemerintah 

daerah kabupaten Karimun. 

Pada Tahun 2023 Dinas Kebudayaan melaksanakan Memfasilitasi Penetapan Cagar 

Budaya di Kabupaten Karimun menjadi peringkat Kabupaten,  11 (sebelas) cagar budaya. 

direkomendasikan penetapan cagar budaya Kabupaten Karimun sebanyak 7 (tujuh) Cagar 

Budaya antara lain : 

1. Situs Makam Badang 

2. Bangunan Masjid Abdul Gani 

3. Bangunan Klenteng Sam Po Teng 

4. Situs Makam Raja Ishak (Amir Ke II) Karimun 

5. Situs Makam Raja Sulaiman (Amir Ke III) Karimun 

6. Situs Makam Raja Usman (Amir Ke IV) Karimun 

7. Dan Situs Prasasti Batu Besurat Pasir Panjang 

Yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Karimun Nomor 815 Tahun 2023 pada 

Tanggal 03 Oktober 2023. 

15.   Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, 

dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 
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Untuk itu, kedepan beberapa masalah yang masih perlu mendapatkan perhatian 

diantaranya: peningkatan minat baca di masyarakat dan jumlah jumlah pengunjung 

perpustakaan, peningkatan pelayanan perpustakaan berbasis IT, sarana dan prasarana 

serta koleksi bahan bacaan yang masih perlu ditingkatkan. 

16.   Kearsipan 

Penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi 

kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan 

nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber 

daya lainnya. Sebagai upaya untuk penataan kearsipan yang baik dan benar perlu adanya 

peningkatan sumber daya pengelola kearsipan yang berlangsung secara berkelanjutan. 

2.1.4.3 Urusan Pemerintah Pilihan 

1. Perikanan 

Secara umum, UU Pemerintahan Daerah menarik secara signifikan kewenangan 

pengelolaan SDA kelautan dan perikanan dari kabupaten/kota. Perubahan yang sangat 

drastis terjadi pada sektor kelautan di mana aturan tersebut tidak menyisakan satu 

kewenangan pun kepada kabupaten/kota untuk pengelolaan sumberdaya laut. 

Desentralisasi pengelolaan sumber daya laut hanya sampai di tingkat provinsi. Tidak 

seperti di sektor kelautan, pada sektor perikanan, kabupaten/kota masih memiliki 

kewenangan sekalipun lebih banyak untuk urusan pemberdayaan nelayan kecil. Urusan 

lainnya adalah pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan 

menerbitkan izin perikanan budidaya. Kewenangan yang diberikan ke provinsi banyak 

menyangkut perizinan selain pengawasan sumberdaya perikanan. 

Potensi pengembangan wilayah dalam subsektor bidang kelautan dan perikanan 

dibedakan atas kegiatan perikanan tangkap, kegiatan perikanan budidaya, konservasi 

kelautan, dan kegiatan pengolahan hasil perairan. Hal tersebut didasarkan pada kondisi 

dan potensi yang dimiliki Kabupaten Karimun dalam sub-sektor bidang kelautan dan 

perikanan. Kegiatan yang berbasiskan kelautan dan perikanan sangat strategis untuk 

mendukung pengembangan wilayah terutama dalam hal penguatan ekonomi masyarakat. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi perkembangan dan 

pergeseran pola hidup dan budaya masyarakat, juga diikuti dengan pergeseran konsumsi 

kebutuhan pokok termasuk pola makan dan konsumsi bahan makanannya. Ikan sebagai 

salah satu konsumsi makanan pokok menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Selain 
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memiliki protein tinggi, mudah didapat dan dikembangkan oleh masyarakat, harganya 

juga relatif murah. Maka sepantasnya apabila dalam kebijakan pemerintah Indonesia 

dalam Indonesia sehat 2020, bidang kelautan dan perikanan menjadi salah satu bagian 

penting dan strategis dalam mendukung kebijakan tersebut.  

Secara umum, tantangan yang masih dihadapi di bidang perikanan terkait: 

bagaimana memaksimalkan produksi dan ekspor usaha perikanan, memperbaiki nilai tukar 

nelayan, pengelolaan pulau-pulau kecil, modernisasi alat tangkap tradisional, dan 

pembangunan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan. 

2.  Pariwisata 

Di Kabupaten Karimun terdapat berbagai destinasi wisata, mulai dari destinasi 

religi, destinasi pantai, dan lain-lain. Berikut berbagai macam destinasi yang ada di 

Kabupaten Karimun: 

1. Makam Badang 

Makam Si Badang merupakan sebuah pusara tempat peristirahatan terakhir 

seorang tokoh masyarakat lokal.Tokoh ini bernama Badang beliau seorang 

hulubalang masa kerajaan Riau Lingga. 

2. Moyang Serage 

Makam yang terletak di kampung kandis pulau buru ini adalah satu diantara 

situs makam berkategori cagar budaya. 

3. Batu Bertulis 

Prasasti Batu Bertulis terletak di lereng bukit batu granit di wilayah Pasir 

Panjang Kecamatan Meral Barat. Prasasti ini merupakan bukti sejarah 

masuknya pengaruh Budha pada masa kerajaan Sriwijaya. 

4. Masjid Abdul Ghani 

Masjid tertua di Kabupaten Karimun. Dibangun sekitar abad ke 19 pada masa 

pemerintahan Raja Abdul Ghani bin Raja Idris bin Raja Haji Fisabilillah, seorang 

amir pertama di Pulau Buru semasa Kerajaan Riau-Lingga diperintah oleh Sultan 

Abdul Rahman Muazzamsyah. Konon arsiteknya adalah orang Tionghoa yang 

sebelumnya telah membangun kelenteng. 

5. Masjid Al Mubaraq 

Berada di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun bergaya Arsitektur khas Melayu 
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dan berusia ratusan tahun, tepatnya dibangun pada Tahun 1301 Hijriah, untuk 

menuju masjid diperlukan sekitar 10 menit dari Tanjung Balai Karimun.  

6. Layang Kumitir 

Keramat Layang merupakan makam yang dikeramatkan oleh penduduk. Pada 

makam ini terdapat dua buah pusara, yaitu Pusara Layang Kumitir dan orang 

kepercayaannya (pengawalnya). Layang Kumitir dipercaya penduduk sebagai 

orang dekat Wali Songo yang datang dari Pulau Jawa untuk menyebarluaskan 

agama Islam di Kecamatan Kundur. Karena kapalnya kandas maka Layang 

Kumitir dan orang kepercayaannya tersebut tinggal menetap di Kundur hingga 

meninggal dunia. 

7. Vihara Cetiya Tri Dharma 

Vihara ini termasuk Vihara tua di pulau Buru Kabupaten Karimun Kepulauan 

Riau, vihara ini diperkirakan berdiri sejak tahun 1832, sebelum diberi nama 

Cetiya Tri Dharma dahulunya vihara ini bernama Bu Sua Teng. 

8. Panggung Putri Kemuning 

Panggung Rakyat Putri Kemuning berada di coastal area.Tempat ini biasa 

digunakan sebagai perhelatan atau kegiatan yang sifatnya resmi ataupun tidak 

resmi.Tempat ini sangat luas yang mampu menampung banyak orang. Coastal 

Area juga berdekatan dengan pusat kota dan pelabuhan Domestik dan 

Internasional. Disana juga pada sore hingga malam hari akan terdapat street 

food yang menyajikan jenis - jenis kuliner tradisional dan modern, sehingga 

anda dapat puas memilih dan menikmati makanan kesukaan anda. Berbagai 

macam permainan dan becak hias yang diberi hiasan lampu yang berwarna-

warni dengan aneka macam bentuk. 

9. Masjid Agung Karimun 

Berdiri megah di atas sebuah bukit di kawasan Poros, Masjid Agung Karimun 

adalah salah satu landmark Kecamatan Meral. Jangan luput menyambangi kalau 

tengah bertandang ke Tanjung Balai untuk berwisata religi sekaligus melihat 

dari dekat kemegahan dan keunikannya. Keunikan lain dari masjid ini adalah 

keberadaan pohon kurma yang tumbuh subur di halaman depannya. Pohon 

kurma yang seluruhnya berjumlah sepuluh batang itu, posisinya tepat di 

tengah-tengah taman, bagian depan Masjid. Bertinggi rata-rata empat hingga 
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lima meter, pohon-pohon kurma itu selain memancarkan aura keislaman yang 

kental juga memberi nuansa cantik, sebab padu padan dengan taman 

disekelilingnya. Fisik masjid, hampir seluruh bangunannya dilumuri cat warna 

hijau. Termasuk bagian kubah yang dari kejauhan terlihat besar dan megah. 

Demikian dengan menara, warna hijau begitu mendominasi. Hanya bagian 

sudut-sudutnya saja yang dicat warna kuning keemasan. 

10.  Masjid Baiturrahman 

Masjid Baiturrahman yang berdiri begitu megahnya ini berada di Kelurahan 

Teluk Air Kecamatan Karimun dan merupakan masjid terbesar kedua yang 

berada di Bumi berazam . Pada lantai satu masjid ini terdapat lima pintu yang 

menandakan pelaksanaan shalat 5 waktu, sementara di lantai dua memiliki 

tujuh pintu. Terdapat tujuh tangga, 2 di sisi utara, 2 di sisi selatan, 2 di sisi 

Timur yang d merupakan tangga utama dan 1 bagian Utara untuk akses imam 

masjid. Yang masing-masing berjumlah 17 anak tangga, yang bermakna jumlah 

raka'at dalam sehari semalam.Yang unik dari masjid ini adalah ukurannya 17.5 

meter x 17.5 meter yang bermakna shalat 17 rakaat dalam lima waktu sehari 

semalam. Tinggi bangunan 13 meter sesuai dengan 13 rukun shalat wajib. 

Kubah masjid berdiameter 8 meter dan tinggi 4 meter, ini melambangkan 

bahwa masjid dapat dilihat dan dimasuki dari 8 penjuru mata angin serta 

pengikut 4 mazhab besar islam. Ornamen kubah luar berbentuk gelombang air, 

diatasnya terdapat kaligrafi Allah dalam bentuk bulan, terbuat dari tembaga 

melambangkan masjid tersebut tidak henti-hentinya bertasbih dan 

mengagungkan nama Allah seperti halnya ombak di lautan. 

11.  Masjid Islamic Center 

Islamic Centre Kabupaten Karimun yang dipusatkan di Pulau Kundur, tepatnya 

di Masjid Hijir Ismail Kecamatan Kundur. Masjid ini di bangun pada masa 

kepemimpinan Bupati Karimun H. Aunur Rafiq. Masjid ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu pusat wisata religi di Kabupaten Karimun. 

12. Gereja Katolik Hati Kudus Yesus 

Merupakan Gereja Katolik yang berada di Sei Bati, Pamak, Kecamatan Tebing, 

Kabupaten Karimun Kepulauan Riau yang ditahbiskan dan diresmikan pada 

Minggu 02 Agustus 2008. 

 



 

II - 67 

 

13. Air Terjun 

Air Terjun Pongkar sudah ada sebelum tahun 1960. Air Terjun Pongkar ini 

pertama kali digunakan oleh orang-orang Belanda yang singgah ke pulau 

Karimun saat itu untuk tempat pemandian mereka. Konon katanya bangunan-

bangunan yang berada di Air Terjun Pongkar merupakan buatan orang-orang 

Belanda. Oleh karena itu, bangunan-bangunan tersebut sangat kokoh. 

Bangunan-bangunan tersebut merupakan tempat para Datuk yang dipuja oleh 

beberapa masyarakat Tanjung Balai Karimun dan para wisatawan dari 

Singapura dan Malaysia. 

14. Pantai Ketam 

Pantai Ketam Tanjung Balai Karimun adalah pantai yang terletak di desa 

pongkar Kecamatan tebing Kabupaten Karimun Kepulauan Riau Indonesia. 

Pantai ini pada mulanya adalah sebuah tempat lokasi ternak binatang laut 

yaitu  ketam.  Pantai ini memiliki hamparan pasir yang sangat luas berwarna 

putih, dengan pepohonan rindang di pinggir pantai. 

15. Kolam Renang Tamara 

16. Pantai Pongkar 

17. Pantai Tanjung Ambat 

18. Pemandian Air Panas 

19. Pantai Lubuk 

20. Pantai Pelawan 

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi di Kabupaten Karimun yang terus 

ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya, mengingat adanya kedekatan dengan Negara 

tetangga Singapura dan Malaysia bukan hanya dari jarak tetapi juga kesamaan budaya 

dan Bahasa, sehingga terbuka kesempatan besar untuk mempromosikan wisata Karimun 

guna menarik kunjungan wisatawan dari negara tetangga tersebut. Sektor pariwisata ini 

diharapkan mampu memberi sumbangan yang besar bagi peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah. 

Secara umum, tantangan yang dihadapi di sektor pariwisata meliputi: 

pengembangan SDM sektor pariwisata, peningkatan sarana prasarana dan kunjungan 

wisatawan, pengembangan promosi dan destinasi baru, pengembangan industri kreatif, 

dan penataan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPK). 
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3.  Pertanian 

Sektor pertanian merupakan pengelompokan atas lima sub sektor, yaitu pertanian 

tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Masyarakat di 

Kabupaten Karimun menjadikan sektor pertanian sebagai kegiatan yang menjadi sumber 

penghasilan utama. 

Berbagai komoditas cocok untuk dikembangkan di Kabupaten Karimun 

berdasarkan kesesuaian lahannya. Komoditas yang paling cocok untuk dikembangkan 

karena memiliki luas lahan yang besar, yaitu pisang, nanas, karet, dan tebu dengan luas 

lahan sampai 414,8 hektar. Komoditas lainnya yang cocok karena kesesuaian lahannya 

untuk dikembangkan adalah pasture, jambu monyet, kelapa, lada, kapas, tidal, sagu, teh, 

dan tembakau. 

Tanaman pangan unggulan Kabupaten Karimun meliputi padi dan jagung. Kedua 

jenis tanaman pangan tersebut diusahakan secara merata di Kabupaten Karimun kecuali 

untuk jenis tanaman padi hanya di Kecamatan Kundur Utara dan Kundur Barat. Tanaman 

pangan jenis umbi-umbian yang paling produktif adalah ubi kayu dengan produktivitas 

setiap hektar tanaman menghasilkan ubi kayu sebanyak 31,28 ton dengan total produksi 

pertahun adalah 1.467,25 ton. 

Selanjutnya tanaman perkebunan yang banyak diusahakan di Kabupaten Karimun 

diantaranya adalah Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Sagu, Gambir dan Pinang. Jenis usaha 

yang diusahakan di Kabupaten Karimun seluruhnya merupakan perkebunan rakyat. Jenis 

tanaman yang menjadi primadona di kalangan petani perkebunan adalah tanaman karet 

dan kelapa. Komoditas tanaman karet dan kelapa diusahakan pada semua kecamatan 

yang berada di Pulau Kundur yaitu Kecamatan Kundur, Kundur Utara Kundur Barat, Belat 

dan Ungar. 

Salah satu sasaran pembangunan sub sektor peternakan adalah untuk 

meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat. 

Persebaran populasi ternak besar maupun unggas hampir merata di setiap wilayah 

kecamatan di Kabupaten Karimun kecuali untuk ternak babi hanya terdapat di kecamatan 

Kundur Barat di Pulau Kundur dan kecamatan Tebing di Pulau Karimun besar. 

Terkait kinerja di sektor pertanian, secara umum Pemerintah Daerah masih 

menghadapi beberapa kendala diantaranya: produksi pertanian baik pada tanaman 

pangan utama, hortikultura, dan perkebunan yang masih belum optimal, populasi 

beberapa komoditas peternakan yang masih rendah, kemandirian petani yang masih 
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kurang, dan modernisasi sistem pertanian. 

4. Energi Sumber Daya Mineral 

Kabupaten Karimun memiliki potensi sumber daya mineral atau bahan galian yang 

beragam. Bahan galian dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu: 

a. Logam. Sumber daya logam di Kabupaten Karimun antara lain bijih timah, 

bauksit dan bijih besi. 

b. Non Logam. Kabupaten Karimun memiliki potensi sumber daya non logam 

seperti batu granit, pasir laut, pasir darat, batu apung dan batu andesit. Bahan 

galian banyak terdapat pada pulau-pulau yang memiliki kemampuan 

menangkap air lebih optimal dengan luas penampang yang besar, seperti Pulau 

Karimun Besar, Pulau Kundur, dan Pulau Sugi. 

5. Perdagangan 

Statistik perdagangan luar negeri merupakan rekapitulasi pengumpulan data 

tentang ekspor dan impor suatu negara atau daerah dalam negara tersebut terhadap 

negara lain. Statistik ekspor impor ini dapat menjadi suatu informasi yang berguna bagi 

negara atau daerah tersebut dalam menyikapi dinamika perdagangan luar negeri yang 

terjadi. Neraca perdagangan merupakan selisih nilai ekspor dan nilai impor. Neraca 

perdagangan yang bernilai positif berarti negara atau daerah lebih banyak melakukan 

kegiatan ekspor daripada impor. Kabupaten Karimun memiliki empat pelabuhan ekspor 

impor yaitu Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Pasir Panjang, Pelabuhan 

Tanjung Batu dan Pelabuhan Moro Sulit. 

Sektor perdagangan memiliki peran yang cukup penting dalam percepatan 

pembangunan ekonomi di Kabupaten Karimun. Kontribusi sektor perdagangan terhadap 

perekonomian di Kabupaten Karimun cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor 

perdagangan terhadap PDRB. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRD selama lima 

tahun sangat berfluktuatif. Secara umum beberapa kendala yang masih dihadapi dalam 

rangka pencapaian kinerja sektor perdagangan yakni terkait masalah: peningkatan sarana 

dan prasarana distribusi perdagangan; penyebaran informasi harga barang kebutuhan 

pokok dan barang penting; nilai produk ekspor yang masih rendah; penataan PKL serta 

optimalisasi, standarisasi dan perlindungan konsumen. 

6. Perindustrian  

Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu 
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dari empat kabupaten yang Sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Kegiatan industri di Kabupaten 

Karimun yang potensial dikembangkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam KPBPB dan 

di luar KPBPB. Adapun pilar pembangunan industri di dalam KPBPB yaitu kawasan industri 

campuran, kawasan industri strategis kabupaten padat karya dan berorientasi export 

(manufaktur), serta kawasan yang diperuntukan bagi pergudangan berupa kawasan 

storage. Pembangunan kawasan industri merupakan sarana untuk mengembangkan 

industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi 

investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang dan lingkungan hidup. Kawasan 

peruntukan industri Kabupaten Karimun antara lain kawasan industri di Parit Rempak, 

Tanjung Melolo, Tanjung Penggaru, Tanjung Jepun, Tanjung Sememal, Pasir Panjang dan 

Teluk Lekup. 

Sedangkan kegiatan industri di luar KPBPB diarahkan pada usaha industri mikro, 

kecil dan menengah yang terkait dengan potensi wilayah, juga industri rumah tangga 

seperti pengolahan makanan dan barang-barang kerajinan. Industri ini mendapat 

pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Karimun agar produk yang dihasilkan memiliki nilai 

lebih dan mampu bersaing dengan produk serupa yang berasal dari daerah lain. 

Pembinaan yang dilakukan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) meliputi 

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan terampil, penerapan 

teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, peningkatan akses 

pasar dan bahan baku, serta promosi dan pameran produk unggulan. Secara umum sektor 

industri masih menghadapi beberapa masalah diantaranya: status IKM yang berijin masih 

terbatas. perkembangan industri kecil yang belum maksimal. kualitas industri yang belum 

sesuai standar. dan masalah Regulasi Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten 

(RIPIKA). 

2.1.4.4 Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan  

Pemerintahan  
        

1. Urusan Sekretariat Daerah 

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan pada prinsipnya merupakan pelaksanaan berbagai 

kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tata 

kelola pemerintahan. Indikator kinerja tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari berbagai 

indikator kinerja, diantaranya yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 
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publik, penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Indeks Reformasi 

Birokrasi. Peningkatan pelayanan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik memberikan dampak terhadap penilaian atas kinerja 

pelayanan public selama 5 (lima) tahun. 

2. Urusan Sekretariat DPRD 

Kinerja Sekretariat DPRD diukur dari seberapa baik kualitas layanan fasilitasi 

sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bagi peningkatan kinerja DPRD 

dalam penyelenggaraan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan 

pengawasan, guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif. 

Beberapa upaya yang telah dan akan terus dilakukan Sekretariat DPRD dalam memberikan 

pelayanan terbaiknya sesuai dengan tugas fungsinya yaitu: 

1. Memfasilitasi penyusunan konsep rencana program pembentukan peraturan 

daerah (Propemperda) tahunan 

2. Memfasilitasi pembentukan raperda prakarsa/inisiatif DPRD berupa dukungan 

pembuatan konsep naskah akademik dan draft raperda inisiatif DPRD 

3. Memfasilitasi pembahasan raperda dalam bentuk fasilitasi pelaksanaan 

konsultasi publik, fasilitasi pelaksanaan rapat – rapat panitia khusus dan 

fasilitasi rapat- rapat paripurna 

4. Memfasilitasi proses pembahasan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan 

5. Memfasilitasi proses pembahasan raperda APBD serta raperda perubahan 

ABPD 

6. Memfasilitasi proses pembahasan raperda tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

7. Terfasilitasinya proses penelaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD dalam 

penyusunan KUA dan PPAS 

8. Memfasilitasi pembahasan laporan keterangan Pertanggungjawaban 

KDH/Bupati (LKPJ ATA) 

9. Memfasilitasi proses pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK RI. 

10. Memfasilitasi DPRD terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan 

peraturan KDH serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pelayanan publik. 

11. Memfasilitasi penyediaan dan pengkoordinasian kelompok pakar/ahli yang 
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mendampingi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD baik berupa ahli fraksi 

maupun ahli lainnya dibutuhkan DPRD dalam penyelenggaraan tugas pokok 

dan fungsinya 

3. Urusan Perencanaan 

Perencanaan yang handal merupakan langkah awal dalam mewujudkan 

pembangunan daerah yang baik. Sejak tahun 2017 pemerintah kabupaten karimun telah 

menyusun dokumen perencanaan berbasis money follow program dimana program-

program disusun untuk mencapai kinerja tujuan dan sasaran daerah. Tujuan dan sasaran 

harus dilengkapi dengan indikator yang berorientasi hasil. 

Sinergitas dan sinkronisasi perencanaan juga merupakan faktor penting dalam 

penyusunan perencanaan. Dengan adanya sinergitas dan sinkronisasi antara perencanaan 

daerah dan OPD pelaksana, antara perencanaan daerah kabupaten dengan perencanaan 

tingkat provinsi dan pusat maka pembangunan dapat dilaksanakan secara 

berkesinambungan. Pengukuran sinergitas dan sinkronisasi perencanaan diukur melalui 2 

indikator kinerja yaitu Penjabaran konsistensi program RPJMD dalam RKPD dan 

Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD. Secara umum disimpulkan bahwa 

konsistensi program RPJMD dalam RKPD dan RKPD dalam APBD setiap tahunnya terjadi 

peningkatan. 

4. Urusan Keuangan 

Fungsi penunjang urusan keuangan dalam kebijakan yang terkait otonomi daerah 

pada hakikatnya ditujukan untuk menilai kinerja di bidang keuangan dalam konteks 

sebagai fungsi penunjang urusan keuangan yang dijalani oleh Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah. Evaluasi dan proyeksi 

terhadap kinerja keuangan daerah sendiri disajikan dalam bab tersendiri yaitu bab III yang 

tidak terpisahkan dalam dokumen RPJMD ini. Kinerja urusan keuangan menggambarkan 

bagaimana kualitas pengelolaan keuangan daerah dijalankan. Kualitas ini dapat 

menggambarkan secara bagaimana umum proses pengelolaan keuangan daerah. 

Secara keseluruhan kualitas proses pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah 

Kabupaten Karimun sudah baik, dengan didapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) atas audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun dari BPK-RI selama 

lima tahun terakhir. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan 

daerah telah berjalan transparan dan akuntabel. Di masa mendatang, penting bagi 

Pemerintah Kabupaten Karimun untuk lebih cermat dalam memperkirakan target 
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penerimaan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi daerah yang sebenarnya dan perlu 

untuk melakukan kajian yang mendalam terkait potensi daerah. 

5. Urusan Kepegawaian 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Karimun sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan kepegawaian menyelenggarakan 

fungsi-fungsi administratif sekaligus menyusun konsep-konsep, gagasan-gagasan dan 

terobosan-terobosan di bidang kepegawaian untuk mewujudkan pengelolaan manajemen 

kepegawaian secara optimal sebagai motor penggerak sistem organisasi pemerintahan 

daerah. 

Kinerja urusan kepegawaian diukur melalui 3 indikator yaitu Indeks profesionalitas 

pegawai, indeks merit sistem dan rasio pegawai fungsional (tidak termasuk guru dan 

tenaga kesehatan). 

 

6. Urusan Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan ASN merupakan salah satu aspek dalam mengukur 

profesionalitas ASN. Semakin banyak ASN mendapat pendidikan dan pelatihan maka 

semakin tinggi pula profesionalitas ASN. Capaian kinerja urusan pendidikan dan pelatihan 

diukur dengan dua indikator yaitu persentase pejabat ASN yang telah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan struktural dan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan 

pelatihan formal. Capaian tahun terakhir yang menurun dikarenakan, belum optimalnya 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi ASN merupakan dampak dari minimnya 

anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut. 

7. Urusan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang 

Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 

Daerah, penyelenggara fungsi kelitbangan daerah mempunyai tugas dan fungsi untuk 

menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, 

pengoperasian, dan evaluasi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Kelitbangan terdiri atas kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung. Kelitbangan 

utama sebagaimana dimaksud dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan adalah Perangkat Daerah yang 
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menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Karimun. 

Penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan hingga kini masih belum optimal 

antara lain dikarenakan terbatasnya SDM bidang penelitian dan pengembangan serta 

terbatasnya alokasi anggarannya. Terdapat dua indikator untuk mengukur kinerja urusan 

penelitian dan pengembangan yaitu Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Indeks Inovasi 

Daerah (IID). 

8. Urusan Pengawasan 

Fungsi penunjang urusan pengawasan berkaitan dengan penilaian atas kinerja 

pengawasan yang dijalankan oleh fungsi pengawas internal di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karimun. Kualitas pengawasan internal akan memberikan gambaran tentang 

jaminan kualitas atas proses pengawasan pembangunan dan keuangan daerah. Namun 

demikian, ada beberapa kelemahan yang paling pokok dihadapi oleh fungsi pengawasan 

internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten karimun yaitu persoalan kuantitas dan 

kualitas SDM menjadi hambatan dalam peningkatan pengawasan. Berdasarkan standar 

pelayanan minimal pengawasan internal, idealnya auditor madya sebanyak 5 orang dan 

auditor muda sebanyak 15 orang, sedangkan auditor pertama harusnya 45. Akan tetapi 

saat ini secara keseluruhan auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun sebanyak 

24 orang (Auditor madya 5 orang, muda 12 orang, pertama 1 orang, Penyelia 2 orang, 

Pelaksana Lanjutan 2 orang dan Auditor Terampil 2 orang). 

9. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Urusan Kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Karimun yang melaksanakan pelayanan organisasi kemasyarakatan, 

pelayanan politik daerah dan menyelenggarakan deteksi dini dan koordinasi intelijen 

daerah. Sasaran kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik ditujukan untuk meningkatnya 

kepedulian dan peran aktif masyarakat dan pemerintah dengan semangat kebersamaan, 

meningkatnya peran lembaga-lembaga sosial, keagamaan dalam pembangunan, 

meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat, meningkatnya 

pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, meningkatnya sumber daya politik, 

terciptanya lingkungan yang berketeladanan, meningkatnya toleransi antar umat 

beragama dan terciptanya kerukunan antar elemen masyarakat. Terdapat dua indikator 

untuk mengukur kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik yaitu persentase Ormas yang 

aktif dan Angka Partisipasi Masyarakat dalam pilkada. 
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2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 

Berjalan dan Realisasi RPJMD 

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Semester II tahun anggaran 2024, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Adapun hasil evaluasi program di dalam RPJMD dan RKPD menunjukan bahwa 

terdapat Program yang sama yaitu 168 Program, Program yang tersedia di 

RPJMD tidak tersedia di RKPD yaitu 28 Program, serta Program yang tersedia 

di RKPD tidak tersedia di RPJMD yaitu 4 Program. 

b. Adapun hasil evaluasi menunjukan bahwa terdapat Program yang tersedia di 

RKPD tidak tersedia di APBD yaitu 23 Program dan Program yang tersedia di 

RKPD tidak tersedia di APBD yaitu 0 (nol) Program. 

c. Adapun hasil evaluasi menunjukan bahwa terdapat Kegiatan yang tersedia di 

RKPD tidak tersedia di APBD yaitu 153 Kegiatan dan Kegiatan yang tersedia di 

RKPD tidak tersedia di APBD yaitu 0 (nol) Kegiatan. 

d. Adapun hasil evaluasi menunjukan bahwa terdapat Sub Kegiatan yang tersedia 

di RKPD tidak tersedia di APBD yaitu 1.402 Sub Kegiatan dan Sub Kegiatan 

yang tersedia di RKPD tidak tersedia di APBD yaitu 0 (nol) Sub Kegiatan. 

e. Adapun Capaian Kinerja keseluruhan Perangkat Daerah tercapai pada kondisi 

Tinggi dengan persentase sebesar 87.49% dan capaian kinerja keuangan 

tercapai pada kondisi Sedang dengan persentase sebesar 72.10%. 

Tabel II - 20 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 

VISI/MISI TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

2024 

Satuan Target Realisasi 

Persen

tase 
capaia
n (%) 

Visi: 

“TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN 
TAQWA” 

Misi Pertama, 1. Meningkatkan 
Pertumbuhan 
Ekonomi dan 

Kemandirian 
Daerah; 

1. Meningkatnya 

Investasi Daerah 
Nilai Investasi T (Rp) 14.3 23.4 163.64 

Meningkatkan 
Perekonomian 
Daerah yang 

Mandiri Berbasis 

2. Meningkatnya 
Kontribusi 
Pendapatan Asli 

Daerah 

Nilai PDRB Sektor 
Pertanian, 
Kehutanan dan 

Perikanan 

M (Rp) 2,623.82 2,537.90 96.73 
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VISI/MISI TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

2024 

Satuan Target Realisasi 

Persen
tase 

capaia

n (%) 

Sumber Daya Dan 

Kearifan Lokal 
(Berkeadilan 
Dalam Bidang 

Ekonomi) 

  

3. Berkembangnya 

Sektor Ekonomi 
Dominan 

Persentase PAD 
terhadap 
Pendapatan 
Daerah 

Persen 28.55 28.27 99.02 

Misi Kedua, 

2. Pemenuhan 

Infrastruktur dan 
konektivitas 
Daerah; 

1. Meningkatnya Akses 
Kebutuhan 

Infrastruktur Dasar 
Masyarakat yang 
Merata 

Rasio Jumlah KK 

yang Terlayani 
Infrastruktur Dasar 

Persen 37.28 41.57 111.51 

Melanjutkan 
Pembangunan 

Infrastruktur yang 

Berkeadilan Dalam 
Rangka 

Mempercepat 
Pertumbuhan 

Ekonomi Wilayah 
(Berkeadilan 

Dalam 
Infrastruktur) 

  
  

2. Terwujudnya 
Prasarana 
Penghubung yang 

Optimal 
  
  

1. Rasio Panjang 
Jalan Dalam 

Kondisi Baik 

Persen 68.19 39.75 58.29 

2. Rasio 
Konektivitas 
Angkutan Laut 

Nilai 0.66 0.54 81.82 

3. Rasio 
Konektivitas 
Angkutan Darat 

Nilai 0.87 0.87 100.00 

Misi Ketiga, 

3. Mewujudkan 
Sumber Daya 
Manusia (SDM) 

yang 
Berkualitas; 

1. Meningkatnya Derajat  
Kesehatan 
Masyarakat; 

Angka Harapan 
Hidup 

Tahun 71.4 72.2 101.12 

Mengembangkan 
Sumber Daya 
Manusia yang 

Kuat, Kompetitif 
dan Berbudaya 

Berlandaskan Iman 

Dan Taqwa 
(Berkeadilan 

Dalam 
Pembangunan 

Sumber Daya 
Manusia) 

  

  
  
  
  

  
  
  

  

2. Meningkatnya Derajat 

Pendidikan 
Masyarakat; 1. Angka harapan 

lama sekolah 
Tahun 13.1 12.62 96.34 

2. Rata-rata lama 
sekolah 

Tahun 8.75 8.91 101.83 

3. Terwujudnya 
Kesetaraan       
Gender; 

Indeks 
pembangunan 
Gender 

Nilai 91.5 91.33 99.81 

4. Terwujudnya 
Pengendalian 
Penduduk; 

Laju pertumbuhan 

penduduk  Persen 1.3 0.84 101.83 

(LPP) 

5. Meningkatnya Peran     

Pemuda Dalam 
Pembangunan; 

Indeks 

pembangunan 
pemuda 

Nilai 77 69.23 89.91 

6. Meningkatnya Peran 

serta Masyarakat 
Dalam Pelestarian 
Nilai Budaya. 

Rasio SDM 

kebudayaan  
Persen 30 37.5 125.00 

berprestasi 

Menurunkan 
Angka 
Kemiskinan; 

1. Meningkatnya 
Pendapatan 
Masyarakat 

PDRB perkapita 
Juta 
(Rp) 

69.32   0.00 

  

2. Meningkatnya 

Kesejahteraan Sosial 

Persentase PPKS 

Mandiri 
Persen 2.69 2.27 84.39 

3. Mendorong Perluasan 

dan Kesempatan 
Kerja        Bagi 
Tenaga Kerja di 
Daerah 

Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

Persen 7.1 5.52 77.75 
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VISI/MISI TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

2024 

Satuan Target Realisasi 

Persen
tase 

capaia

n (%) 

Misi Keempat, 
4. Meningkatkan 

Kualitas Lingkungan 
Hidup; 

1. Meningkatnya 

pengelolaan dan 
kelestarian 
Lingkungan        
Hidup; 

1. Luas Ruang 
Terbuka Hijau 

Ha 29.9 26.75 89.46 

Meningkatkan 
Fungsi dan 

Kelestarian 
Lingkungan Hidup 

(Berkeadilan 
Dalam 

Melestarikan 
Lingkungan 

Hidup) 

  
  
  

2. Indeks Kinerja 
Pengelolaan 

Sampah 

Nilai 63 45.39 72.05 

2. Meningkatnya 
Kualitas Udara, 
Tanah dan Air. 

1. Indeks kualitas 

air 
Nilai 56.9 54.44 95.68 

2. Indeks kualitas 
udara 

Nilai 90.51 95.14 105.12 

3. Indeks kualitas 

lahan 
Nilai 52.62 51.83 98.50 

Misi Kelima,  
5. Meningkatkan 

Tata Kelola 

Pemerintahan 
yang Baik (Good 
Governance); 

1. Terwujudnya 
birokrasi yang 
profesional, bersih 

dan akuntabel; 

1. Nilai LPPD Nilai 4.075     

Mewujudkan 
birokrasi yang 

profesional dan 
unggul 

(Berkeadilan 

Dalam 
Pelayanan 

Publik) 
  

2. Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Nilai 63 77.85 123.57 

2. Meningkatkan 
Kualitas Pelayanan 

Publik. 

Indeks Pelayanan 

Publik 
Nilai 3.51 4.37 124.50 

 

2.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Semester II Tahun Anggaran 2024 

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja ini 

adalah dengan menghitung: (1) persentase capaian kinerja masing-masing indikator 

dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja 

Perangkat Daerah; (2) persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara 

realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat 

kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai 

berikut 

Tabel II - 21 
Skala Peringkat Kinerja 

 

No. 
Interval Nilai 

Semester I 

Interval Nilai 

Semester II 
Status 

1 45 % ≤ 100 % 91% ≤ 100% Sangat tinggi (ST) 

2 39 % ≤ 44 % 76% ≤ 90% Tinggi (T) 

3 33 % ≤ 38 % 66% ≤ 75% Sedang (S) 

4 26 % ≤ 32 % 51% ≤ 65% Rendah (R) 

5 ≤ 25 % ≤ 50% 
Sangat Rendah 

(SR) 
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Tabel II - 22 

Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah 
s/d Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. OPD Pelaksana 

Target dan Realisasi APBD Kabupaten Karimun 

Tahun Anggaran 2024 (Rp.) 

Rata-

Rata 
Capaian 
Kinerja 

PD 
Tahun 
2024 

(%) 

Status 
Capaian 

Kinerja 
dan 

Anggaran 

RKPD 
Tahun 

2024 s.d. 

Semester 
II 

Target Realisasi % K Rp K 

1 
Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

379,995,523,682.00 348,697,690,362.00 91.76 100 ST ST 

2 Dinas Kesehatan 261,608,501,480.00 238,130,641,999.34 91.03 84.43 ST T 

3 
Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

188,698,618,722.85 162,197,503,094.00 85.96 74.1 T S 

4 

Dinas Perumahan. 

Kawasan Permukiman 
Dan Kebersihan 

23,373,057,916.87 20,974,010,897.00 89.74 33.42 T SR 

5 
Satuan Polisi Pamong 

Praja 
11,609,184,081.00 11,173,014,068.00 96.24 97.11 ST ST 

6 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Dan 

Pemadam Kebakaran 

6,375,853,298.72 5,996,107,609.00 94.04 86.17 ST T 

7 Dinas Sosial 4,920,358,693.00 4,367,703,094.00 88.77 98.98 T ST 

8 
Dinas Tenaga Kerja Dan 
Perindustrian 

7,245,056,086.00 6,886,560,359.00 95.05 96.16 ST ST 

9 

Dinas Pengendalian 
Penduduk. Keluarga 
Berencana. 

Pemberdayaan 
Perempuan Dan 
Perlindungan Anak 

9,808,034,709.98 8,968,653,771.00 91.44 100 ST ST 

10 
Dinas Pangan Dan 
Pertanian 

13,249,640,653.18 11,162,848,922.00 84.25 97.7 T ST 

11 Dinas Lingkungan Hidup 21,615,357,632.90 18,961,248,757.00 87.72 78.6 T T 

12 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

6,086,776,602.00 2,750,744,727.00 45.19 100 SR ST 

13 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

6,551,037,906.80 5,550,135,033.00 84.72 81.35 T T 

14 Dinas Perhubungan 40,726,377,355.01 11,266,349,682.00 27.66 99.99 SR ST 

15 

Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik Dan 
Persandian 

8,777,078,776.00 8,463,962,392.00 96.43 97.25 ST ST 

16 

Dinas Koperasi Usaha 

Mikro, Perdagangan Dan 
Energi Sumber Daya 
Mineral 

    
9,622,414,826.00  

    
6,885,588,648.00  

71.56 0 S SR 

17 
Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

6,898,864,784.46 6,618,777,278.00 95.94 100 ST ST 
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No. OPD Pelaksana 

Target dan Realisasi APBD Kabupaten Karimun 
Tahun Anggaran 2024 (Rp.) 

Rata-
Rata 

Capaian 
Kinerja 

PD 

Tahun 
2024 
(%) 

Status 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

RKPD 

Tahun 
2024 s.d. 
Semester 

II 

Target Realisasi % K Rp K 

18 
Dinas Kepemudaan dan 
Olahraga 

11,713,703,141.98 9,557,680,476.00 81.59 73.01 T S 

19 
Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 
4,897,410,361.00 4,318,559,005.00 88.18 100 T ST 

20 Dinas Perikanan 16,762,521,817.72 11,533,351,197.00 68.80 100 S ST 

21 
Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan 

10,657,277,067.00 7,466,999,733.00 70.06 100 S ST 

22 Sekretariat Daerah 86,886,441,447.00 77,848,183,723.00 89.60 98.48 T ST 

23 Sekretariat DPRD 39,048,138,757.00 33,858,472,110.00 86.71 76.01 T T 

24 

Badan Perencanaan 
Penelitian dan 

Pengembangan 
Kabupaten Karimun 

10,021,868,558.00 9,664,236,162.00 96.43 100 ST ST 

25 
Badan Pendapatan 
Daerah 

23,230,859,545.13 17,677,413,724.00 76.09 79.4 T T 

26 

Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten 
Karimun 

119,416,343,370.41 109,728,467,886.00 91.89 68.11 ST S 

27 
Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 

7,195,244,436.00 6,394,829,000.00 88.88 87.89 T T 

28 Inspektorat Daerah 14,232,604,898.30 11,284,796,364.00 79.29 100 T ST 

29 Kecamatan Karimun 12,188,426,433.00 10,969,150,371.00 90.00 38.08 T SR 

30 Kecamatan Meral 11,112,758,053.00 8,289,476,809.00 74.59 35.23 S SR 

31 Kecamatan Meral Barat 5,375,435,812.00 4,973,122,035.00 92.52 64.1 ST R 

32 Kecamatan Tebing 8,448,261,602.00 7,421,909,037.00 87.85 69.19 T S 

33 Kecamatan Kundur 8,186,672,216.93 8,606,188,175.00 
105.1

2 
0 ST SR 

34 Kecamatan Ungar 3,565,492,959.00 3,077,671,999.00  86.32 0 T SR 

35 Kecamatan Kundur Utara 4,367,545,651.76 3,936,168,336.00 90.12 58.12 T R 

36 Kecamatan Belat 1,972,579,294.00 1,711,106,341.00 86.74 0 T SR 

37 Kecamatan Kundur Barat 4,755,480,892.00 4,375,551,065.00 92.01 33.33 T SR 

38 Kecamatan Moro 6,274,068,062.00 5,197,514,198.00 82.84 99.86 T ST 

39 Kecamatan Buru 4,955,335,035.00 4,371,703,815.00 88.22 91.57 T ST 

40 Kecamatan Durai 2,425,605,662.00 2,138,327,295.00 88.16 100 T ST 

41 Kecamatan Selat Gelam 2,893,760,849.00 2,613,511,918.00 90.32 50 T SR 

42 Kecamatan Sugie Besar 2,097,136,119.00 1,855,667,696.00 88.49 0 T SR 

43 
Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik 

40,746,290,753.00 38,651,238,946.00 94.86 52.65 ST R 

TOTAL 
1,470,589,000,00

0.00 
1,286,572,838,10

8.34 
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No. OPD Pelaksana 

Target dan Realisasi APBD Kabupaten Karimun 
Tahun Anggaran 2024 (Rp.) 

Rata-
Rata 

Capaian 
Kinerja 

PD 

Tahun 
2024 
(%) 

Status 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

RKPD 

Tahun 
2024 s.d. 
Semester 

II 

Target Realisasi % K Rp K 

RATA-RATA CAPAIAN 
 

87.49 72.10 T S 

 
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Pendidikan sampai dengan Semester II Tahun 

Anggaran 2024 tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 100% dengan penyerapan 

anggaran tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 91,76%. Secara rinci dapat dilihat 

pada tabel II.23 berikut ini : 

Tabel II - 23 
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Pendidikan 

Semester II Tahun 2024 (%) 
 

No. Program 

Indikator 

Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 

Kinerja (K) 

Persenta
se 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Anggara
n Renja 

PD 

Tahun 
2024 
(Rp) 

Status 
capaian 

Kinerja 
dan 

Anggaran 

RKPD 
Tahun 

2024 s.d 

Semester 
II 

Target Realisasi %  K Rp. 

1 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHA
N DAERAH 

KABUPATEN/KO
TA 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Nilai 80 91.97 100 97.14 ST ST 

2 
PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Tingkat 
partisipasi warga 

negara usia 7-12 
tahun yang 
berpartisipasi 

dalam 
pendidikan dasar 

% 95.45 90.24 94.54 61.31 ST R 

Tingkat 
partisipasi warga 
negara usia 13-

15 tahun yang 
berpartisipasi 
dalam 

pendidikan 

% 87.45 69.43 79.39 97.17 T ST 
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No. Program 

Indikator 

Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 

Kinerja (K) 

Persenta
se 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Anggara
n Renja 

PD 

Tahun 
2024 
(Rp) 

Status 
capaian 

Kinerja 
dan 

Anggaran 

RKPD 
Tahun 

2024 s.d 

Semester 
II 

Target Realisasi %  K Rp. 

menengah 
pertama 

Tingkat 

partisipasi warga 
negara usia 5-6 
tahun yang 
berpartisipasi 

dalam PAUD 

% 59.04 72.85 100 73.58 ST S 

Tingkat 
partisipasi warga 
negara usia 7-18 

tahun yang 
belum 
menyelesaikan 

pendidikan dasar 
dan menengah 
yang 
berpartisipasi 

dalam 
pendidikan 
kesetaraan 

% 16.51 4.47 27.07 57.84 SR R 

3 
PROGRAM 
PENGEMBANGA
N KURIKULUM 

Persentase PAUD 

dan PKBM Yang 
Menerapkan 
Kurikulum 

Muatan Lokal 

% 24,54 100 0.00 100.00 SR ST 

4 

PROGRAM 

PENDIDIK DAN 
TENAGA 
KEPENDIDIKAN 

Rasio Guru PAUD 
Terhadap Siswa 

Nilai 9.10 8.07 88.68 49.30 T SR 

Rasio Guru SD 

Terhadap Siswa 
Nilai 12.30 12.77 100 0.00 ST SR 

Rasio Guru SMP 
Terhadap Siswa 

Nilai 11.21 11.93 100 0.00 ST SR 

5 
PROGRAM 
PENGEMBANGA

N KEBUDAYAAN 

Persentase 
budaya yang 

dikembangkan 

Persen 90 100 100 76.99 ST T 

6 

PROGRAM 

PENGEMBANGA
N KESENIAN 
TRADISIONAL 

Persentase 

kesenian 
tradisional yang 
dikembangkan  

Persen 45.45 52.73 100 98.50 ST ST 

RATA- RATA CAPAIAN 100 91.76 ST ST 

 

2.    Dinas Kesehatan 

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Kesehatan sampai dengan Semester II Tahun 
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Anggaran 2024 tercatat Tinggi yaitu sebesar 84,43% dengan penyerapan anggaran 

tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 91,03%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.24 

berikut ini: 

 
Tabel II - 24 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Kesehatan 
Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 

Indikator 
Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja (K) 

Persentas
e Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 
2024 
(Rp) 

Status capaian 
Kinerja dan 

Anggaran 
RKPD Tahun 

2024 s.d 
Semester II 

Target Realisasi % K Rp. 

1 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

indeks 
Kepuasaan 
Masyarakat 

(IKM) 

Angka 90 90.63 100.00 94.17 ST ST 

2 

PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 

KESEHATAN MASYARAKAT 

Indeks 
Keluarga Sehat 

Angka 0.23 0.23 100.00 80.44 ST T 

3 

PROGRAM PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER DAYA 
MANUSIA KESEHATAN 

Persentase 
unit pelayanan 
dan 

ketersediaan 
tenaga 
kesehatan 

sesuai standar 

% 92.30 53.85 58.34 12.37 R SR 

4 

PROGRAM SEDIAAN 
FARMASI, ALAT 
KESEHATAN DAN 

MAKANAN MINUMAN 

Persentase 

sediaan 
farmasi, alat 
kesehatan dan 
makanan 

minuman 
memenuhi 
syarat (Apotik, 

toko obat, 
toko alat 
kesehatan, 
optikal, 

UOMOT, P-
IRT, TPM) 

% 53.48 71.89 71.89 67.12 S S 

5 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT BIDANG 
KESEHATAN 

Persentase 
desa/keluraha

n yang 
menerapkan 
kebijakan 
Germas 

% 80.28 73.24 91.23 79.63 ST T 

RATA- RATA CAPAIAN 84.43 91.03 T ST 
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2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai 

dengan Semester II Tahun Anggaran 2024 tercatat Sedang yaitu sebesar 74,10% 

dengan penyerapan anggaran tercatat Tinggi yaitu sebesar 79,06%. Secara rinci 

dapat dilihat pada tabel II.25 berikut ini: 

 

Tabel II - 25 
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target dan Realisasi 

Indikator Kinerja (K) 

Persentase 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Anggaran 
Renja PD 

Tahun 2024 
(Rp) 

Status 

capaian 
Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD 
Tahun 2024 

s.d 
Semester II 

Target Realisasi %  K Rp. 

1 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Nilai 80 84.72 100 83.21 ST T 

2 
PROGRAM PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA AIR (SDA) 

Rasio luas Kawasan 

permukiman rawan 
banjir yang terlindungi 
oleh infrastruktur 
pengendalian banjir di 

WS Kewenangan 
Kab/Kota 

 Persentase 65 57.14 87.44 98.49 T ST 

Rasio luas daerah 

irigasi kewenangan 
kabupaten / kota yang 
dilayani oleh jaringan 
irigasi 

 Persentase 81 0.00 0.00 0.00 SR SR 

3 

PROGRAM PENGELOLAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
SISTEM PENYEDIAAN AIR 
MINUM 

Rasio KK yang 
terlayani air bersih 

 Persentase 64.95 37.50 57.74 94.59 R ST 

4 
PROGRAM PENGELOLAAN 
DAN PENGEMBANGAN 

SISTEM AIR LIMBAH 

Rasio KK yang 
berakses sanitasi yang 

layak 

 Persentase 70 0.00 0.00 99.88 SR ST 

5 

PROGRAM PENGELOLAAN 

DAN PENGEMBANGAN 
SISTEM DRAINASE 

Persentase panjang 

drainase yang 
terbangun/terpelihara/ 
direhab 

 Persentase 12.36 18.58 100 83.59 ST T 

6 
PROGRAM 
PENGEMBANGAN 

PERMUKIMAN 

Rasio Sarana dan 
Prasarana Fasilitas 

Umum Terhadap 
Kawasan Permukiman 

 Persentase 6.36 0 0.00 0.00 SR SR 

7 
PROGRAM PENATAAN 
BANGUNAN GEDUNG 

Persentase 
rekomendasi IMB yang 
disetujui 

 Persentase 96 79.71 83.03 89.89 T T 

8 
PROGRAM PENATAAN 
BANGUNAN DAN 
LINGKUNGANNYA 

Rasio infrastruktur 
bangunan terhadap 
kawasan permukiman 

 Persentase 1.66 0.80 48.45 39.93 SR SR 

9 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
JALAN 

Tingkat Kemantapan 

jalan kabupaten/kota  Persentase 65 39.75 61.25 89.33 R T 
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No. Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target dan Realisasi 
Indikator Kinerja (K) 

Persentase 
Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 2024 
(Rp) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD 
Tahun 2024 

s.d 
Semester II 

Target Realisasi %  K Rp. 

10 
PROGRAM 
PENGEMBANGAN JASA 

KONSTRUKSI 

Rasio tenaga 
operator/teknisi/analisi
s/tenaga kerja 
konstruksi yang 

memiliki sertifikat 
kompetensi 

 Persentase 53.90 0.00 0.00 48.70 SR SR 

11 
PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG 

Ketaatan Penyedia 
RTH di Lingkungan 
Perumahan dan 

Permukiman Sebesar 
20% Publik 

 Persentase 14 20.70 100 63.02 ST R 

RATA- RATA CAPAIAN 74.10 79.06 S T 

 

3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Kebersihan 

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan 

Kebersihan sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2024 tercatat Sangat Rendah 

yaitu sebesar 33,42% dengan penyerapan anggaran tercatat Tinggi yaitu sebesar 

89,74%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.26 berikut ini: 

 
Tabel II - 26 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Kebersihan 
Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 

Indikator 
Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 

Indikator Kinerja (K) 

Persentas
e Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Anggaran 

Renja PD 
Tahun 

2024 (Rp) 

Status capaian 
Kinerja dan 

Anggaran RKPD 

Tahun 2024 s.d 
Semester II 

Target Realisasi % K Rp. 

1 
Program 
Pengembangan 

Perumahan 

Persentase 
rumah layak 
huni yang 
dibangun di 

kawasan 
bencana 

Persentase 0.09 0 0 30 SR SR 

2 
Program Kawasan 
Permukiman 

Persentase 
Kawasan 
kumuh 

Persentase 0.22 0 0 32 SR SR 

3 

Program 
Peningkatan 

Prasarana, Sarana 
dan Utilitas Umum 
(PSU)  

Persentase 

rumah yang 
terfasilitasi 
PSU (Jalan) 

Jalan 5.43 0.005 0.09 25 SR SR 

4 

Program 
Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota  

IKM IKM 87 87 100 100 ST ST 

RATA- RATA CAPAIAN 33.42 89.74 SR T 
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4. Satuan Polisi Pamong Praja 

Rata-Rata Capaian kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Semester 

II Tahun Anggaran 2024 tercatat Tinggi yaitu sebesar 97,11% dengan penyerapan 

anggaran tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 96,24%. Secara rinci dapat dilihat pada 

tabel II.27 berikut ini: 

 
Tabel II - 27 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Satuan Polisi Pamong Praja 
Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 

Indikator 

Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 

Indikator Kinerja (K) 

Persenta
se 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 
2024 
(Rp) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD Tahun 
2024 s.d 

Semester II 

Target Realisasi % K Rp. 

1 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN 

/KOTA 

Indeks kepuasan 
masyarakat 

% 76 74.0 97.37 96.45 ST ST 

2 
PROGRAM PENINGKATAN 
KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

Persentase 
penanganan 

gangguan 
trantibum yang 
diselesaikan 

 

% 95.0 92.0 96.84 93.00 ST ST 

Jumlah warga 

negara yang 
memperoleh 
layanan akibat 
dari penegakan 

hukum perda 
dan perkada 

 Orang 5 0 0.00 0.0 SR SR 

RATA- RATA CAPAIAN 
 

97.11 96.24 ST ST 

 

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran  

Rata-Rata Capaian kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan 

Pemadam Kebakaran sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2024 tercatat 

Tinggi yaitu sebesar 86,17% dengan penyerapan anggaran tercatat Sangat Tinggi 

yaitu sebesar 92,18%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.28 berikut ini: 
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Tabel II – 28 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam 
Kebakaran Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 

Indikator 

Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 

Indikator Kinerja (K) 

Persenta
se 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 

2024 
(Rp) 

Status 

capaian 
Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD 

Tahun 
2024 s.d 
Semester 

II 

Target Realisasi % K Rp. 

1 
Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

SKM Persen 80 80 100.00 99.30 ST ST 

2 
Program 
Penanggulangan 

Bencana 

Persentase 

jumlah 
penduduk di 
kawasan rawan 
bencana yang 

memperoleh 
informasi rawan 
bencana 

Persen 18 18.00 100.00 28.91 ST SR 

3 Program Pencegahan, 
Penanggulangan, 

Penyelamatan 
Kebakaran dan 
Penyelamatan Non 
Kebakaran 

 

Tercapainya 

Waktu Tanggap 
(Response Time) 
Pemadaman 
Kebakaran 

Menit 20 11.7 58.50 26.64 R SR 

RATA- RATA CAPAIAN 86.17 92.18 T ST 

 

6. Dinas Sosial 

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Sosial sampai dengan Semester II Tahun 

Anggaran 2024 tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 98,98% dengan penyerapan 

anggaran tercatat Tinggi yaitu sebesar 88,77%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 

II.29 berikut ini : 

 
Tabel II - 29 

Capain Kinerja dan Anggaran Program Dinas Sosial Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 

Kinerja (K) 

Persenta
se 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Anggara

n Renja 
PD 

Tahun 
2024 

(Rp) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 
RKPD Tahun 

2024 s.d 
Semester II 

Target Realisasi % K Rp. 

1 
Program Rehabilitasi 
Sosial 

Persentase 
Penyandang 
Disabilitas 
Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, 
serta 

Gelandangan 
Pengemis di 

Persen 
           

5.48  
6.08 100.00 55.42 ST R 
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No. Program 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 

Kinerja (K) 

Persenta
se 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Anggara

n Renja 
PD 

Tahun 

2024 
(Rp) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 
RKPD Tahun 

2024 s.d 
Semester II 

Target Realisasi % K Rp. 

Luar Panti Sosial 
yang terpenuhi 
kebutuhan 
dasarnya 

2 
Program Perlindungan 
dan Jaminan Sosial 

Persentase 
keluarga miskin 

yang 
mendapatkan 
perlindungan 
dan jaminan 

sosial 

Persen 
           

48.12  
       46.15  95.90 98.94 ST ST 

3 
Program Penanganan 

Bencana 

Persentase 
korban bencana 
yang terpenuhi 
kebutuhan 

dasarnya pada 
saat dan setelah 
tanggap darurat 

bencana 

Persen 
           

100  
100 100.00 55.01 ST R 

4 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

IKM Nilai 
           

81  
87.39 100.00 92.54 ST ST 

RATA- RATA CAPAIAN 98.98 88.77 ST T 

 

7. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sampai dengan 

Semester II Tahun Anggaran 2024 tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 96,16% 

dengan penyerapan anggaran tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 95,05%. Secara 

rinci dapat dilihat pada tabel II.30 berikut ini: 

 
Tabel II - 30 

Capain Kinerja dan Anggaran Program Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 

Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 
Indikator Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja (K) 

Persenta
se 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Anggara
n Renja 

PD 
Tahun 
2024 

(Rp) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 
RKPD 
Tahun 

2024 s.d 

Semester 
II 

Target Realisasi % K Rp. 

1 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Nilai 80 80 
100.0

0 
96.84  ST   ST  

2 
Program Pelatihan Kerja dan 
Produktivitas Tenaga Kerja 

Persentase Tenaga 

Kerja Bersertifikat 
Kompetensi 

Persen 53.57 32.36 60.41 90.18  R  T 
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No. Program 
Indikator Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja (K) 

Persenta
se 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Anggara

n Renja 
PD 

Tahun 

2024 
(Rp) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD 
Tahun 

2024 s.d 
Semester 

II 

Target Realisasi % K Rp. 

3 
Program Penempatan 
Tenaga Kerja 

Persentase Tenaga 
Kerja yang 
ditempatkan 

Persen 46.75 95.80 100 

98.71 

 ST  

ST Retribusi Izin 
Mempekerjakan 
Tenaga kerja Asing 

(IMTA) 

Rupiah 
(Milyar) 

                   

2,000,000,000  

              

2,050,294,500  100 ST 

4 
Program Hubungan 
Industrial 

Penyelesaian kasus 
yang difasilitasi 

Kasus 3 1 100 89.59  ST  T 

5 
Program Perencanaan dan 
Pembangunan Industri 

Cakupan Bina 
Kelompok Pengrajin 

Persen 1.8 0 0.00 98.92 SR ST 

RATA- RATA CAPAIAN 96.16 95.05 ST ST 

 

8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sampai dengan 

Semester II Tahun Anggaran 2024 tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 100% 

dengan penyerapan anggaran tercatat Tinggi yaitu sebesar 87,93%. Secara rinci 

dapat dilihat pada tabel II.31 berikut ini: 

 
Tabel II - 31 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 
Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target dan Realisasi 
Indikator Kinerja (K) 

Persentas

e Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Anggaran 
Renja PD 

Tahun 
2024 (Rp) 

Status 
capaian 

Kinerja 
dan 

Anggaran 
RKPD 

Tahun 
2024 s.d 
Semester 

II 

Target Realisasi % K Rp. 

1 PROGRAM 
PENGARUSUTAMAAN 
GENDER DAN 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

Partisipasi Perempuan 
di Lembaga 
Pemerintahan  % 56.80 56 98.59 96.75  ST ST 

2 PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN 

Persentase Kasus 
Perlindungan Hak dan 
Tindak Kekerasan pada 
Perempuan yang 

Ditindaklanjuti  

 % 100 100 100.00 70.11  ST S 

3 PROGRAM 

PEMENUHAN HAK 
ANAK (PHA) 

Fasilitas Taman 

Bermain Layak Anak di 
Kecamatan Yang 
Responsif Gender   

% 66.67 71 100 99.84  ST ST 
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No. Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target dan Realisasi 
Indikator Kinerja (K) 

Persentas

e Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Anggaran 
Renja PD 

Tahun 
2024 (Rp) 

Status 
capaian 

Kinerja 
dan 

Anggaran 
RKPD 

Tahun 
2024 s.d 
Semester 

II 

Target Realisasi % K Rp. 

4 PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
KHUSUS ANAK 

Kasus Anak Korban 
Kekerasan dan Anak 
Bermasalah Hukum 
(ABH) yang 

Ditindaklanjuti  

% 100 100 100.00 82.80  ST T 

5 PROGRAM 

PENGENDALIAN 
PENDUDUK 

Rasio Akseptor KB 

% 88.95 91 100 81.78  ST T 

6 PROGRAM PEMBINAAN 
KELUARGA 
BERENCANA (KB) 

Cakupan Penggunaan 
Metode Kontrasepsi 
Jangka Panjang (MKJP)   

% 12.36      13.7  100 89.70  ST T 

7 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN DAN 
PENINGKATAN 
KELUARGA SEJAHTERA 
(KS) 

Indeks Pembangunan 

Keluarga (IPK) 
% 59.10 64 100 97.90  ST ST 

8 PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM)  
% 80 80 100.00 94.56  ST ST 

RATA- RATA CAPAIAN 100 87.93 ST T 
 

9. Dinas Pangan dan Pertanian 

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan Semester II 

Tahun Anggaran 2024 tercatat Tinggi yaitu sebesar 97,70% dengan penyerapan 

anggaran tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 84,25%. Secara rinci dapat dilihat pada 

tabel II.32 berikut ini: 
 

Tabel II - 32 
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Pangan dan Pertanian  

Semester II Tahun 2024 (%) 
 

No. Program 
Indikator Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja (K) 

Persenta
se 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Anggara

n Renja 
PD 

Tahun 
2024 

(Rp) 

Status 
capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

RKPD 
Tahun 

2024 s.d 
Semester 

II 

Target Realisasi % K Rp. 

 1  
Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota  

 IKM   Nilai   80 75 94 92.10 ST ST 

 2  
Program Penyediaan 
dan Pengembangan 
Sarana Pertanian  

Produksi Pertanian   Ton  

11,844.70 13,642 100 28 ST SR 
Produksi 
Perkebunan  

 Ton  

Produksi 
Peternakan  

 Ton  
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No. Program 

Indikator Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja (K) 

Persenta

se 
Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Anggara
n Renja 

PD 
Tahun 

2024 
(Rp) 

Status 
capaian 

Kinerja 
dan 

Anggaran 
RKPD 

Tahun 
2024 s.d 
Semester 

II 

Target Realisasi % K Rp. 

 3  
Program Penyediaan 
dan Pengembangan 
Prasarana Pertanian  

produksi Pertanian, 
peternakan (ton)  

  Ton  2,514.48 4,789 100 98 ST ST 

 4  

Program Pengendalian 
Kesehatan Hewan dan 

Kesehatan Masyarakat 
Veteriner  

Persentase Kasus 
Penyakit Hewan 

Ternak Yang 
Tertangani  

 Persen   67 60 90 98.45 T ST 

 5  
Program Penyuluhan 

Pertanian  

Penumbuhan 

Kelembagaan Tani  
 Persen   3.13 5.4 100 27 ST SR 

RATA- RATA CAPAIAN 97.70 84.25 ST T 
 

10. Dinas Lingkungan Hidup 

 Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Semester 

II Tahun Anggaran 2024 tercatat Tinggi yaitu sebesar 78,60% dengan 

penyerapan anggaran tercatat Tinggi yaitu sebesar 87,72%. Secara rinci dapat 

dilihat pada tabel II.33 berikut ini: 

 
Tabel II - 33 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Lingkungan Hidup 
Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 

Indikator Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja (K) 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 2024 

(Rp) 

Status 
capaian 

Kinerja 
dan 

Anggaran 
RKPD 

Tahun 
2024 s.d 
Semester 

II 

Target Realisasi % K Rp. 

1 
Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 
Indeks 78 82.00 100 94.28 ST ST 

2 
Program Perencanaan 
Lingkungan Hidup 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Lingkungan Hidup 

Dokumen 1 1 50.00 14.76 SR SR 

3 

Program Pengendalian 
Pencemaran Dan/Atau 
Kerusakan Lingkungan 

Hidup  

Persentase 
Penurunan Standar 
Baku Mutu Kualitas 

Air yang Tercemar 

Persen 66.67 0 0.00 41.00 SR SR 

4 

Program Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 
(Kehati) 

Luas 

Keanekaragaman 
Hayati 

Ha 15.8 19.5 100 67.20 ST S 

5 

Program Pengendalian 
Bahan Berbahaya Dan 
Beracun (B3) Dan Limbah 

Bahan Berbahaya Dan 
Beracun (Limbah B3 

Jumlah Limbah B3 

yang Terkelola (Ton) 
Ton 5800 5,600 96.55 31.25 ST SR 
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No. Program 

Indikator Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja (K) 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 2024 

(Rp) 

Status 
capaian 

Kinerja 
dan 

Anggaran 
RKPD 

Tahun 
2024 s.d 
Semester 

II 

Target Realisasi % K Rp. 

6 

Program Pembinaan Dan 
Pengawasan Terhadap 
Izin Lingkungan Dan Izin 

Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Pplh) 

Persentase Ketaatan 
Penanggung Jawab 

Usaha dan atau 
Kegiatan yang dibina 
dan diawasi 
terhadap izin 

lingkungan, izin 
PPLH dan PUU LH 
yang diterbitkan 

oleh Pemerintah 
Daerah 
kabupaten/kota 

Persen 85 75 88.24 18.04 T SR 

7 

Program Penghargaan 

Lingkungan Hidup Untuk 
Masyarakat 

Jumlah Piagam 
Penghargaan 

Lingkungan Hidup 
yang diberikan 
Kepada Masyarakat 

Piagam 70 63 90.00 67.12 T S 

8 
Program Penanganan 
Pengaduan Lingkungan 

Hidup 

Persentase 
Pengaduan 
Masyarakat Bidang 

LH yang ditangani 

Persen 100 100 100.00 22.48 ST SR 

9 
Program Pengelolaan 
Persampahan 

Persentase 

Pengurangan 
Sampah 

Persen 28 12 44.30 

84.35 

SR 

T 
Persentase 
Penanganan 
Sampah 

Persen 71 45 63.84 R 

RATA-RATA CAPAIAN 78.60 87.72 T T 
 

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai 

dengan Semester II Tahun Anggaran 2024 tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 

100% dengan penyerapan anggaran tercatat Sangat Rendah yaitu sebesar 

41.51% secara rinci dapat dilihat pada tabel II.34 berikut ini: 

 

Tabel II - 34 
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester II 

Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 
Indikator 

Kinerja Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 
Indikator Kinerja (K) 

Persenta
se 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Anggaran 

Renja PD 
Tahun 
2024 
(Rp) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 
RKPD 

Tahun 2024 

s.d 
Semester II 

Target Realisasi % K Rp. 

1 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

Survey Kepuasan 
Masyarakat 

Persentase 
           

81  
 81  100 

            
95.72  

ST ST 

2 
Program Pendaftaran 
Penduduk 

1. Persentase 
Penduduk yang 

ber KTP 

Presentase 99 99 100 100 ST ST 
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No. Program 
Indikator 

Kinerja Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 
Indikator Kinerja (K) 

Persenta
se 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Anggaran 

Renja PD 
Tahun 
2024 

(Rp) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD 
Tahun 2024 

s.d 
Semester II 

Target Realisasi % K Rp. 

2. Persentase 

Anak yang 
memiliki KIA 

3 Program Pencatatan Sipil 

Persentase 
Penduduk yang 
memiliki Akta 
Kelahiran 

Presentase 96 96 100 16.52 ST SR 

4 
Program Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan 

Persentase OPD 

yang 
memanfaatkan 
Data 
Kependudukan 

Presentase 70.27 72.27 100 23.93 ST SR 

RATA-RATA CAPAIAN 100 41.51 ST SR 

 

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

 Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2024 tercatat Tinggi yaitu sebesar 

81,35% dengan penyerapan anggaran tercatat Sedang yaitu sebesar 74,14%. 

Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.35 berikut ini: 

 
Tabel II - 35 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No
Program 

Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target dan Realisasi 
Indikator Kinerja (K) 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Anggaran 
Renja PD 

Tahun 
2024 (Rp) 

Status 

capaian 
Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD Tahun 

2024 s.d 
Semester II 

Target Realisasi % K Rp. 

1 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten / 
Kota 

Indeks Kepuasa 
Masyarakat (IKM) 

Nilai 80 85.43 100 95.97 ST ST 

2 
Program Penataan 
Desa 

Persentase Desa Yang 
Tertata Dengan Baik 

PERSEN
TASE 

35.71 35.71 100 1.31 ST SR 

3 
Program Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Persentase Desa Yang 

Mengelola Administrasi 
Dengan Baik 

PERSEN

TASE  
92.86 92.86 100 53.78 ST 

R 

 

4 

Program 
Pemberdayaan 

Lembaga 
Kemasyarakatan, 
Lembaga Adat, Dan 
Masyarakat Hukum 

Adat 

Persentase Lembaga 
Kemasyarakatan Yang Di 
Bina 

PERSEN
TASE 

17.87 17.86 99.94 39.40 ST SR 

RATA-RATA CAPAIAN 81.35 74.14 T S 
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13. Dinas Perhubungan 

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Perhubungan sampai dengan Semester II 

Tahun Anggaran 2024 tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 100% dengan 

penyerapan anggaran tercatat Sangat Rendah yaitu sebesar 27,62%. Secara rinci 

dapat dilihat pada tabel II.36 berikut ini: 

 
Tabel II - 36 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Perhubungan 

Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 

Indikator 

Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 

Kinerja (K) 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 

2024 (Rp) 

Status capaian 
Kinerja dan 

Anggaran RKPD 

Tahun 2024 s.d 
Semester II 

Target Realisasi % K Rp. 

1 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Indek Kepuasan 

Masyarakat 
Persen 80 85.57 100 79.95 ST T 

2 

Program 
Penyelenggaraan Lalu 
Lintas Dan Angkutan 

Jalan (LLAJ) 

Persentase 

pelaksanaan 
manajemen dan 
rekayasa lalu 
lintas untuk 

jaringan jalan 
kabupaten kota 

% 79.79 
             

77.00  
96.50 50.82 ST SR 

3 
Program Pengelolaan 

Pelayaran 

Jumlah Orang 
melalui terminal / 

pelabuhan per 
tahun 

Orang 1083962 
         

1,290,086  
100 93.79 ST ST 

RATA-RATA CAPAIAN 100 27.62 ST SR 

 

14. Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian 

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Perhubungan sampai dengan Semester II Tahun 

Anggaran 2024 Tercatat Sangat Rendah yaitu sebesar 97,25% dengan penyerapan 

anggaran tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 96,43%. Secara rinci dapat dilihat pada 

tabel II.37 berikut ini: 
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Tabel II - 37 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian 
Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 
Indikator Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja (K) 

Persent

ase 
Tingkat 
Capaian 
Realisas

i 
Anggar

an 

Renja 
PD 

Tahun 
2024 

(Rp) 

Status capaian 

Kinerja dan 
Anggaran RKPD 
Tahun 2024 s.d 

Semester II 

Target Realisasi % K Rp. 

1 

Program Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Nilai 80 80.75 100.94 96.14 ST ST 

2 
Program Pengelolaan 
Informasi Dan 

Komunikasi Publik 

Persentase 
Masyarakat yang 

menjadi Sasaran 
Penyebaran 
Informasi Publik, 

mengenai Kebijakan 
dan Program 
Prioritas Pemerintah 
dan Pemerintah 

Daerah 

Persentas

e 
58 45 77.59 95.32 T ST 

3 
Program Aplikasi 
Informatika 

Persentase Layanan 

Publik yang 
diselenggarakan 
secara Online dan 
Terintegrasi 

Persentas
e 

27 27 100.00 99.50 ST ST 

4 
Program 

Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral 

Persentase 
Organisasi 
perangkat Daerah 

(OPD) yang 
Menggunakan Data 
Statistik dalam 

menyusun 
perencanaan 
pembangunan 
daerah.       

Persentas
e 

55 55 100.00 

99.97 

ST 

ST 

Persentase OPD 
yang menggunakan 
data statistik dalam 

melakukan evaluasi 
pembangunan 
daerah. 

Persentas

e 
55 55 100.00 ST 

RATA-RATA CAPAIAN 97.25 96.43 ST ST 

  

15.  Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber  

 Daya Mineral 

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 

2024 tercatat Sangat Rendah yaitu sebesar 00,00% dengan penyerapan anggaran 

tercatat Rendah yaitu sebesar 00.00%.  (Dinas Perdagangan tidak membuat tabel 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Perdagangan). 
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16. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2024 tercatat Sangat Tinggi yaitu 

sebesar 100% dengan penyerapan anggaran tercatat Tinggi yaitu sebesar 90,13%. 

Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.38 berikut ini: 

 
Tabel II - 38 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semester II Tahun 2024 (%) 
 

No. Program 

Indikator 

Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 
Indikator Kinerja (K) 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 2024 

(Rp) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD Tahun 

2024 s.d 
Semester II 

Target Realisasi % K Rp. 

1 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

IKM Indeks 3.51 3.52 100 97.10 ST ST 

2 
Program Pelayanan 
Penanaman Modal 

Persentase 
Kenaikan Nilai 
realisasi 

Investasi 

Persentase 14.4 62.38 100 7.25 ST SR 

3 

Program Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman 
Modal 

Persentase 

Perusahaan 
Yang 
Menyampaika
n LKPM 

Persentase 79.88 126.1 100 84.40 ST T 

4 
Program Pengelolaan Data 
Dan Sistem Informasi 
Penanaman Modal 

Jumlah 

Dokumen 
Pengelolaan 
Data dan 
Informasi 

Penanaman 
Modal 

Dokumen 1 1 100 29.60 ST SR 

RATA-RATA CAPAIAN 100 90.13 ST T 

 

17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan 

Semester II Tahun Anggaran 2024 tercatat Sedang yaitu sebesar 73,01 % dengan 

penyerapan anggaran tercatat Tinggi yaitu sebesar 84,62%. Secara rinci dapat 

dilihat pada tabel II.39 berikut ini: 
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Tabel II - 39 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga 
Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 

Kinerja (K) 

Persentas
e Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 
2024 (Rp) 

Status 

capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

RKPD 
Tahun 

2024 s.d 

Semester 
II 

Target Realisasi % K Rp. 

1 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 
Persen 80 79.77  99.71  91.10  ST ST 

2 
Pengembangan kapasitas 

daya saing kepemudaan  

Persentase organisasi 

pemuda yang aktif 
Persen 65 60.00  92.31  36.13  ST SR 

3 
Pengembangan Kapasitas 
Daya Saing Keolahragaan 

Cakupan Pembinaan 
Olahraga 

Persen 14.2  14.2  100.00  42.95 ST SR 

RATA-RATA CAPAIAN 73.01  84.62 S T 

 

18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan 

Semester II  Tahun Anggaran 2024 tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 100%  dengan 

penyerapan anggaran tercatat Tinggi yaitu sebesar 88,18%. Secara rinci dapat dilihat 

pada tabel II.40 berikut ini: 

 
Tabel II - 40 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 

Indikator 
Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 

Indikator Kinerja (K) 

Persentase 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Anggaran 

Renja PD 
Tahun 2024 

(Rp) 

Status 

capaian 
Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD 

Tahun 
2024 s.d 
Semester 

II 

Target Realisasi % K Rp. 

1 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

IPM Nilai 79 
             

87  
100 92.36 ST ST 

2 
Program Pembinaan 
Perpustakaan 

Persentase 

Perpustakaan 
yang dilakukan 
Pembinaan. 

Persentase 21.07  20.09  95.35 35.50 ST SR 

3 Program Pengelolaan Arsip 

Persentase 
Perangkat Daerah 

yang mengelola 
Arsip secara 
Baku. 

Persentase 89.74  96.42  100 84.82 ST T 

RATA-RATA CAPAIAN 100 88.18 ST T 
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19. Dinas Perikanan 

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Perikanan sampai dengan Semester II Tahun 

Anggaran 2024 tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 100% dengan penyerapan 

anggaran tercatat Sedang yaitu sebesar 68,80%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 

II.41 berikut ini: 

 

Tabel II - 41 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Perikanan Semester II Tahun 2024 (%) 
 

No. Program 
Indikator Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja (K) 

Persentase 
Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 2024 
(Rp) 

Status 
capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

RKPD 
Tahun 

2024 s.d 
Semester 

II 

Target Realisasi % K Rp. 

1 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/ Kota 

Indek Kepuasan 
Masyarakat  

Persen  72.83 80.80 100 86.28 ST T 

2 
Program Pengelolaan 
Perikanan Tangkap 

Jumlah Produksi 
Perikanan Tangkap 
(Ton) 

Ton 53472.49 38,573 72.14 6.51 S SR 

3 

Program Pengelolaan 
Perikanan Budidaya 

Jumlah Produksi 

Perikanan Budidaya 
(Ton) 

Ton 529.88 
    

1,163.90  
100 76.26 ST T 

4 
Program Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Perikanan 

Jumlah produksi 
hasil olahan (Ton) 

Ton 137.00 322.67 100 67.10 ST S 

RATA-RATA CAPAIAN 100 68.80 ST S 

 

20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sampai dengan 

Semester II Tahun Anggaran 2024 tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 100% dengan 

penyerapan anggaran tercatat Sedang yaitu sebesar 67,75%. Secara rinci dapat dilihat 

pada tabel II.42 berikut ini: 
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Tabel II - 42 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 

Indikator 

Kinerja Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 

Kinerja (K) 

Persentas
e Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Anggaran 
Renja PD 

Tahun 

2024 (Rp) 

Status 

capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

RKPD 
Tahun 

2024 s.d 

Semester 
II 

Target Realisasi %  K Rp. 

 1  

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/ 

Kota  

 Indek Kepuasan 
Masyarakat  

 Persen          70.00  86.67 100 96.42 ST ST 

 2  

Program Peningkatan 

Daya Tarik Destinasi 
Pariwisata  

 Persentase 

Destinasi Wisata 
Unggulan  

 Persen   9.75     15.94  100 57.23 ST R 

 3  
Program Pemasaran 
Pariwisata  

 Lama Kunjungan 
Wisatawan  

 Hari  
             
2  

2.06 100 46.90 ST SR 

 4  

Program 
Pengembangan 

Sumber Daya 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif  

 Persentase 
peningkatan 
sumber daya 

manusia bidang 
pariwisata dan 
ekonomi kreatif 
berkompetensi 

dan bersertifikasi  

 Persen   55.60 23.84 42.88 62.04 SR R 

RATA-RATA CAPAIAN 100 67.75 ST S 

 

21. Sekretariat Daerah 

Rata-Rata Capaian kinerja di Sekretariat Daerah sampai dengan Semester II 

Tahun Anggaran 2024 tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 98,48% dengan 

penyerapan anggaran tercatat Tinggi yaitu sebesar 89,60%. Secara rinci dapat 

dilihat pada tabel II.43 berikut ini: 
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Tabel II – 43 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Sekretariat Daerah Semester II Tahun 2024 (%) 

 

  

 No. 

  

 Program 

  

 Indikator Kinerja 

Program 

(Outcome) 

  

 Satuan 

 

Target dan Realisasi 

Indikator Kinerja (K) 

Persentase 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Anggaran 

Renja PD 

Tahun 2024 

(Rp) 

Status capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 

RKPD Tahun 

2024 s.d 

Semester II 

Target Realisasi % K Rp. 

1 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

 Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

 

Nilai 

 

80 

 

80 

 

100.00 

 

80.27 

 

ST 

 

T 

2 Program Pengelolaan 

Perbatasan 

Jumlah Lokasi 

Prioritas Wilayah 

Perbatasan 

 

Lokpri 

 

7 

 

7 

 

100.00 

 

32.54 

 

ST 

 

SR 

3 
Program Pemerintahan 

Dan Kesejahteraan 

Rakyat 

Nilai Capaian 

Kinerja 

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

       Nilai 

 

3.825 

 

3.237 

 

84.63 66.41 

 

 

T 

 

S 

Persentase 

Kelulusan Santri 

TPQ 

 

Persentase 

 

99.31 

 

98.52 

 

99.20 

 

77.12 

 

ST 

 

T 

4 
Program 

Perekonomian Dan 

Pembangunan 

Persentase 

Rumusan 

Kebijakan yang 

diimplementasikan 

di bidang 

Perekonomian 

 

Persentase 

 

100 

 

100 

 

100.00 

 

56.84 

 

ST 

 

R 

  
  

Persentase 
Laporan Capaian 
Realisasi pada 

Sismontepra 

 

Persentase 

 

82 

 

77.00 

 

93.90 

 

37.18 

 

ST 

 

SR 

RATA-RATA CAPAIAN 
98.48 89.60 ST T 

 
 

23. Sekretariat DPRD 

        Rata-Rata Capaian kinerja di Sekretariat DPRD sampai dengan Semester II Tahun 

Anggaran 2024 tercatat Tinggi yaitu sebesar 76,01% dengan penyerapan anggaran 

tercatat Tinggi yaitusebesar 84,40%.  Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.44 
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TabeL II - 44 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Sekretariat DPRD Semester II Tahun 2024 (%) 

 

 

 

 

 

 

No. 

 

 

 

 

 

Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja (K) 

Persentase 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Anggaran 

Renja PD 

Tahun 2024 

(Rp) 

Status capaian 

Kinerja dan 
Anggaran RKPD 
Tahun 2024 s.d 

Semester II 

    Target Realisasi %  K Rp. 

      
1 

Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 

Daerah 

IKM Indeks 75.00 73.5 98.00 90.14 ST T 

2 

Program 
Pelaksanaan 
Tugas Dan 
Fungsi Dprd 

Persentase 

terfasilitasinya fungsi 
pembentukan peraturan 
daerah, anggaran dan 

pengawasan DPRD 

Persen 87 47 54.02 78.65 R T 

RATA-RATA CAPAIAN 76.01 84.40 T  T  

 

24.  Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 

Rata-Rata Capaian kinerja di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 

sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2024 tercatat Sangat Tinggi yaitu 

sebesar 100% dengan penyerapan anggaran tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 

96,43%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.45 berikut ini: 

 
Tabel II - 45 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 
Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 

Indikator 
Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 
Indikator Kinerja (K) 

Persentase 
Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Anggaran 

Renja PD 
Tahun 

2024 (Rp) 

Status 

capaian 
Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD Tahun 

2024 s.d 
Semester II 

Target Realisasi %  K Rp. 

1 

Program 
Perencanaan, 
Pengendalian Dan 

Evaluasi 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
Capaian Kinerja 
Program 

Persentase 98 98.2 100 97.45 ST ST 

2 

Program 
Koordinasi Dan 

Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

Persentase 
Keselarasan RKPD 

dengan RKP dan 
RKPD Provinsi 

Persentase 80 90 100 98.28 ST ST 

3 
Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 
Persentase 85 80.9 95.18 96.39 ST ST 
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No. Program 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 
Indikator Kinerja (K) 

Persentase 
Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 
2024 (Rp) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD Tahun 

2024 s.d 
Semester II 

Target Realisasi %  K Rp. 

Daerah 

Kabupaten/ Kota 

4 

Program 
Penelitian Dan 

Pengembangan 
Daerah 

1) Persentase 
implementasi 

rencana 
kelitbangan 

Persentase 10 12.00 100 0.00 ST SR 

2) Jumlah inovasi 
daerah Inovasi 1 1 100 84.26 ST T 

RATA-RATA CAPAIAN 100  96.43 ST ST 

 

25. Badan Pendapatan Daerah 

Rata-Rata Capaian kinerja di Badan Pendapatan Daerah sampai dengan 

Semester II Tahun Anggaran 2024 tercatat Tinggi yaitu sebesar 79,40% dengan 

penyerapan anggaran tercatat Sedang yaitu sebesar 75,15%. Secara rinci dapat 

dilihat pada tabel II.46 berikut ini: 

 
Tabel II - 46 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Badan Pendapatan Daerah 
Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 

Indikator Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 

Indikator Kinerja 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Anggaran 

Renja PD 
Tahun 2024 

(%) 

Status 
capaian 

Kinerja 
dan 

Anggaran 

RKPD 
Tahun 

2024 s.d 
Semester 

II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 
Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Survey Kepuasan 
Masyarakat (SKM) 

Nilai 84.75 84.81 100.07 80.40 ST T 

2 
Program Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

Jumlah penerimaan 
pajak dan retribusi 

daerah (milyar) 

Rupiah 283,114  166,297 58.74 34.16 R SR 

RATA- RATA CAPAIAN 79.40 75.15 T S 

 

26. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Rata-Rata Capaian kinerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sampai 

dengan Semester II Tahun Anggaran 2024 tercatat Sedang yaitu sebesar 68,11% 

dengan penyerapan anggaran tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 92,09%. Secara 

rinci dapat dilihat pada tabel II.47 berikut ini: 
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Tabel II - 47 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 
Indikator Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Anggaran 
Renja PD 

Tahun 

2024 (%) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 
RKPD Tahun 

2024 s.d 

Semester II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 
Program 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Opini Laporan 
Keuangan  

Opini WTP 0 0.00 91.89 SR ST 

2 

Program 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Aset 

Laporan 3 3 100 43.15 ST SR 

3 

Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Indek Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 
Nilai 75.5 78.76 100 92.86 ST ST 

RATA- RATA CAPAIAN 68.11 92.09 S ST 

 

27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Rata-Rata Capaian kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2024 tercatat Tinggi yaitu 

sebesar 87,89% dengan penyerapan anggaran tercatat Tinggi yaitu sebesar 88,88%. 

Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.48 berikut ini : 

 
Tabel II - 48 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Semester II Tahun 2024 (%) 
 

No. Program 
Indikator Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Anggara
n Renja 

PD 
Tahun 

2024 
(%) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD Tahun 
2024 s.d 

Semester II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 
Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Rasio Pegawai 
Pendidikan Tinggi 
dan 

Menengah/Dasar 
(%) (PNS Tidak 
Termasuk Guru 

dan Tenaga 
Kesehatan) 

Persen 63.14 66.72 105.67 52.15 ST R 
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No. Program 
Indikator Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Anggara
n Renja 

PD 

Tahun 
2024 
(%) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD Tahun 

2024 s.d 
Semester II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

Rasio Pegawai 
Fungsional (PNS 
Tidak Termasuk 

Guru dan Tenaga 
Kesehatan) 

  22.18 38.71 174.53 33.35 ST SR 

2 

Program 
Pengembangan 
Sumber Daya 

Manusia 
  

Rasio jabatan 

fungsional 
bersertifikat 
kompetensi (%) 

(PNS Tidak 
Termasuk Guru 
dan Tenaga 
Kesehatan) 

Persen 99.3 13.4 13.49 62.59 SR R 

Persentase Pejabat 
PNS yang Telah 

Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan Struktural  

  51.73 16.7 32.28 43.41 SR SR 

3 

Program 
Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 
Nilai 83 83.56 100.67 84.20 ST T 

RATA- RATA CAPAIAN 87.89 88.88 T T 

 

28. Inspektorat Daerah 

Rata-Rata Capaian kinerja di Inspektorat Daerah sampai dengan Semester II Tahun 

Anggaran 2024 tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 100% dengan penyerapan anggaran 

tercatat Tinggi yaitu sebesar 79,29%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.49 berikut ini: 

 

Tabel II - 49 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Inspektorat Daerah Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 

Kinerja 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Anggaran 

Renja PD 
Tahun 

2024 (%) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD Tahun 
2024 s.d 

Semester II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 
Program 
Penyelenggaran 

Pengawasan 

Tingkat 

Maturitas SPIP 
nilai   3+   3+  

            

100  
38.50 ST SR 

2 

Program 
Perumusan 
Kebijakan, 
Pendampingan Dan 

Asistensi 

Tingkat Kualitas 
APIP 

nilai 3 3+ 100 61.34 ST R 
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No. Program 

Indikator 

Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Anggaran 
Renja PD 

Tahun 

2024 (%) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 
RKPD Tahun 

2024 s.d 

Semester II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

3 

Program 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

IKM 78.5 78.5 100 83.19 ST T 

RATA- RATA CAPAIAN 100 79.29 ST T 

 

29.   Kecamatan Karimun 

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Karimun sampai dengan Semester II 

Tahun Anggaran 2024 tercatat Rendah yaitu sebesar 60,31% dengan penyerapan 

anggaran tercatat Tinggi yaitu sebesar 88,45%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 

II.50 berikut ini: 

Tabel II - 50 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Karimun Semester II Tahun 2024 (%) 

 

 

 

No. Program  
Indikator Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 

Indikator Kinerja 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Anggaran 

Renja PD 
Tahun 

2024 (%) 

Status 
capaian 

Kinerja 
dan 

Anggaran 

RKPD 
Tahun 

2024 s.d 
Semester 

II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Nilai 79,00 80,92 80,92 89,67 T T 

2 

Program 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dan 

Pelayanan Publik 

Indeks Mutu 
Pelayanan Publik 

Nilai 3,51 0,00 0,00 88,95 SR ST 

3 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

Persentase Usulan 
Kegiatan 
Pembangunan 
Sarana Dan 

Prasarana Dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Di 
Kelurahan Yang 

Disetujui 

% 71 100 100 80,44 ST T 

 RATA-RATA CAPAIAN  60,31 88,45 R T 
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30.   Kecamatan Selat Gelam 

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Selat Gelam sampai dengan Semester 

II Tahun Anggaran 2024 tercatat Sangat Rendah yaitu sebesar 50,00% dengan 

penyerapan anggaran tercatat Tinggi yaitu sebesar 79,21%. Secara rinci dapat 

dilihat pada tabel II.51 berikut ini: 

 

Tabel II - 51 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Selat Gelam 
Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program  

Indikator 
Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 

Indikator Kinerja 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Anggaran 
Renja PD 

Tahun 
2024 (%) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 
RKPD Tahun 

2024 s.d 
Semester II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 

Program Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Nilai 80,00 80,00 100,00 76,33 ST T 

2 

Program 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dan 
Pelayanan Publik 

Indeks Mutu 
Pelayanan Publik 

Nilai 3,51 0,00 0,00 99,47 SR ST 

3 

Program 
Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 
Dan Kelurahan 

Persentase 

Usulan Kegiatan 
Pembangunan 
Sarana Dan 
Prasarana Dan 

Pemberdayaan 
Masyarakat Di 
Kelurahan Yang 
Disetujui 

Persentase  0,00 0,00 0,00 0,00 SR SR 

RATA- RATA CAPAIAN 50,00 79,21 SR T 

 

31.   Kecamatan Meral 

  Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Meral sampai dengan Semester II 

Tahun Anggaran 2024 tercatat Sangat Rendah yaitu sebesar 35,23% dengan 

penyerapan anggaran tercatat Rendah yaitu sebesar 56,39%. Secara rinci dapat 

dilihat pada tabel II.52 berikut ini: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

II - 106 

 

Tabel II - 52 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Meral 
Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program  

Indikator 
Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 

Indikator Kinerja 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Anggara

n Renja 
PD 

Tahun 
2024 

(%) 

Status 

capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

RKPD 
Tahun 

2024 s.d 

Semester 
II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 
Nilai 79 83,5 100 51,72 ST R 

2 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PELAYANAN PUBLIK 

Indeks Mutu 
Pelayanan Publik 

Nilai 3,51 0,00 0,00 100 SR ST 

3 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

Persentase 

Usulan Kegiatan 
Pembangunan 
Sarana Dan 
Prasarana Dan 

Pemberdayaan 
Masyarakat Di 
Kelurahan Yang 

Disetujui 

Persentase  92 100,00 100,00 72,22 ST S 

RATA- RATA CAPAIAN 35,23 56,39 SR R 

 

31.  Kecamatan Meral Barat 

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Meral Barat sampai dengan Semester II 

Tahun Anggaran 2024 tercatat Sangat Rendah yaitu sebesar 0,00% dengan 

penyerapan anggaran tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 50,10%. Secara rinci 

dapat dilihat pada tabel II.53 berikut ini: 

 
Tabel II – 53 

Capain Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Meral Barat Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program  

Indikator 

Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 
Indikator Kinerja 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Anggaran 
Renja PD 

Tahun 

2024 (%) 

Status 
capaian 
Kinerja 

dan 

Anggaran 
RKPD 
Tahun 

2024 s.d 

Semester 
II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Indeks 

Kepuasan 
Masyarakat 

Nilai 80,00 0,00 0,00 52,82 SR ST  
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No. Program  

Indikator 
Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 
Indikator Kinerja 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Anggaran 

Renja PD 
Tahun 

2024 (%) 

Status 
capaian 

Kinerja 
dan 

Anggaran 
RKPD 

Tahun 
2024 s.d 
Semester 

II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

2 

Program 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan Dan 
Pelayanan Publik 

Indeks Mutu 
Pelayanan 

Publik 

Nilai 4,01 0,00 0,00 64,11 SR  ST 

3 

Program 
Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Dan 
Kelurahan 

Persentase 
Usulan 

Kegiatan 
Pembanguna
n Sarana Dan 
Prasarana 

Dan 
Pemberdayaa
n Masyarakat 

Di Kelurahan 
Yang 
Disetujui 

Persent

ase  
92,00 0,00 0,00 0,00 SR SR 

RATA- RATA CAPAIAN 0,00 50,10 SR ST 

 

32.    Kecamatan Tebing 

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Tebing sampai dengan Semester II 

Tahun Anggaran 2024 tercatat Sedang yaitu sebesar 69,19% dengan penyerapan 

anggaran tercatat Rendah yaitu sebesar 63,81%. Secara rinci dapat dilihat pada 

tabel II.54 berikut ini: 

 
Tabel II - 54 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Tebing Semester II Tahun 2024 (%) 
 

No. Program  
Indikator Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 
Indikator Kinerja 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 

2024 (%) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 
RKPD 
Tahun 

2024 s.d 

Semester 
II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 
PEMERINTAHA
N DAERAH 

KABUPATEN/K
OTA 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Nilai 79,00 84,99 100 18,78 ST  SR 

2 

PROGRAM 
PENYELENGGA
RAAN 

PEMERINTAHA
N DAN 
PELAYANAN 
PUBLIK 

Indeks Mutu 

Pelayanan Publik 
Nilai 3,51 0,00 0,00 51,82 SR  SR 
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No. Program  
Indikator Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 
Indikator Kinerja 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 
2024 (%) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD 
Tahun 

2024 s.d 
Semester 

II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

3 

PROGRAM 
PEMBERDAYAA

N 
MASYARAKAT 
DESA DAN 

KELURAHAN 

Persentase Usulan 
Kegiatan 
Pembangunan 

Sarana dan 
Prasarana dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 

Kelurahan yang 
Disetujui 

Persentas
e 

100 100 100 89,02 ST T 

RATA- RATA CAPAIAN 69,19 63,81 S R 

 

32.  Kecamatan Kundur 

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Kundur sampai dengan Semester II 

Tahun Anggaran 2024 tercatat Sangat Rendah yaitu sebesar 00,00% dengan 

penyerapan anggaran tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 48,12%. Secara rinci 

dapat dilihat pada tabel II.55 berikut ini: 

 

Tabel II - 55 
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Kundur Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program  

Indikator 
Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 
Indikator Kinerja 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 
2024 (%) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD 
Tahun 

2024 s.d 
Semester 

II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 

Program Program 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

IKM 0,00 0,00 0,00 52,91 SR ST 

2 

Program 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan Dan 
Pelayanan Publik 

Indeks Mutu 

Pelayanan Publik 
IMPP 0,00 0,00 0,00 50,77 SR ST 

3 

Program 

Pemberdayaan Desa 
Dan Kelurahan 

Persentase Usulan 
Kegiatan 
Pembangunan 
Sarana dan 

Prasarana dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 

Kelurahan yang 
Disetujui 

Persentase 0,00 0,00 0,00 0,00 SR SR 

RATA- RATA CAPAIAN 0,00 48,12 SR ST 
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33.   Kecamatan Ungar 

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Ungar sampai dengan Semester II 

Tahun Anggaran 2024 tercatat Sangat Rendah yaitu sebesar 00,00 % dengan 

penyerapan anggaran tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 46,03%. Secara rinci 

dapat dilihat pada tabel II.56 berikut ini: 

 

Tabel II - 56 
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Ungar Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program  

Indikator 
Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 
Indikator Kinerja 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 
2024 (%) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD 

Tahun 
2024 s.d 

Semester I 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 

Program Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

IKM 80,00 0,00 0,00 50,93 SR ST 

2 

Program 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dan 
Pelayanan Publik 

Indeks Mutu 
Pelayanan 
Publik 

IMPP 4,01 0,00 0,00 39,69 SR T 

3 
Program 
Pemberdayaan Desa 
Dan Kelurahan 

Persentase 

Usulan 
Kegiatan 
Pembanguna

n Sarana dan 
Prasarana 
dan 
Pemberdayaa

n Masyarakat 
di Kelurahan 
yang 

Disetujui 

Persentase 100 0,00 0,00 0,00 SR SR 

RATA- RATA CAPAIAN 0,00 46,03 SR ST 

 

34.  Kecamatan Kundur Utara 

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Kundur Utara sampai dengan 

Semester II Tahun Anggaran 2024 tercatat Rendah yaitu sebesar 58,12% 

dengan penyerapan anggaran tercatat Tinggi yaitu sebesar 89,11%. Secara rinci 

dapat dilihat pada tabel II.57 berikut ini: 
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Tabel II - 57 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Kundur Utara 
Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program  

Indikator 
Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 

Indikator Kinerja 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Anggaran 

Renja PD 
Tahun 

2024 (%) 

Status 

capaian 
Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD 

Tahun 
2024 s.d 
Semester 

II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat 

Nilai 78,5 78,00 99,36 90,68 ST T 

2 

Program 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dan 
Pelayanan Publik 

Indek Mutu 
Pelayanan Publik 

Nilai 3,51 0,00 0,00 89,90 SR T 

3 

Program 

Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Dan 
Kelurahan 

Persentase 
Usulan Kegiatan 
Pembangunan 

Sarana dan 
Prasarana dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 

Kelurahan yang 
Disetujui 

Persen 76,92 0,00 0,00 0,00 SR SR 

RATA- RATA CAPAIAN 58,12 89,11 R T 

 

35.   Kecamatan Belat 

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Belat sampai dengan Semester II Tahun 

Anggaran 2024 tercatat Sangat Rendah yaitu sebesar 00,00% dengan 

penyerapan anggaran tercatat Tinggi yaitu sebesar 84,95% secara rinci dapat 

dilihat pada tabel II.58 berikut ini: 
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Tabel II - 58 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Belat Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program  

Indikator 
Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 
Indikator Kinerja 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Anggaran 

Renja PD 
Tahun 

2024 (%) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD Tahun 
2024 s.d 

Semester II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Indeks 

Kepuasan 
Masyarakat 

Nilai 79,00 0,00 0,00 84,31 SR T 

2 

Program 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan Dan 
Pelayanan Publik 

Indeks Mutu 

Pelayanan Publik 
Nilai 4,01 0,00 0,00 99,54 SR ST 

 

Program 
Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Dan 
Kelurahan 

Persentase 

Usulan Kegiatan 
Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana dan 

Pemberdayaan 
Masyarakat di 
Kelurahan yang 

Disetujui 

Persentase 100 0,00 0,00 0,00 SR SR 

RATA- RATA CAPAIAN 0,00 84,95 SR T 

 

36.     Kecamatan Kundur Barat 

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Kundur Barat sampai dengan 

Semester II Tahun   Anggaran 2024 tercatat Sangat Rendah yaitu sebesar 

33,33% dengan penyerapan anggaran tercatat Tinggi yaitu sebesar 90,84% 

secara rinci dapat dilihat pada tabel II.59 berikut ini: 

 
Tabel II - 59 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Kundur Barat 
Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program  

Indikator 

Kinerja Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 

Kinerja 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Anggaran 
Renja PD 

Tahun 
2024 (%) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD 
Tahun 2024 

s.d 

Semester II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 

Program Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat  

Nilai 80,00 0,00 0,00 100 SR ST 

2 

Program 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dan 
Pelayanan Publik 

Indeks Mutu 
Pelayanan Publik 

Nilai 4,01 0,00 0,00 87,33 SR T 
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No. Program  
Indikator 

Kinerja Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 
2024 (%) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD 
Tahun 2024 

s.d 
Semester II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

3 

Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

Dan Kelurahan 

Persentase Usulan 
Kegiatan 

Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana dan 
Pemberdayaan 

Masyarakat di 
Kelurahan yang 
Disetujui 

Persentase 100 100,00 100,00 90,21 ST T 

RATA- RATA CAPAIAN 33.33 90,84 SR T 

 

37.    Kecamatan Moro 

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Moro sampai dengan Semester II Tahun 

Anggaran 2024 tercatat Sangat Rendah yaitu sebesar 50,00% dengan penyerapan 

anggaran tercatat Sangat Rendah yaitu sebesar 44,50% secara rinci dapat dilihat 

pada tabel II.60 berikut ini : 

 

Tabel II - 60 
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Moro Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No.  Program  

Indikator 

Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 
2024 (%) 

Status 

capaian 
Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD Tahun 

2024 s.d 
Semester II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

INDEKS 
KEPUASAN 

MASYARAKAT 
(IKM) 

Nilai 79 79 100,00 47,24 ST   SR  

2 

Program 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dan 
Pelayanan Publik 

INDEKS MUTU 
PELAYANAN 
PUBLIK 

Nilai 3,51 0,00 0,00 50,39 SR SR 

3 

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Dan 
Kelurahan 

Persentase Usulan 

Kegiatan 
Pembangunan 
Sarana dan 

Prasarana dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 
Kelurahan yang 

Disetujui 

Persentase 100 0,00 0,00 0,00 SR SR 

RATA- RATA CAPAIAN 50,00 44,50 SR SR 
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38.    Kecamatan Sugie Besar  

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Sugie Besar sampai dengan Semester 

II Tahun Anggaran 2024 tercatat Sangat Rendah yaitu sebesar 0,00% dengan 

penyerapan anggaran tercatat Tinggi  yaitu sebesar 76,00% secara rinci dapat dilihat 

pada tabel II.61 berikut ini: 

Tabel II - 61 
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Sugie Besar 

Semester II Tahun 2024 (%) 
 

No.  Program  
Indikator Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi 

Indikator Kinerja 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Anggaran 
Renja PD 

Tahun 2024 
(%) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 
RKPD Tahun 

2024 s.d 
Semester II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

INDEKS KEPUASAN 
MASYARAKAT (IKM) 

Nilai 79,00 0,00 0,00 71,00 SR  S 

2 

Program 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dan 
Pelayanan Publik 

INDEKS MUTU 
PELAYANAN PUBLIK 

Nilai 3,5 0,00 0,00 114 SR  ST 

3 

Program 

Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Dan 
Kelurahan 

Persentase Usulan 
Kegiatan 
Pembangunan 

Sarana dan 
Prasarana dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 

Kelurahan yang 
Disetujui 

Persentase 0 0 0 0 SR  SR  

RATA- RATA CAPAIAN 0,00 76,00 SR T 

 

39.  Kecamatan Buru 

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Buru sampai dengan Semester II Tahun 

Anggaran 2024 tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 91,57% dengan penyerapan 

anggaran tercatat Tinggi yaitu sebesar 86,57% secara rinci dapat dilihat pada tabel 

II.62 berikut ini: 
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Tabel II - 62 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Buru Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No. Program  

Indikator 
Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 

2024 (%) 

Status 
capaian 
Kinerja 

dan 

Anggaran 
RKPD 
Tahun 

2024 s.d 

Semester 
II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Nilai 79 75 94,94 90,56 ST T 

2 

Program 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan Dan 
Pelayanan Publik 

Indeks Mutu 

Pelayanan Publik 
Nilai 3,51 2,8 79,77 82,32 T T 

3 

Program 

Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 
Kelurahan  

Persentase 
Usulan Kegiatan 
Pembangunan 

Sarana dan 
Prasarana dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 

Kelurahan yang 
Disetujui 

Persen 59,00 100,00 100,00 64,69 ST S 

RATA- RATA CAPAIAN 91,57 86,57 ST T 

 

40.     Kecamatan Durai 

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Durai sampai dengan Semester II Tahun 

Anggaran 2024 tercatat Sangat Tinggi yaitu sebesar 100,00% dengan penyerapan 

anggaran tercatat Tinggi yaitu sebesar 88,16%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 

II.63 berikut ini: 

Tabel II - 63 
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Durai Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No.  Program  
Indikator 

Kinerja Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 
Anggaran 

Renja PD 
Tahun 

2024 (%) 

Status 

capaian 
Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD 

Tahun 2024 
s.d 

Semester II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Kabupaten/Kota  

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM)  

 Nilai  
79 

79 100,00 
88,27 

ST T 

2 

Program 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik   

Indeks Mutu 
Pelayanan Publik  

 Nilai  3,51 3,51 100,00 85,17 ST T 
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No.  Program  
Indikator 

Kinerja Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Anggaran 
Renja PD 

Tahun 
2024 (%) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD 
Tahun 2024 

s.d 
Semester II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

RATA- RATA CAPAIAN 100,00 88,16 ST T 

 

41.   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Rata-Rata Capaian kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan   

Semester II Tahun Anggaran 2024 tercatat Rendah yaitu sebesar 52,65% dengan 

penyerapan anggaran tercatat Tinggi yaitu sebesar 88,39%. Secara rinci dapat 

dilihat pada tabel II.64 berikut ini: 

 
Tabel II - 64 

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Semester II Tahun 2024 (%) 

 

No.  Program  

Indikator 

Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 
Kinerja 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Anggaran 
Renja PD 

Tahun 

2024 (%) 

Status 
capaian 

Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD 
Tahun 

2024 s.d 

Semester 
II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

1 Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Indek 
Kepuasan 
Masyarakat 

(IKM) 

Nilai 82,60 82,60 100,00 85,61 ST T 

2 
Program Penguatan 
Ideologi Pancasila Dan 
Karakter Kebangsaan 

Persentase 
PemahamanPel

aksanaan 
Penguatan 
ideologi 
Pancasila dan 

Karakter 
Kebangsaan  

Persentase 88,50 30 33,90 75,39 SR R 

3 

Program Peningkatan 
Peran Partai Politik Dan 
Lembaga Pendidikan 

Melalui Pendidikan 
Politik Dan 
Pengembangan Etika 
Serta Budaya Politik 

Persentase 
partisipasi 
masyarakat 

dalam Pemilu, 
Pileg dan 
Pilkada    

Persentase 75,77 50 65,99 97,61 R ST 

4 

Program Pemberdayaan 
Dan Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 

Persentase 

Terdatanya 
Organisasi 
Kemasyarakata
n yang aktif 

dan berdaya 
guna di 
Kabupaten 
Karimun 

Persentase 100 50 66,00 33,66 R SR 
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No.  Program  

Indikator 
Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 

Target dan Realisasi Indikator 

Kinerja 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Anggaran 

Renja PD 
Tahun 

2024 (%) 

Status 

capaian 
Kinerja dan 
Anggaran 

RKPD 

Tahun 
2024 s.d 
Semester 

II 

Target Realisasi % Rp K Rp 

5 
Program Pembinaan 

Dan Pengembangan 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Dan Budaya 

Persentase 
Penanganan 
antisipasi 

konflik berbasis 
ekonomi sosial 
dan budaya 

Persentase 100 50 50,00 70,08 SR S 

6 

Program Peningkatan 
Kewaspadaan Nasional 

Dan Peningkatan 
Kualitas Dan Fasilitasi 
Penanganan Konflik 
Sosial 

Persentase 

Pencegahan 
Dini Potensi 
Konflik  

Persentase 100 100 100 72,24 ST S 

RATA- RATA CAPAIAN 52,65 88,39 R T 

 

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis 

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan 

menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat 

Daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan 

pembangunan daerah di masa datang. Permasalahan Pembangunan adalah 

kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang 

direncanakan, atau kesenjangan antara kondisi Kabupaten Karimun saat ini dengan 

kondisi yang diharapkan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah 

ditentukan. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang 

signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Implementasi 

pembangunan Kabupaten Karimun sesuai dengan permasalahan dan isu strategis 

akan meningkatkan peluang tercapainya berbagai target pembangunan, sehingga 

memberi manfaat bagi masyarakat serta nilai lebih pada setiap pelaksanaan tahapan 

pembangunan. 

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 

Permasalahan Pembangunan Daerah merupakan penyebab terjadinya 

Kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang 

direncanakan di masa datang sesuai dengan kondisi daerah. Perumusan permasalahan 

Pembangunan Daerah ini dibagi dalam dua kelompok yakni permasalahan untuk 
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penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah dan permasalahan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.  

Penerapan rencana pembangunan daerah akan menimbulkan permasalahan 

karena adanya gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan 

pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD dan RPJPD). Terjadinya kesenjangan 

tersebut karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai 

dimasa mendatang dengan kondisi riil daerah saat penyusunan dokumen perencanaan. 

Upaya penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan terlebih dahulu 

melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan sehingga penyelesaian secara 

cepat, tepat dan berkelanjutan dapat dilakukan. Berikut permasalahan pembangunan di 

Kabupaten Karimun tahun 2025-2029: 

1. Belum optimalnya kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan terkoneksi 

antar wilayah 

Kabupaten Karimun masih menghadapi tantangan berkaitan dengan 

infrastruktur. Permasalahan konektivitas infrastruktur di Kabupaten Karimun mencakup 

kurangnya kualitas dan keterhubungan transportasi darat, laut, dan udara yang optimal. 

Masih terdapat wilayah di Kabupaten Karimun yang membutuhkan perhatian khusus 

dalam hal infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan akses transportasi. Pemerataan 

pembangunan infrastruktur yang merata perlu menjadi prioritas, demi meningkatkan 

kesejahteraan dan membuka potensi ekonomi daerah khususnya di wilayah pedesaan.  

Sebagai kabupaten yang terdiri dari wilayah kepulauan, konektivitas infrastruktur 

di Kabupaten Karimun memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pelabuhan dan jalan di beberapa 

wilayah perlu didorong pembangunannya guna kepentingan distribusi barang dan 

masyarakat. Pembangunan yang dilakukan juga perlu didorong dengan perbaikan dan 

perawatan pada infrastruktur yang sudah tersedia untuk mengoptimalkan peran dari 

infrastruktur tersebut. 

Masalah lainnya terletak pada sektor transportasi laut dan udara. Meskipun 

Kabupaten Karimun memiliki pelabuhan yang strategis, infrastruktur pelabuhan yang 

ada belum sepenuhnya mendukung optimalisasi kapasitas angkutan barang dan 

konektivitas dengan pelabuhan internasional. Keterbatasan fasilitas pelabuhan dan 

kurangnya kapasitas angkutan barang dapat menghambat ekspor-impor dan 

mempengaruhi daya saing daerah. Sektor penerbangan juga menghadapi masalah 

dalam hal kapasitas dan frekuensi penerbangan, yang membatasi mobilitas orang dan 
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barang. Jika infrastruktur transportasi laut dan udara tidak diperbaiki, hal ini dapat 

menghalangi perkembangan ekonomi Karimun sebagai pusat perdagangan internasional 

dan berpotensi menurunkan daya tarik investasi di kawasan tersebut. 

2. Belum optimalnya dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang 

berdaya saing 

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam 

mendorong kemajuan suatu daerah, dan Kabupaten Karimun tidak terkecuali dalam 

menghadapi berbagai tantangan dalam hal ini. Dalam konteks pendidikan, masalah 

kualitas tenaga pendidik, keterbatasan sarana prasarana, serta distribusi guru yang tidak 

merata, menjadi hambatan serius dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Sementara itu, di bidang kesehatan, akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai 

dan kurangnya tenaga medis yang berkualitas di daerah-daerah tertentu memperburuk 

kondisi kesehatan masyarakat. Kedua permasalahan ini saling terkait dan mempengaruhi 

kemampuan Kabupaten Karimun untuk mengoptimalkan potensi SDM yang sehat, 

terdidik, dan siap bersaing di tingkat regional maupun nasional. 

3. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Kesejahteraan Kabupaten Karimun dapat dilihat melalui beberapa indikator 

penting, di antaranya tingkat kemiskinan, indeks gini, dan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). Berdasarkan tingkat kemiskinan, Kabupaten Karimun menunjukkan perubahan 

yang signifikan antara tahun 2020 hingga 2024. Jumlah penduduk miskin tahun 2024 

adalah 5,78 persen atau sebanyak 13,99 ribu orang, terjadi penurunan 1,07 persen dari 

tahun 2020 dengan tingkat kemiskinan 6,85 atau 16,28 ribu orang. Penurunan tingkat 

kemiskinan pada periode tersebut menunjukkan upaya yang semakin baik dalam 

mengurangi kesenjangan ekonomi, meskipun tantangan masih ada dalam mencapai 

kesejahteraan yang merata. Kondisi kemiskinan yang masih terjadi menimbulkan 

permasalahan dalam pembangunan di Kabupaten Karimun. 

Disisi lain, ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat menunjukkan tren 

yang relevan dalam menilai tingkat kesejahteraan di Kabupaten Karimun. Nilai indeks 

gini di Kabupaten Karimun mengalami penurunan yang konsisten, dimulai dengan nilai 

0,31 pada tahun 2021, turun menjadi 0,29 pada tahun 2022, kemudian 0,27 pada tahun 

2023, dan akhirnya mencapai 0,28 pada tahun 2024. Penurunan indeks gini ini 

mencerminkan adanya perbaikan dalam pengurangan ketimpangan pendapatan di 

Kabupaten Karimun, yang menunjukkan upaya yang lebih efektif dalam mencapai 
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kesejahteraan yang lebih merata di masyarakat. Meskipun terjadi penurunan pada nilai 

indeks gini dari tahun 2020 hingga 2024, angka tersebut masih berada dalam kisaran 

yang mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pemerintah 

daerah perlu terus memperhatikan kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan ini, 

baik melalui redistribusi pendapatan yang lebih adil maupun dengan memperkuat sektor-

sektor yang dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat berpendapatan 

rendah. 

Sementara itu, IPM Kabupaten Karimun menunjukkan kecenderungan 

peningkatan yang konsisten setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan 

IPM ini mencerminkan keberhasilan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan 

pendapatan. IPM Kabupaten Karimun menunjukkan tren yang meningkat secara 

konsisten setiap tahun, dimulai dengan nilai 71,7 pada tahun 2021, kemudian meningkat 

menjadi 72,65 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, nilai IPM naik lagi menjadi 74,7, dan 

pada tahun 2024 mencapai 75,49. Peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan yang 

lebih baik, layanan kesehatan yang lebih aksesibel, serta pertumbuhan ekonomi yang 

merata berkontribusi terhadap peningkatan indeks ini. Meskipun demikian, upaya 

berkelanjutan diperlukan untuk mencapai angka IPM yang lebih tinggi dan memperkecil 

ketimpangan sosial yang ada, sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun 

dapat terus berkembang dengan baik. 

4. Belum optimalnya peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karimun yang masih rendah menjadi 

tantangan tersendiri bagi pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan kehutanan, Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun  

tahun 2023 di angka 69,79 meningkat 1,74 dari tahun 2020 di angka 68,02. Angka 

tersebut menempatkan Kabupaten Karimun berada dalam kategori sedang (belum 

optimal), artinya persoalan lingkungan hidup masih terjadi. Namun dapat ditingkatkan 

melalui intervensi kebijakan dan program pemerintah.  

Permasalahan lingkungan ditunjukkan dengan masih adanya perilaku masyarakat 

yang membuang sampah sembarangan, khususnya di wilayah-wilayah pinggiran dan 

pedesaan. Hal ini perlu ditetapkan peraturan untuk memberikan sanksi bagi masyarakat 

yang membuang sampah sembarangan karena belum adanya edukasi dan sosialisasi 

yang masif yang dilakukan oleh instansi terkait. Selain itu, persoalan juga muncul dari 

petugas pengangkutan sampah yang belum sesuai dengan standar.  
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5. Belum optimalnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Karimun 

Implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Peraturan pemerintah tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui kebijakan perdagangan bebas dan 

pengembangan sektor pelabuhan. Namun, meskipun memiliki potensi besar, terdapat 

beberapa permasalahan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaat dari kawasan 

ini. Sebagai kawasan perdagangan bebas memungkinkan kemudahan akses pasar 

internasional, harusnya produk lokal mampu bersaing dengan produk impor dari luar 

negeri yang lebih murah dan berkualitas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya inovasi, 

keterbatasan teknologi, dan rendahnya kualitas produk yang dihasilkan oleh industri 

lokal. 

Masalah infrastruktur menjadi tantangan signifikan bagi pengembangan KPBPB 

Karimun. Meskipun memiliki pelabuhan yang berpotensi menjadi hub logistik 

internasional, infrastruktur pendukung seperti jalan, fasilitas gudang, dan sistem 

distribusi masih perlu diperbaiki. Keterbatasan infrastruktur ini menghambat kelancaran 

arus barang dan jasa yang seharusnya dapat dimaksimalkan oleh kawasan perdagangan 

bebas. Dengan adanya perbaikan dan pengembangan infrastruktur yang lebih baik, 

KPBPB Karimun berpotensi menjadi lebih kompetitif di tingkat regional maupun global. 

Secara umum diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan industri 

lokal, peningkatan kualitas produk, serta pembangunan infrastruktur yang lebih baik. 

Dengan langkah-langkah yang tepat, KPBPB Karimun dapat menjadi motor penggerak 

ekonomi yang signifikan bagi wilayah tersebut, memberikan peluang usaha baru, dan 

meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. 

 

6. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal 

Permasalahan dalam bidang tata kelola pemerintahan di Kabupaten Karimun 

terletak pada belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola 

pemerintahan termasuk pelayanan publik. Reformasi birokrasi yang seharusnya mampu 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, belum sepenuhnya diterapkan 

dengan baik. Meskipun ada kebijakan yang mengarah pada perubahan sistem birokrasi, 

namun implementasinya masih terhambat oleh budaya birokrasi yang lama, kurangnya 

keterbukaan dalam pengelolaan administrasi, serta minimnya pelatihan yang diberikan 
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kepada aparatur pemerintah. Hal ini berimbas pada pelayanan publik yang belum 

maksimal dan terkadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. 

Pencapaian akuntabilitas kinerja birokrasi di Kabupaten Karimun juga belum 

optimal. Sistem pengelolaan keuangan daerah, meskipun sudah memiliki regulasi yang 

mengatur, masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. 

Belum optimalnya pelaksanaan sistem penatausahaan keuangan daerah menyebabkan 

proses pengelolaan anggaran dan alokasi dana yang tidak selalu efisien. Pengawasan 

yang lemah dan kurangnya sistem yang mengintegrasikan data dan informasi keuangan 

membuat pengelolaan anggaran tidak maksimal dan berdampak pada pelaksanaan 

program pembangunan yang kurang efektif. 

Sinergisitas antar indikator kinerja pada dokumen perencanaan, penganggaran, 

dan pelaporan juga menjadi masalah besar. Dalam banyak kasus, dokumen 

perencanaan dan anggaran tidak selaras dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga 

indikator kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai dengan baik. Kurangnya koordinasi 

antar sektor dan kurangnya pemahaman terhadap pencapaian target-target yang 

ditetapkan, menyebabkan program-program pembangunan yang ada tidak berjalan 

optimal. Hal ini turut mempengaruhi pencapaian target pembangunan daerah yang 

masih rendah dan tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 

Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur di Kabupaten Karimun yang masih 

rendah menjadi akar masalah yang memperburuk kinerja pemerintahan. Banyak 

pegawai pemerintah yang belum memiliki keahlian teknis yang memadai untuk 

menjalankan tugas mereka dengan efisien, serta kurangnya pemahaman mengenai 

pentingnya inovasi dalam pelayanan publik. Hal ini menghambat proses peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat, serta menjadikan inovasi layanan publik masih rendah. 

Dengan kualitas SDM yang belum optimal, kemampuan untuk menghadirkan pelayanan 

publik yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi terbatas. 

2.3.2 Isu Strategis  

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan 

dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi 

daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka 

menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di masa yang akan datang.  
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Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun 

menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada 

masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan 

menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. 

Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, 

dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang 

signifikan. 

2.3.2.1 Isu Strategis Global 

Isu strategis internasional mencakup berbagai tantangan global yang 

mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia dan memerlukan kerja sama 

internasional untuk penyelesaiannya. Tantangan global ke depan semakin kompleks 

seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai 

megatrend global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformasi 

berskala besar, berjangka waktu panjang dan bersifat masif terutama disebabkan oleh 

kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (artificial 

intelligence). Terdapat sepuluh megatrend global yang akan dihadapi menuju 2045. 

Megatrend global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi 

sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan 

tersebut meliputi: 

1. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/Sustainable Development Goals 

(SDG’s) 
Isu strategis internasional yang signifikan adalah Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan deklarasi 

internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).  

2. Perubahan Iklim 

Kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga 

iris global-The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus 

dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan 

akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, 

penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat 

tidak melakukan perubahan secara signifikan. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan 

rendah karbon serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi sumber energi 
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dunia menjadi kebijakan dan strategi global. Kabupaten karimun yang berada di wilayah 

kepulauan akan merasakan dampak dari perubahan iklim khususnya pemanasan global. 

Perubahan iklim juga mendorong perubahan kondisi lingkungan hidup untuk pemenuhan 

kebutuhan, sehingga perlu antisipasi kebijakan agar kebutuhan hidup masyarakat dapat 

terus terpenuhi meskipun terjadi perubahan iklim. 

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Smart City dan Smart 

Servis 

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai 

bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang 

adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan 

perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang 

baik. Akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor mendorong manusia untuk terus 

berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Teknologi yang berkembang dimasa 

depan akan mempengaruhi berbagai sektor seperti sektor manufaktur, sektor 

pendidikan dan cara kerja pemerintah. perkembangan teknologi dapat juga 

dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk 

dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan 

proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, 

dan sistematis serta penataan kelembagaan negara. 

4. Demografi Global 

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

perkembangan ekonomi sosial. Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan 

bentuk keluarga perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global mempengaruhi 

kualitas keluarga tak terkecuali Indonesia pada umumnya serta kabupaten Karimun.   

5. Geopolitik dan Geoekonomi 

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara 

tak terkecuali Indonesia khususnya Kabupaten Karimun yang berbatasan langsung 

dengan beberapa negara serta menjadi jalur perdagangan dunia. Perkembangan 

geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan 

global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi 

persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. 

Dibidang geoekonomi, nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada 
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tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia. Sektor 

komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang.   

6. Peranan Emerging Economic 

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang bekembang 

dan terus meningkat pesat.  Ekonomi yang sedang berkembang memainkan peran 

penting dalam ekonomi global, seringkali berfungsi sebagai motor pertumbuhan global 

dan menawarkan peluang investasi yang menarik bagi perusahaan dan investor 

internasional. 

7. Urbanisasi Dunia 

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran 

kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan 

pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging 

economies. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging 

economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat 

memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada 

banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di 

kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan 

jalan yang memadai. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Karimun yang menghadapi 

permasalahan air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan. 

8. Konstelasi Perdagangan Global 

Kabupaten Karimun akan memperoleh keuntungan besar dalam pembangunan 

ekonomi jika dapat memanfaatkan potensi perdagangan internasional dengan 

mengoptimalkan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). 

Melalui peningkatan minat investasi asing maupun domestik dalam perdagangan dan 

industri. 

Hal ini ditunjukan dengan pergeseran peningkatan peranan negara berkembang 

dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-

Afrika. Pada tahun 2045 perdagangan Global diperkirakan terus meningkat 3,4 persen 

pertahun. Hal ini mendorong pergeseran perekonomian dunia dengan didominasi oleh 

negara berkembang yang menjadi poros perdagangan dunia. Dorongan investasi asing 

dan antar negara berkembang terus meningkat. Peningkatan ini akan mempengaruhi 

perekonomian Indonesia sebagai negara yang memiliki sumberdaya dan potensi 

perekonomian yang besar. 
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9. Keuangan Global 

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi 

oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan 

sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Dari 

sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar 

keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku 

bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal. Tren penggunaan Central 

Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang flat suatu 

negara CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto 

yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas 

ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan. 

10. Pertumbuhan Kelas Menengah 

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar 

atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Proporsi kelas menengah yang 

semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan 

kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (new life 

style). 

11. Persaingan Sumber Daya Alam 

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (Energi, air, 

dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. 

Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor 

permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi 

SDA, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi. 

 

2.3.2.2  Isu Strategis Nasional 

Isu strategis Nasional sesuai dengan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 

yang merupakan tahapan awal dari visi Indonesia Emas 2045: Visi Indonesia Emas 2025-

2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Isu strategis nasional 

yang berkaitan dengan Kabupaten Karimun sebagai berikut: 

1. Isu Strategis Transformasi Sosial • Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan di yang berada di Tanjang Balai 

Karimun.  • Belum adanya perguruan tinggi Negeri STEAM dan/atau vokasi di Kabupaten 

Karimun. 
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2. Isu Strategis Transformasi Ekonomi • Belum optimalnya layanan dan sarana kepelabuhanan di Kabupaten Karimun. • Belum optimalnya layanan dan prasarana Bandara Raja Haji Abdullah di 

Kabupaten Karimun. 

3. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola • Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah antara pusat dan daerah guna 

mempercepat pembangunan Kabupaten Karimun 

4. Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia • Belum optimalnya manfaat dari kerjasama pembangunan Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle (IMT-GT) 

5. Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi • Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah domestik perkotaan, 

termasuk melalui penuntasan pengolahan sampah organik dan pemanfaatan 

teknologi pengolahan sampah tepat guna. • Belum terpenuhinya akses sanitasi aman universal • Belum terpenuhinya akses air minum aman universal di Kabupaten Karimun 

6. Isu strategi kewilayahan • Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa, kopi dan 

lainnya. • Belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh 

lulusan pendidikan menengah kebawah • Degradasi lingkungan karena aktivitas pertambangan. • Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan 

dan pendidikan. • Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah. 

 

2.3.2.3  Isu Strategis Regional 

1. Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 

Pemerataan pembangunan antar daerah melalui optimalisasi kualitas infrastruktur 

wilayah yang terintegrasi dan terkoneksi antar wilayah sangat dibutuhkan, karena 

wilayah Kabupaten Karimun yang terdiri dari wilayah kepulauan dimana penduduknya 

tersebar di beberapa pulau. Serta belum meratanya infrastruktur publik seperti jalan, 

pelabuhan, transportasi publik, air bersih, drainase, sarana prasarana sekolah dan 

Kesehatan. 
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Kabupaten Karimun sebagai wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas (KPBPB) dibutuhkan aksesibilitas dan konektivitas dalam meningkatkan arus 

barang dan jasa guna mendorong peningkatan produktivitas perekonomian. Akses jalan 

dan pelabuhan sangat dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi KPBPB di Kabupaten 

Karimun, hal ini untuk meningkatkan minat investasi dan meningkatkan daya saing 

dengan daerah atau negara lain.  

Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah guna peningkatan Kualitas 

Lingkungan Hidup dengan pendekatan kewilayahan. Selain pembangunan infrastruktur 

yang terus dilakukan juga perlu untuk memperhatikan lingkungan hidup agar 

pembangunan dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. 

Ekosistem berkelanjutan merupakan metode yang berfokus pada keberlanjutan 

ekologi dan ekonomi. Pembukaan lahan pertanian dan perkebunan tidak hanya 

mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampaknya pada alam dan 

masyarakat. 

Pembangunan perekonomian daerah perlu didorong dengan komitmen untuk 

mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Konsep pembangunan daerah bidang 

ekonomi yaitu Ekonomi biru (blue economy) dan ekonomi hijau (Green Economy) perlu 

diterapkan di Kabupaten Karimun sesuai dengan perencanaan jangka Panjang nasional 

bahwa pembangunan wilayah Sumatera menuju pembangunan Ekonomi Biru atau Blue 

Economy. 

Selain itu pembangunan yang berkelanjutan juga perlu didorong dengan 

perencanaan mitigasi bencana. Kabupaten karimun yang berada di wilayah maritim 

harus mengantisipasi bencana yang terjadi khususnya dari laut seperti abrasi, rusaknya 

ekosistem perikanan, menipisnya sumber air bersih serta bencana alam lainnya yang 

mungkin dapat terjadi di Kabupaten Karimun. 

 

2. Isu Strategis Bidang Perekonomian 

Pembangunan ekonomi daerah yang inklusif menjadi salah satu modal dasar 

dalam percepatan pembangunan Kabupaten Karimun yang salah satu potensi adalah di 

bidang pariwisata. Kabupaten Karimun memiliki destinasi wisata di beberapa wilayah 

menjadi keunggulan tersendiri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui 

destinasi wisata yang telah ada. Namun pengembangan destinasi pariwisata yang belum 

optimal menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus segera diselesaikan baik dari 
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regulasi, pembangunan sarana dan prasarana, aksesibilitas dan konektivitas menuju 

tempat wisata.  

Pengembangan Ekonomi Kreatif juga menjadi kendala oleh terbatasnya kualitas 

pelaku ekonomi kreatif menurut keahlian bidang maupun untuk menjalankan dan 

mengelola usaha. Industri ekonomi kreatif perlu didorong dengan peningkatan 

sumberdaya yang mumpuni agar peluang besar yang terdapat di Kabupaten Karimun 

untuk pengembangan industri kreatif menjadi pemicu peningkatan pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

 

3. Isu Strategis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun perlu terus 

ditingkatkan, baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi kesehatan. Pemenuhan kualitas 

dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pemerataan distribusi 

guru serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi dalam 

meningkatkan mutu Pendidikan di Kabupaten Karimun sebagai pemenuhan SPM bidang 

Pendidikan. Selain itu, fasilitas pendidikan perlu ditingkatkan khususnya pada sekolah-

sekolah dalam kondisi bangunan yang rusak/rusak berat. 

Dari sisi kesehatan di Kabupaten Karimun memiliki beberapa isu yang dapat 

menjadi catatan khusus bagi pemerintah daerah yaitu masih rendahnya kualitas 

kehidupan layak dengan sanitasi yang baik, permasalahan penyakit menular, belum 

terpenuhinya secara maksimal sarana prasarana kesehatan baik RSUD maupun 

puskesmas, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan berbasis digital. 

 

4. Isu Strategis Bidang Tata Kelola Pemerintahan 

Kabupaten Karimun menghadapi berbagai isu yang mempengaruhi efektivitas dan 

efisiensi pemerintahan. Seperti Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan daerah dan belum optimalnya kualitas layanan publik yang diberikan kepada 

masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya profesionalitas aparatur pemerintah 

Kabupaten Karimun dalam memberikan pelayanan umum, pemerintahan dan 

pembangunan yang disebabkan oleh rendahnya kompetensi SDM aparatur pemerintah 

daerah. 

 

5. Isu Strategis Bidang Sosial Budaya 

Kebudayaan Melayu di Kabupaten Karimun memiliki tradisi dan nilai-nilai yang 

diwariskan dari generasi ke generasi. Bahasa Melayu menjadi elemen utama dalam 
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kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahasa melayu tidak hanya digunakan dalam 

komunikasi sehari-hari, tetapi juga dalam bentuk seni seperti pantun dan syair, yang 

sering kali menjadi bagian dari berbagai acara adat dan budaya. Kabupaten Karimun 

juga memiliki keuntungan dengan adanya cagar budaya yang harus terus dilestarikan. 
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BAB III 

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

 

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2026 menggambarkan 

kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi 

sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi 

gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Karimun yang 

dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global, 

sedangkan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait 

perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor 

potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk 

pembangunan daerah tahun 2026. 

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karimun dilakukan 

dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional, dan daerah serta 

mengacu arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau serta 

sesuai arah dan kebijakan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten Karimun Tahun 2026.  

3.1.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional 

Kondisi perekonomian global saat ini masih dibayangi ketidakpastian dan 

tantangan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global cenderung melambat, 

sementara inflasi masih menjadi perhatian di banyak negara. Meskipun demikian, 

beberapa negara, termasuk Indonesia, menunjukkan ketahanan ekonomi yang 

cukup baik di tengah kondisi yang penuh gejolak ini.  

Kondisi perekonomian global saat ini masih penuh tantangan, namun 

Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Pemerintah terus berupaya 

menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak negatif 

ketidakpastian global. Pemulihan ekonomi Indonesia didukung oleh permintaan 

domestik yang kuat dan program-program pemerintah yang efektif.  
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Beberapa poin penting mengenai kondisi perekonomian global: 

1. Pertumbuhan Ekonomi Global Melambat: 

❖ Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) 

memproyeksikan pertumbuhan global melambat dari 3,3% pada tahun 

2024 menjadi 2,9% pada tahun 2025 dan 2026.  

❖ Perlambatan ini diperkirakan akan terjadi terutama di negara-negara maju 

seperti Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Tiongkok.  

❖ Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan global melambat menjadi 

2,3% pada tahun 2025. 

2. Inflasi Tetap Menjadi Tantangan: 

❖ Inflasi, terutama inflasi jasa, masih menjadi perhatian dan menghambat 

proses disinflasi.  

❖ Risiko kenaikan inflasi meningkat, yang dapat menyebabkan suku bunga 

yang lebih tinggi atau bertahan lebih lama.  

❖ Kenaikan harga energi dan komoditas, yang dipicu oleh perang di Ukraina, 

turut memperburuk situasi inflasi. 

3. Ketidakpastian Kebijakan dan Ketegangan Perdagangan:  

❖ Ketidakpastian kebijakan dan ketegangan perdagangan global 

meningkatkan risiko perlambatan ekonomi.  

❖ Perang di Ukraina juga memberikan dampak signifikan terhadap 

perekonomian global, terutama melalui gangguan pasokan energi dan 

komoditas. 

4. Ketahanan Ekonomi Indonesia: 

❖ Meskipun menghadapi tantangan dari ketidakpastian global, ekonomi 

Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik.  

❖ Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2024 tercatat sebesar 

5,05% (yoy).  

❖ Pemerintah terus berupaya menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi 

masyarakat dari dampak negatif kondisi global. 

5. Faktor-faktor Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: 

❖ Permintaan domestik yang kuat, termasuk konsumsi rumah tangga dan 

investasi, menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.  

❖ Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga berperan dalam 
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mendorong pemulihan ekonomi.  

❖ Kondisi makroekonomi yang stabil dan transisi kepemimpinan yang lancar 

menjadi modal penting bagi Indonesia. 

6. Pentingnya Kebijakan yang Tepat: 

❖ Negara-negara perlu menyusun bauran kebijakan yang tepat untuk 

mencapai stabilitas harga dan mengisi kembali cadangan devisa.  

❖ Diperlukan koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia 

untuk menjaga stabilitas ekonomi.  

❖ Pemerintah juga perlu terus memantau dan menanggulangi kelemahan 

indikator-indikator perekonomian domestik. 

 

Tabel III- 1 
Realisasi dan Target Indikator Ekonomi Makro Nasional  

Tahun 2018-2024 

 
INDIKATOR REALISASI TARGET 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Pertumbuhan Ekonomi 

(%) 

-2,07 3,70 5,31 5,05 5,03 5,20 
5,4 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (%) 

 

7,07 

 

6,49 

 

5,86 

5,32 4,91 4,50 – 5,00 4,44 – 4,96 

IPM 72,81 73,69 73,77 74,39 75,02 75,90 6,5-7,5 

Inflasi (%) 1,70 1,90 5,50 2,61 1,6 2,5 2,5 

Persentase 

Penduduk Miskin (%) 

 

9,80 

 

10,10 

 

9,50 

9,36 8,57 7,0 – 8,0 6,5 – 7,56 

Sumber: BPS 2025, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan RKP 2026 

 

Dalam menyikapi kondisi Nasional maka diambil langkah- langkah antisipatif untuk 

menjaga stabilitas keuangan nasional diantaranya: 

● Melakukan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2026 dengan berpedoman pada alokasi Transfer ke Daerah yang 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 

tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Kerangka Ekonomi 

Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026; 

● Melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2026 melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah mengenai 

perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan;dan 

 

● Menunda sementara pelaksanaan beberapa belanja yang telah ditentukan 

dalam APBD yang sumber pendanaannya dari Transfer Ke Daerah TA 2026 

yang dicadangkan, sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Besaran Transfer ke Daerah TA 2026 yang dicadangkan ditetapkan. 

3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau 

Dalam publikasi Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau 

menurut perkiraan Bank Indonesia inflasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 

diperkirakan berada di dalam sasaran inflasi 2,5+1% (yoy). Kondisi ini dipengaruhi 

oleh penurunan harga komoditas secara global maupun harga energi yang turut 

berdampak pada penurunan harga komoditas pangan maupun harga energi 

seperti bensin dan produk turunannya. Terkendalinya inflasi juga didukung oleh 

langkah antisipatif melalui GNPIP dalam menjaga harga komoditas pangan yang 

rentan terhadap tekanan inflasi. Kebijakan pengetatan moneter yang terukur dan 

sinergi TPID melalui GNPIP diprakirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga 

dapat mencapai target sasaran inflasi. Di samping itu, moderasi tarif angkutan 

sejalan dengan penambahan jumlah armada/rute penerbangan menahan tekanan 

inflasi menjadi lebih tinggi. Terjadinya inflasi di dalam kisaran sasaran tersebut 

tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter yang didukung dengan eratnya 

sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam koordinasi TPID. 

Inflasi diperkirakan bersumber dari kenaikan harga (1) kelompok makanan, 

minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan 

minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan menurun sejalan dengan normalisasi 

pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, peran aktif 

TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi 

juga mampu meredam laju inflasi. Risiko inflasi yang perlu diperhatikan adalah 

sebagai berikut:  

1. Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan 

geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk; 

2. Potensi risiko kenaikan tarif angkutan udara seiring normalisasi mobilitas 

masyarakat; 
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3. Peningkatan upah minimum provinsi dan pemberian insentif seperti tunjangan 

hari raya, tunjangan gaji pegawai, dan gaji ke-13 dapat mendorong daya beli 

masyarakat; dan 

4. Peningkatan cukai rokok sebesar 10%.  

Kinerja dan proyeksi makro ekonomi dan sosial Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel III - 2 
Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi dan Sosial 

Provinsi Kepulauan Riau 

 

Indikator Makro Satuan 2023 2024 
Target 

2025 
Target 2026 

1. Indeks Pembangunan 

Manusia 

Indeks 77,11 79,89 77,39 - 

 

2. Indeks Modal Manusia Indeks - - - 0,61 - 0,63 

3. Tingkat Kemiskinan % 5,69 5,37 5,63 4,17 - 3,77 

4. Tingkat Pengangguran 

Terbuka 

% 6,80 6,39 7,21 6,29 - 6,22 

5. Pertumbuhan Ekonomi % 5,20 5,02 5,1 – 6,1 5,46 - 7,38 

6. PDRB Perkapita Juta rupiah 199,91 209,94 144,17 180,77 -  

191,90 

7. Rasio Gini Indeks 0,340 0,349 0,321 0,359 - 0,371 

8. Inflasi % 2,76 2,09 2,5±1 1,5 - 3,5 

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025 

 

3.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Karimun 

Perekonomian Kabupaten Karimun berkaitan dengan kondisi perekonomian 

global dan nasional. Menjadi salah satu kawasan yang berperan penting bagi 

perekonomian nasional yang berbatasan langsung dengan negara tetangga 

Malaysia dan Singapura, Kabupaten Karimun berada di jalur perekonomian 

tersibuk di dunia yaitu jalur selat malaka yang secara ekonomi, keuangan serta 

geopolitik memiliki tantangan dan peluang yang sangat komplek dan dinamis. 

Pada Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kabupaten Karimun akan 

melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)/pergeseran anggaran. 

Pengalihan anggaran belanja untuk penyelesaian tagihan pihak ketiga atas 

pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya yang untuk semetara 

di letakan pada Belanja Darurat/ Belanja Tidak Terduga.  
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Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa beberapa 

negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam dan 

Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dari kuartal pertama 

sampai dengan ketiga tahun 2025. Meskipun kondisi perekonomian global yang 

penuh tantangan dan dinamis, Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan 

ekonomi diatas 5 persen diatas pertumbuhan ekonomi global. Instrumen ekonomi 

makro yang digunakan sebagai alat untuk mencegah kegagalan pertumbuhan 

ekonomi sejauh ini telah berhasil melewati tantangan-tantangan khususnya di 

masa covid 19.   

Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi 

Kepulauan Riau, secara umum perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada 

triwulan I tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp80,32 triliun dan atas dasar 

harga konstan (ADHK) mencapai Rp48,81 triliun. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi 

Kepulauan Riau pada triwulan I tahun 2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,51 persen.  

Dengan perbandingan pada triwulan IV tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar 

3,31 persen.  

Untuk menilai kondisi perekonomian di Kabupaten Karimun dapat dilihat 

dengan menggunakan data indikator ekonomi makro yang terdiri dari Produk 

Domestik Regional Bruto.  

Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan 

perkembangan di Kabupaten Karimun maka perlu dilakukan penyesuaian dengan 

target di tingkat provinsi dan nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 

pada tahun 2024 berada pada kisaran 5,7%. Hal ini didasarkan atas berbagai 

pertimbangan baik di dalam negeri maupun luar negeri, misalnya mulai adanya 

pemulihan ekonomi global, meningkatnya jumlah penduduk yang divaksin, 

meningkatnya investasi, meningkatnya ekspor terutama dari sektor manufaktur, 

meningkatnya mobilitas penduduk, serta peningkatan konsumsi  masyarakat. 

Dengan memperhatikan kondisi di tingkat provinsi dan nasional, maka 

terbaca adanya optimisme bahwa pada 2024 ekonomi akan tumbuh dan 

diharapkan aktivitas perekonomian kembali normal setelah WHO (World Health 

Organization) mencabut status darurat covid. Optimisme inilah yang menjadi dasar 

bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun pada tahun 2024, 

meskipun harus mempertimbangkan beberapa faktor yang pada akhirnya 
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menyebabkan besaran pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi proyeksi 

pemerintah pusat maupun provinsi. 

Tabel III - 3 

Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 
Kabupaten Karimun, Provinsi Kep. Riau dan Nasional 

Tahun 2018-2024 

Tahun 
Pertumbuhan Ekonomi  (%) 

Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau Nasional 

2018 5,05 4,47 5,20 

2019 4,89 4,83 5,00 

2020 -3,59 -3,8 -2,10 

2021 2,37 3,43 3,70 

2022 4,38 5,09 5,30 

2023 5,50 5,20  5,30 

2024 5,00 4,70 - 5,50 5,30 – 5,70 

Sumber: BPS Kabupaten Karimun, 2024 

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Karimun 

semakin membaik dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di 

tahun 2024 yaitu 5,00%, dimana pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 lebih baik 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

Besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian 

di Kabupaten Karimun dapat diukur dengan menggunakan salah satu indikator 

yang disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  

Tabel III - 4 
PDRB Kabupaten Karimun tahun 2020-2023 dalam Miliar Rupiah 

 
Tahun PDRB Atas Harga Konstan PDRB Atas Harga Berlaku 

2020 9,117.12 13,310.63 

2021 9,332.77 14,195.74 

2022 9,741.85 15,554.50 

2023 10,277.62 17,016.97 

2024 10,940.58 18,330.90 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Karimun pada tahun 2024 

yang dipaparkan dalam tabel 3.4 mampu mencapai 18,330.90 (Miliar rupiah), 

meningkat jika dibandingkan dengan Nilai PDRB pada tahun 2023 yaitu 17,016.97 

(Miliar rupiah), tahun 2022 yaitu 15.554.50 (Milyar rupiah) dan tahun 2021 

sebesar 14,195.74 (Miliar rupiah). 
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Tabel III - 5 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karimun Menurut Lapangan 
Usaha (Miliar Rp / Billion Rp) 

 
Kategori Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,473.45 1,503.41 1,552.78  1.536,84 

Pertambangan dan Penggalian 1,010.73 975.93 955.90 946,86  

Industri Pengolahan 1,235.09 1,269.55 1,366.48 1.724,90 

Pengadaan Listrik dan Gas 28.53 31.52 35.00  38,37  

Pengadaan Air, Peng. Sampah, Limbah, 

Daur Ulang 

4.15 4.37 4.40  4,45 

Konstruksi 1,852.57 1,923.17 1,958.48  2.010,41 

Perd. Besar, Eceran, Reparasi Mobil, Sepeda 

Motor 

1542.52 1,676.09 1,800.80  1.888,10 

Transportasi dan Pergudangan 232.22 283.17 341.00  357,65 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 171.54 219.80 258.85 284,14 

Informasi dan Komunikasi 371.11 390.39 486.26  509,94  

Jasa Keuangan dan Asuransi 161.22 165.06 177.49 186,96 

Real Estat 296.37 306.63 318.80 334,72 

Jasa Perusahaan 1.71 1.84 2.10  2,11 

Adm. Pemerintahan, Pertahanan, JamSosi 

Wajib 

342.16 349.05 363.41 425,31 

Jasa Pendidikan 305.36 313.14 325.46  335,58 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 199.90 204.88 186.56  200,14 

Jasa Lainnya 104.14 123.86 143.83 154,00 

PDRB 9,332.77 9,741.85 10,277.62 10.940,58 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 

 

Tabel III - 6 

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Karimun Menurut Lapangan 
Usaha (Miliar Rp) 

 
Kategori Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,160.76 2,286.35 2,462.37 2.537,09 

Pertambangan dan Penggalian 1,686.58 1,847.31 1,955.00 1.865,95 

Industri Pengolahan 1,766.05 1,894.58 2,097.83 2.640,56 

Pengadaan Listrik dan Gas 35.42 39.80 45.98 51,92 

Pengadaan Air, Peng. Sampah, Limbah, 

Daur Ulang 

5.32 5.63 570 6,13 

Konstruksi 2,842.05 3,102.08 3,236.57 3.434,45 

Perd. Besar, Eceran, Reparasi Mobil, Sepeda 

Motor 

2,499.05 2,849.88 3,214.68 3.424,77 

Transportasi dan Pergudangan 367.07 461.70 583.98 624,03 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 250.23 328.26 394.26 441,49 
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Kategori Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024 

Informasi dan Komunikasi 428.95 453.35 572.64 612,45 

Jasa Keuangan dan Asuransi 232.62 243.94 267.45 288,57 

Real Estat 426.13 446.29 479.47 510,74 

Jasa Perusahaan 2.44 2.70 3.30 3,40 

Adm. Pemerintahan, Pertahanan, JamSosi 

Wajib 

554.04 571.85 619.82 726,61 

Jasa Pendidikan 499.56 529.55 562.71 595,90 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 274.03 287.51 267.99 290,67 

Jasa Lainnya 165.44 203.73 247.23 276,15 

PDRB 14,195.74 15,554.50 17,016.97 18.330,90 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 

 

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Struktur ketenagakerjaan di 

Kabupaten Karimun jika ditinjau dari jumlah penduduk tahun 2021 yaitu 259,452 

Jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, 68,49 persen penduduk Kabupaten Karimun 

yang  tergolong angkatan kerja berumur 15-64 Tahun, 6,47 persen penduduk 

Kabupaten Karimun umur diatas 65 tahun dan 25,05 persen di rentang usia 0-14 

tahun. Dengan jumlah angkatan kerja yang lebih banyak dibandingkan usia bukan 

angkatan kerja, akan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jika seluruh 

angkatan kerja memiliki pekerjaan dan produktif. 

Tabel III - 7 

Jumlah Angkatan kerja yang bekerja dan pengangguran Kabupaten 
Karimun tahun 2019-2023 (Jiwa) 

 
Status Ketenagakerjaan Tahun Jumlah 

Bekerja 

2019 91,095 

2020 96,295 

2021 100,615 

2022 101,543 

2023 118,815 

2024 126.969 

Pengangguran 

2019 5264 

2020 8786 

2021 7801 

2022 7496 

2023 7,606 

2024  7.414  

Jumlah 
2019 96,359 

2020 105,081 
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Status Ketenagakerjaan Tahun Jumlah 

2021 108,416 

2022 109,039 

2023 126,421 

2024 196.909 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2024 sebanyak 196.909 naik sebanyak 

70.488 dari tahun 2023 sebanyak 126.421 orang dan naik sebanyak 17.382 dari 

tahun 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 118.815 orang, naik sebanyak 

17.272 orang dari 2022, pada tahun 2022 sebanyak 109.039 orang, naik 623 orang 

dibanding tahun 2021. Penduduk yang bekerja sebanyak 101.543 orang, naik 

sebanyak 928 orang dari 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan 

terbesar adalah lapangan pekerjaan Jasa (5.176 orang). Hanya lapangan 

pekerjaan Pertanian yang mengalami penurunan, dengan penurunan sebesar 

5.375 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2022 sebesar 6,87 persen, 

turun sebesar 0,33 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021 yang sebesar 

7,20 persen. 

Masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia dan negara berkembang 

lainnya yaitu tingginya pertambahan penduduk tanpa diikuti dengan peningkatan 

penyediaan (Supply) tenaga kerja, sehingga penawaran tenaga kerja yang terus 

meningkat namun tidak diikuti dengan permintaan tenaga kerja akan 

menyebabkan pengangguran. Diketahui tingkat pengangguran di Kabupaten 

Karimun tahun 2021 sebesar 7,2 persen lebih rendah dari tahun 2020 dengan 

tingkat pengangguran sebesar 8,36 namun sejauh ini belum turun pada tingkat 

pengangguran pada tahun 2019 sebesar 5.83. Meskipun tingkat pengangguran di 

Kabupaten Karimun masih di bawah tingkat pengangguran provinsi Kepulauan 

Riau, permasalahan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja agar pengangguran dapat ditekan lebih 

rendah. 

Fokus pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2024 yaitu pemerataan 

pertumbuhan ekonomi berkeadilan melalui peningkatan investasi, pembangunan 

infrastruktur, sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang inovatif. 

Dengan komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan berbagai program 

kegiatan yang telah direncanakan dalam jangka panjang, menengah serta jangka 

pendek dengan berbagai kebijakan dan upaya dilakukan untuk mengatasi masalah 
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dan tantangan perekonomian, serta dengan mempertimbangkan harga komoditi 

bahan pokok yang normal dan nilai tukar yang stabil, diharapkan pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Karimun semakin meningkat. 

3.2  ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

Keuangan daerah merupakan semua hak dan  kewajiban  daerah yang 

dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan  barang yang 

dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut. Keuangan daerah diatur oleh pemerintah daerah bertujuan 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya 

keuangan daerah. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah 

dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah disusun 

setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud 

dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan 

bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan 

daerah dengan berdasarkan pada program (money follow program), penyelesaian 

isu strategis dan permasalahan di daerah, serta mendukung pencapaian target 

RPD tahun 2024-2026. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan 

fiskal daerah, di mana kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk 

mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan 

ekonomi suatu daerah. 

Terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan kinerja pemerintah 

daerah dan mendukung pemulihan serta penguatan ekonomi daerah, diantaranya 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk mendorong 

daerah lebih kompetitif, seperti penurunan angka pengangguran, kinerja 

pengendalian inflasi, indeks pencegahan korupsi; 

b. Mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD; 

c. Mempertajam indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional; 

d. Memperkuat indikator yang memiliki dampak besar 

terhadap perekonomian nasional; 
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e. Penyaluran berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada 

kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian 

kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan 

yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan 

pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang 

pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diharapkan dapat mengoptimalkan dan 

menguatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan kesejahteraan di 

daerah. 

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan 

kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan daerah akan 

mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Memperhatikan berbagai kondisi objektif masyarakat, aspirasi yang 

berkembang dan mensinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 

2026 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan 

Berkelanjutan” diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang 
meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas 

Pendidikan dan Kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; 

Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur 

konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga 

reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang 

diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan 

ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. 

Pembangunan di Kabupaten Karimun perlu memperhatikan perkembangan 

internal dan dinamika ekonomi regional, nasional dan global yang terjadi pada 

beberapa tahun belakangan serta prediksi dan proyeksi perekonomian yang akan 

datang. Perkembangan ekonomi Kabupaten Karimun akan dihadapkan pada 

berbagai tantangan yang perlu direspon secara komprehensif melalui aksi nyata, 
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yang mencakup sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karimun saat ini masih belum merata. 

Kecamatan-kecamatan yang terletak di pulau Karimun memiliki pertumbuhan 

ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya. 

Dengan demikian, kegiatan ekonomi daerah ke depan perlu ditata hingga 

diantara lapangan usaha yang berkembang saling sinergi agar tidak 

menimbulkan beban masalah terhadap kondisi makro ekonomi Kabupaten 

Karimun. 

2. Penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan 

dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai akan menentukan 

proses pemulihan perekonomian Kabupaten Karimun yang pada akhirnya dapat 

menekan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Masyarakat yang tidak 

memiliki pekerjaan tidak dapat menikmati pemulihan ekonomi, sehingga 

penyediaan lapangan kerja menjadi salah satu stimulus dari proses pemulihan 

ekonomi. 

Perkembangan lapangan usaha baru, baik yang digerakkan oleh 

investasi maupun kebijakan pembangunan, pada gilirannya menuntut kualitas 

SDM yang memadai. Bila kualitas SDM tidak sesuai dengan perkembangan 

dunia usaha, hasilnya adalah pengangguran yang menjadi salah satu sumber 

timbulnya kemiskinan ekstrim. Dengan masuknya investasi yang semakin 

berkembang baik Investasi Dalam Negeri (PMDN) maupun Investasi Asing 

(PMA), modal yang begitu besar dapat merubah struktur mata pencaharian 

penduduk di daerah yang terkena dampak Investasi tersebut kalau tidak 

diantisipasi akan berujung pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan. 

Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui 

penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran 

disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan 

infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi 

yang layak. Untuk itu dalam RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024 telah 

menetapkan beberapa Program Prioritas Daerah untuk menekan kemiskinan 

ekstrim. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk 

dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang 

mampu merespon tantangan-tantangan perubahan iklim. 
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3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif mengingat investasi merupakan 

salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Berdirinya perusahaan-

perusahaan baru melalui investasi domestik maupun asing sangat berpotensi 

untuk mendayagunakan angkatan kerja lokal dan meningkatkan intensitas 

kegiatan ekonomi dengan lapangan usaha lainnya, ditempuh melalui berbagai 

aktivitas promosi investasi dan perbaikan-perbaikan layanan dengan orientasi 

biaya murah dalam menopang investasi. Dalam hal investasi ini, maka berbagai 

pembangunan strategis yang akan dibangun di Kabupaten Karimun bisa 

menjadi peluang yang cukup baik dalam upaya peningkatan investasi di 

Kabupaten Karimun. 

4. Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan terutama dalam upaya 

meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Dengan adanya infrastruktur 

dapat mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan 

produktivitas serta output/pendapatan. Infrastruktur ekonomi merupakan aset 

fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi akhir 

meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan sebagainya), 

public works (jalan, saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi jalan. 

Infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta secara 

bertahap mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah dan 

mengurangi hadirnya wilayah yang bersifat terisolasi. 

5. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga perusahaan swasta, organisasi-

organisasi masyarakat, dan warga lokal semua harus didorong untuk 

berpartisipasi secara positif dalam pembangunan daerah berdasarkan saling 

kerjasama yang memungkinkan setiap entitas untuk menampilkan 

kemampuannya dalam spirit kompetitif dan keunggulan yang mampu tampil 

dalam kancah perekonomian global. Kondisi saat ini dan kedepan menghendaki 

pergeseran peranan masyarakat yang lebih dominan daripada pemerintah. 

6. Pembangunan regional, baik perkotaan maupun pedesaan, tidak lagi dapat 

didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, akan tetapi harus didasarkan 

pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, 

bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan 

menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, proses yang 

ditempuh adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh 
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distribusi pendapatan yang lebih merata dan menurunnya kemiskinan, 

peningkatan kualitas SDM, kualitas kelembagaan dan lingkungan, 

menempatkan posisi perkotaan dan daerah-daerah strategis sebagai pusat 

pertumbuhan dan pusat pelayanan yang mampu menggerakkan dinamika 

perekonomian desa yang lebih meningkat secara fungsional. 

7. Mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah agar mampu 

memberikan pelayanan yang optimal utamanya dalam mengakselerasi 

penguatan ekonomi makro daerah dan laju pertumbuhan investasi di daerah. 

3.2.1  Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri  dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain  Pendapatan

 Daerah Yang Sah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang 

pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan 

peraturan perundang-undangan. Kemampuan untuk menghimpun PAD 

dipengaruhi oleh beberapa hal, namun yang paling krusial adalah seberapa besar 

pertumbuhan sektor konsumsi, khususnya untuk barang kena Pajak Daerah. 

Pendapatan Transfer merupakan penyaluran pendapatan dari Pemerintah yang 

sifatnya sangat dinamis artinya memperhatikan penerimaan Pendapatan Negara, 

serta pemenuhan terhadap prioritas belanja yang ditentukan oleh Pemerintah. 

Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan 

daerah yang bersumber selain dari PAD. 

Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan proyeksi Pendapatan Daerah 

tahun 2026 tetap mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan dari 

pada pertumbuhan yang agresif, sehingga proses perhitungan proyeksi 

Pendapatan Daerah pada RKPD Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara terukur 

berdasarkan basis data potensi dengan memertimbangkan berbagai 

perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. 

Optimalisasi pemungutan PAD merupakan prioritas, yang terdiri atas 4 jenis dan 

memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu: (1) pajak 

daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah, di mana sampai dengan saat ini sektor 

Pajak Daerah dan Retribusi masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































